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ABSTRAK

Nama : Zagiu Rahman
Program Studi : Magister Hukum
Judul . Analisis Yuridis Pengaturan tentang Bemnan Jabatan

Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung Menurut
Hukum Positif Indonesia

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenalilpamkepala daerah secara
langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Ugddomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-UndammoNdl2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomdraB2n 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuag gda di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 184Susnya dalam Pasal 18
ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan denganrapebekendalanya. Jenis
penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hulknormatif dengan analisa secara
kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundadgng $tatute
approach). Penelitian ini membahas mengenai mekanisme giamngijabatan
kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Ta@d4 juncto Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, sinkronisasi denganabgdndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnyardBR@sal 18 ayat (4), serta
mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di nzegpakan datang.
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Title . Analysis of the Juridicedgulation of Position Charging

Through the Regional Head of Direct Elections in
accordance Positive Legal Indonesia

This thesis discusses the regulation on directtielecof regional heads as
regulated one set in the Law Number 32 Year 200darting Regional
Government in conjunction with Law Number 12 Ye@0& regarding the Second
Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding &®gji Government,
associated with the existing provisions in the Gituson of the Republic of
Indonesia Year 1945, especially in Article 18 pasph (4), and the
implementation with its obstacles. This type ofeash in this thesis is a
normative legal research with a qualitative analysising the approach to
statutory law (statute approach). This study disedshe charging mechanism of
the regional head office in the Law Number 32 Y2804 jo. Law Number 12
Year 2008, the synchronization with the Constitutid the Republic of Indonesia
Year 1945, especially in Article 18 paragraph (e charging mechanism of
regional head office in the future as well.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa ndgatsentuk
kesatuan yang terdesentralisdsBentuk negara kesatuan tersebut secara
gamblang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dassgah Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRhun 1945), yang
menyatakan : Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang betbke
Republik’ Pemilihan bentuk negara kesatuan tersebut teklalun proses
yang demokratis melalui pemungutan suara yang shilekkan dalam rapat
BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1935.

Dengan desentralisasi, dibentuk provinsi, kabupatdan kota.
Masing-masing daerah otonomi dikepalai oleh gubesebagai kepala daerah
(selanjutnya disebut KDH) propinsi, bupati sebag@lH kabupaten, dan
walikota sebagai KDH kotamadya, yang masing-masirdpmpingi oleh

seorang wakil kepala daerah (selanjutnya disebliW®H), serta Dewan

'Menurut Shah dan Thomson, dalam Bhenyamin HoesBeimibahan Model, Pola, dan
Bentuk Pemerintahan Daerah: dari Era Baru ke ErddReasj cet.1. (Jakarta: DIA FISIP Ul,
2009), hal 165. Pada tataran internasional, jumkedara kesatuamiitary stat; eenheidsstgat
lebih banyak dari pada negara fedefatiération; bondsstaat; bundesstpaData yang disajikan
oleh Shah dan Thomson, menunjukkkan bahwa pada 2001 terdapat 168 negara kesatuan dan
24 negara federal. Salah satu dari 168 negarauastarsebut adalah NKRI.

IndonesiaUndang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tah945 Pasal 1 ayat
(2).

3Lihat Bhenyamin HoesseirPerubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Blaer
dari Era Baru ke Era Reformastet.1. (Jakarta: DIA FISIP Ul, 2009), hal 165-16&njelang
kemerdekaan, bangsa Indonesia membentuk BPUPKh Radjgal 11 Juli 1945 di BPUPKI
dibentuk tiga panitiaPertama;Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuhi ®tekarno.
Kedua; Panitia Keuangan dan ekonomi diketuai oleh Moh.t&dld€etiga, Panitia Pertahanan
Negara diketuai oleh Abikoeseno. Dalam Panitia eagan Undang-Undang Dasar dilakukan
pemungutan suara untuk memilih bentuk negara kasadtau federal. Hasil pemungutan suara
menunjukkan 17 suara memilih negara kesatuan danafa memilih negara federal (Yamin:
1959). Oleh karena itu diputuskan untuk dianut regasatuan bagi Indonesia.

Universitas Indonesia
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Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRBYsus untuk
provinsi, disamping sebagai daerah otonom dalamkeadesentralisasi, juga
sebagai daerah administrasi dalam rangka dekoasentleh karena itu,
gubernur disamping sebagai KDH juga sebagai wpkiherintah dalam
rangka dekonsentrasi.

Seperti anggota DPRD, KDH dan Wakil KDH juga dipilangsung
oleh rakyat seperti yang diatur di dalam Undang-dshgdNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya utiséb No. 32 Tahun
2004)* Namun sebagai Wakil Pemerintah, gubernur diangleit Presiden.
Pengaturan mengenai pemilihan KDH dijabarkan kenthatlalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihamgd2ahan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah. Kemudian diseal@mmmelalui Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahas Aeraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihanng&ahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dkihKépala Daerah.

Pemilihan KDH dan Wakil KDH secara langsung dilagakuntuk
pertama kali di Provinsi DKI Jakarpsda tanggal 8 Agustus 2007. Kemudian
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 teniegyelenggaraan
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 22 TaR007), pemilihan
KDH secara langsung ini dimasukkan kedalam rezimillean umun?,
yaitu "Pemilu Kepala Daerah”, atau sering disebutenghn
istilah "pemilukada™

“Lihat Pasal 65 sampai dengan Pasal Pasal 118.

®Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilinaimm, UU No. 22 Tahun 2007,

LN No. 59 Tahun 2007, TLN No. 4721, Pasal 1 angkandnyatakan:Pemilihan Umum,
selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelakaaneedaulatan rakyat yang diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dalil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undaagdd Negara Republik Indonesia Tahun
1945.”

®lbid., lihat Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahtW®emilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih &apdaerah dan wakil kepala daerah
secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik desia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tat@db.”

Universitas Indonesia
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Konstruksi pemilukada dimaksudkan untuk mengelisiinaerbagai
dampak negatif dari pemilihan KDH melalui DPRD, Ebanya berkaitan
dengan akseptabilitas KDH yang selama ini dianggapang mewakili
aspirasi masyarakat secara luas. Terdapat bebesd@san mengapa
pemilukada dilakukan® pertama; pemilukada merupakan jawaban atas
tuntutan aspirasi rakyat, karena Presiden dan WRie$iden, DPR, DPD,
bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan pleamlsecara langsung.
Kedua; pemilukada merupakan perwujudan konstitusi dan N Tahun
1945, seperti yang telah diamanatkan Pasal 18 @yakKetiga; pemilukada
dipandang sebagai sarana belajaran demokrasiiKpddgi rakyat(civics
educations)Pelaksanaan mulai dari pendataan sampai pelartikéhdinilai
sebagai pembelajaran praktik berdemokrasi bagiaikgang diharapkan
dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsungsba tentang
pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai noyan Keempat;
pemilukada dipandang sebagai sarana untuk mempedkoaomi daerah.
Keberhasilan otonomi daerah salah satunya jugatalt@n oleh pemimpin lokal.
Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalampukada, maka komitmen
pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daeiantara lain untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selemperhatikan
kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat terwdpukelima; pemilukada
merupakan sarana penting bagi proses kaderisagmiepinan nasional.
Disadari atau tidak, jumlah personil yang berkasaldari kepemimpinan nasional
amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia {emg dari 200 juta, jumlah
pemimpin nasional hanya beberapa orang.

Oleh karena itu, harapan akan lahirnya pemimpinonas justru dari
pemilukada yang proses dan pelaksanaannya berar-ldakukan secara
terbuka, serta dilaksanakan oleh rakyat demi pédwitagn kualitas pelayanan.
Dengan demikian pemilukada menjadi jawaban yangktieéfeéerhadap
sejumlah permasalahan yang melekat pada pemilihangath sistem

perwakilan yaitu menekan iklim “dagang sapi,” memialisir money politics

'Samsul WahidinHukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Uniepala
Daerah, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desembe8)20@l 139-140.
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mengubah orientasi dari elitis menjadi populis,tssememperkaya basis
rekruitmen para pemimpfh.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi{getaya disebut
MK) Nomor Perkara 5/PUU-V/2007diadakan amandemen terhadap UU No.
32 Tahun 2004 sepanjang substansi yang berkaitagadepemilukada,
sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 28@8ng Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgnRemerintahan
Daerah (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 209&)g mengakomodasi
pengaturan mengenai pemilukada melalui jalur inddpe. Secara
keseluruhan penyelenggaraan pemilukada dapattdildratabel di bawah ini:

Tabel 1.
Pemilukada yang Pernah di Adakan

Tahun 2005 2006 2007 2008/2009 2010
Kepala
daerah
Gubernur 7 7 6 12 7
Bupati 174 60 23 107 182
Walikota 32 11 12 35 35
Jumlah 213 78 41 154 224

Sumber: Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPR&n Hubungan Antar
Lembaga, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Keer@an
Dalam Negeri.

8Saur Hutabarat, “Mencari Pemimpin Masa Depan, Ma#k&eminar Nasional tentang

"Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupatebag& Wujud Demokrasi Lokal",
diselenggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota uBéi Indonesia) di Hotel Inter-
Continental Mid Plaza, Jakarta, 21-22 Januari 2003.

Sebagai Konsukensi dari Putusan MK, Nomor Perké&?&/8-V/2007 tentang Penguijian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, maka dilaksanakan amandemen sebagidsndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yarghtehengakomadasi pencalonan KDH
melalui jalur perseorangan, atau yang lebih dikedahgan calon independent. Sehingga
mekanisme pencalonan KDH tidak hanya dicalonkah phrtai politik maupun gabungan partai
politik, tetapi juga dapat melalui jalur perseorang
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Berdasarkan data pada tabel. 1, dari sejumlah pkadh yang
berlangsung telah terjadi sengketa dan perselisalyjang diantaranya
diselasaikan melalui pengadilan Mahkamah Agungafgetnya disebut MA)
dan MK.

Tabel 2.
Jumlah Perselisihan Hasil Pemilukada yang telaidBigkan di MA dan MK

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kepala
daerah
Gubernur 1 4 4 6 _ _
Bupati 85 29 16 33 _ _
Walikota 13 3 6 11 a _
Jumlah 99 36 26 50 12 230

Sumber: Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPEBy Hubungan Antar
Lembaga, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Keeanzm
Dalam Negeri. dan MK.

Dalam pelaksanaan pemilukada selama ini, terdagzdrapa kendala
atau permasalahan, vyaitupertama permasalahan biaya, dana yang
dikeluarkan dalam penyelenggaran pemilukada, bailaprovins’, maupun
kabupaten dan kota membutuhkan dana yang sangair. bBementara
pembiayaannya sepenuhnya ditanggung oleh APBLOnhalerupakan beban
bagi daerah otonom yang memiliki sumber pendapatang minim.
Walaupun demokrasi tidak bisa diukur dari besarpigga yang dibutuhkan
untuk mewujudkannya, tetapi beban biaya tersebkupmgumenjadi beban
APBD terutama bagi daerah otonom yang miskin, ggjarseharusnya dana
tersebut dapat disalurkan kepada kebutuhan yamguaiuk meringankan

beban penderitaan rakyat.

%Sebagai salah salah satu contoh, menurut Dirjea ®&mendagri Djohersyah Djohan,
biaya untuk pemilihan gubernur di Jawa Timur memelana sebesar Rp.970 Milyard.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.



6

Kedua;politik uang (noney politi¢, adanya politik uang yang semakin
gencar di masyarakat, terutama pada saat yangkag¢adedengan pelaksanaan
pemilukada. Hal ini dilakukan oleh masing-masinglosa KDH untuk
memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari caonlip, dalam bentuk
tunai, barang, maupun iming-iming tertentu darionaKDH kepada calon
pemilih, yang merupakan salah satu penyebab biaggit(high cost)yang
harus ditanggung oleh calon KDH,sehingga akan berusaha melakukan
segala cara guna memperoleh dukungan dari pemilih.

Ketiga potensi konflik horisontal di masyarakat sangagidi, tidak
kurang beberapa daerah mengalami kerusuhan darhbrauakibat konflik
diantara para pendukung calon KDH yang tidak puadhatap hasil
pemilukada ataupun pelampiasan kekecewaan olehppadukung pasangan
yang kalah. Seakan-akan kerusuhan saat ini telapadiesalah satu modus
operandi dari peserta pemilukada untuk menekanmgesgan penyelenggara.
Bukan itu saja, pembakaran dan perusakan kantdokarstansi pemerintah
dan komisi pemilihan umum juga menjadi metode umhgtusak surat suara.
Modus seperti itu terjadi dalam pemilukada di M@dk, Tana Toraja,
Sumbawa Barat, Flores Timur, sampai Sibolga. Selain menjalar ke
Gorontalo, Samosir, Toli-toli, dan Gowa. Singkatngesuh pemilukada telah

menjalar hampir seperti penyakit menular di seantérsantara’?

“Menurut Arif Nur Alam, Direktur Eksekutifindonesia Budget Centemaraknya
korupsi di daerah berakar dari kekeliruan dalamypkmggaraan pemilukada. pemilukada
dijadikan ajang transaksional, biaya tinggi dalaempihan membuat calon KDH mencari
sumbangan dari sektor swasta. Biaya yang harusudikan dari kantong pribadi calon bupati
minimal Rp.5 Milyard, calon walikota minimal Rp. Idilyard, dan calon gubernur minimal
Rp.20 Milyard. Akibatnya setelah calon terpilih, nkiildat sibuk mengembalikan uang yang
dikeluarkan dalam dalam pemilihan, sekaligus mergdikan investasi yang diberikan oleh pihak
swasta sebelumnya. “Aceh Sampai Papua Tersandemap${, Penyimpangan APBD Paling
Banyak Menjerat Kepala Daerah,” Kompas, Senin,a&2wdri 2011.

12 Amiruddin al-Rahap  “Wabah Rusuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah”,
http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/08/02/wabsiih-dalam-pemilihan-kepala-daerah/
diunduh 31 Agustus 2010.
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Keempat peserta pemilukada mengalami masalah hukldan
pemanfaatan celah hukum di dalam pemilukada. Bangakn peserta
pemilukada yang yang memiliki masalah hukum denpearstatus sebagai
tersangka bahkan terdakwa dalam kasus korupsi, Ipeamdokumen, atau
tindak pidana lainny&! Sehingga ketika calon KDH tersebut terpilih maka
timbullah permasalahan hukum tersendiri, kondisib@erpengaruh terhadap
jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut,dmatiklam beberapa kasus
roda pemerintahan di daerah dapat terhenti karekaskngan kepemimpinan.
Selain itu dalam pelaksanaan peraturan perundadgnagan terkait dengan
pemilukada, masih terjadi celah-celah dan penyelpad hukum yang
dilakukan oleh calon-calon KDH, misalnya calon KB@&ng sudah terpilih
sebanyak dua kali mencalonkan dirinya di tempat kaiau mencalonkan
dirinya menjadi Wakil KDH'® adanya pemilukada yang diantara kandidat
yang satu memiliki hubungan keluarga, baik itu gréma, istri, anak, atau
tersangka/terdakwa yang harus tetap dilantik menkddH meski yang
bersangkutan mengalami permasalahan huléum.

*Beberapa tersangka korupsi yang menang dalam pgexd#u2010, diantaranya adalah
Agusrin M Najamudin (gubernur Bengkulu), Moch SaliBupati Rembang), H. Satono (Bupati
Lampung Timur), Jambro H Jalim (Bupati Bangka Zeiat M Saman Hudi Anwar (Walikota
Blitar), Kusen Andalas (WakilBupati Jember), Jedtar Rumajar (Walikota Tomohon), Theddy
Tengko (Bupati Kepulauan Aru), dan Yusak Yaluwo @Bt Boven Digul). Sumber: Litbang
Kompas.

“Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan baiada tahun 2010 sebanyak
17 gubernur dan 158 bupati/walikota terjerat dafentak pidana korupsi yang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). “Satu Tersangka Sétean, Separuh Lebih Provinsi Dipimpin
Kepala Daerah Bermasalah,” Kompas, Selasa, 18 d&fidl .

*Gubernur Sulawesi Tengah B Paliudju, yang menjaesiagai Gubernur Sulawesi
Tengah periode 1996-2000 dan 2006-2011, mendaftadiri sebagai calon Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah periode 2011-2016, setelah guggakepada Mahkamah Konstitusi yang
mengajukan uji materjydicial review) terkait dengan pembatasan masa jabatan kepaiahddie
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahamabadgitolak. “Gubernur Daftar Jadi Wakil
Gubernur,” Kompas, 20 Januari 2011.

®Hal ini misalnya saja terjadi pada Jefferson Rumajeeski berstatus sebagai terdakwa
dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinan@ij tetdak menghalanginya untuk dilantik
menjadi Walikota Tomohon. Pelantikan dilakukan olélubernur Sulut SH Sarundajang di
Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. “Terdakwa Dilkadadi Walikota, Ironis, Pemerintah Tetap
Lakukan Pelantikan,” Kompas, Sabtu, 8 Januari 2011.
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Kelimg minimnya kemampuan dan pengalaman KDH terpililama
birokrasi. Karena penentuan KDH berdasarkan swealmnyak, maka tidak
sedikit KDH yang terpilih tidak memiliki pengetahuadan pengalaman
menjalankan roda birokrasi dan pemerintahan. Hddenmplikasi pada tidak
efektifnya pemerintahan di daerah tersebut, dan ydlarya terjadi
penyimpangan-penyimpangan di dalam pengelolaan naatean. Hal ini
semakin diperkuat dengan adanya fenomena artis @t@ug yang hanya
bermodalkan ketenaran dan minim pengetahuan terpi@angerintahan dan
birokrasi mencalonkan diri menjadi KDH.

Keenam penyalahgunaan wewenang oleh KDH Dberkuasa
(incumbent)}’ Penyalahgunaan wewenang oleh calon KDH yang lama
(incumbent) yang akan mengikuti pemilihan KDH selanjutnyak Tarang
calon KDH yang sedang berkuasa menggunakan kewananmtuk
kepentingan pemenangan dirinya, berupa pengeraleg@awai yang ada
dibirokrasi, penyelewengan penggunaan dana APB®lakukan program-
program yang pada intinya untuk mengambil hati paeailih agar mau
memilih kembali KDH yang lama, dan beberapa mogesandi lainnya.

Sebagai akibat dari dipilihnya sistem pemilukadahopembentuk
undang-undang, maka peran anggota DPRD menjadndknkan di dalam
sistem rekruitmen pengisian jabatan KDH, padahjitisga anggota DPRD
merupakan perwujudan dari perwakilan rakyat di alaer sehingga
menimbulkan wacana KDH di pilih kembali oleh DPR&dapun topik yang
saat ini merebak dan hangat menjadi bahan perlgacamdalah adanya
wacana gubernur dipilih kembali oleh DPRD. Hal imbul karena dalam
konteks negara kesatuan, gubernur merupakan repmsselari pemerintah
pusat, selain itu dalam era desentralisasi saak@wenangan sudah dibagi
habis pada tingkat kabupaten atau kota, sehinggaakaan gubernur semakin
berkurang, disisi lain biaya pemilukada gubernungsdélah besar jika
dibandingkan pemilukada bupati/walikota. Untuk itmaka pemilihan

gubernur tidak perlu lagi melalui pemilukada, cukuplalui pemilihan oleh

"Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW, pada Ipkada 2010 terdapat 540 kasus
terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
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DPRD. Wacana tersebut menanggapi solusi minimng@aan pemilukada
pada tahun 2010 dan permasalahan yang selamamhultidalam proses
pelaksanaan pemilukad.

Hal lain yang terkait dengan aspek legalitas, yavakil gubernur,
wakil bupati, atau wakil walikota tidak dinyatakdndalam UUD NRI Tahun
1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), sehingga menkaatbuimplikasi hukum
mengenai bagaimana kedudukan wakil tersebut, daakaap mekanisme
rekruitmen pengisian jabatannya disamakan dengdoergur, bupati, atau
walikota dengan melakukan pola rekruitmen yang édab Berkaca dengan
kasus-kasus serta sengketa-sengketa dalam pelakasaemilukada, Mahfud
MD, ketua MK, mengatakan bahwa efektifitas pelaksan pemilukada
tersebut harus ditinjau ulang, karena efeknya lbimyak nilai kerugian dari
pada kebaikannya

Menjadi catatan yang memprihatinkan adalah adang&sagolongan
putih yang tiap tahun makin bertambah, hal ini nmgmkan sanksi masyarakat
kepada partai politik atas calon kandidatnya, y&dgk lahir dari proses
penyaringan yang terukur dan transpafamdaringan Pendidikan Pemilih
Untuk Rakyat (JPPR), melihat ada enam masalah yaegghinggapi
pelaksanaan pemilukada sehingga belum berjalarademgk, yaitypertama;
berhubungan dengan hak memilkedua; pencalonan dan penetapan calon
KDH, ketiga; akses informasi dan kampanykeeempat; kinerja KPUD,
kelima; kinerja panitia pengawas pemilukada dan aturan inugang tidak
tegas, serta yangeenam; adalah kedewasaan berpolitik dari para elite
politik.**

BAmiruddin al-Rahab op. cit.

% Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah”, _http://id.voiid/voi-dignitorial/5357-evaluasi-
pemilihan-kepala-daerah-pilkada.htdiunduh 30 September 2010.

% vyusuf Baginda, “Bongkar Pasang Sistem Pemilihan af@p Daerah”,
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&8&bngkar+Pasang+Sistem+Pemilihan+Kep
ala+Daerah&dn=20100323124148unduh 30 September 2010.

“pysat Studi Hukum & Kebijakan Indonesiap, cit.
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Dari beberapa permasalahan di atas, memacu patavam untuk
meneliti permasalahan diseputar pemilihan KDH dastabeberapa aspek,
seperti aspek teknis berupa mekanisme, tata caosequr, kelembagaan,
anggaran, pelaksanaan, dan aspek lainnya yangttdthadalam tesis ini,
penelitian lebih dititikberatkan kepada mekanisraegisian jabatan KDH dan
Wakil KDH yang paling cocok, demokratis, dan kotustional di dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (sgtayg disebut NKRI).
Hal ini pada akhirnya, diharapkan akan menjadi rkasudan memperkaya
bagi pengembangan ilmu yang terkait dengan hukuatdeegaraars{ate of
the ard.

Dari beberapa masalah yang terkait dengan pengjakzatan KDH
dan Wakil KDH melalui pemilihan langsung, perlu @ikapakah pengaturan
mengenai mekanisme rekruitmen KDH secara langsepers yang di atur di
dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2@@@&h sinkron
dengan pengaturan dan tujuan yang ada di dalam MIRD Tahun 1945
terutama Pasal 18 ayat (4), serta bagaimana metdaaitmen pengisian
jabatan KDH yang akan datang. Untuk itu penulisasist ini dilakukan
dengan mengkaji beberapa permasalahan di atasgamlgadul: “Analisis
Yuridis Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Da&ftalalui Pemilihan

Langsung Menurut Hukum Positif Indonesia.”

B. Rumusan Per masalahan

Dari latar permasalahan yang telah diuraikan terkdéngan
pelaksanaan pemilukada di atas, kiranya dapat muskan permasalahan
yang akan dikaji dalam tesis ini:

1. Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme pengialzatapn KDH
menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahuf&0

2. Apakah pengaturan mengenai mekanisme pengisiantajab&DH
sebagaimana diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004bNo. 12 Tahun
2008 telah sinkron dengan UUD NRI Tahun 1945 khogai$asal 18 ayat
(4) 7
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3. Bagaimana mekanisme rekruitmen dalam pengisiarigald®DH di masa
yang akan datang ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan tesis ini terbagilalam 2 hal, yaitu
tujuan teoritis dan praktis. Tujuan teoritis dalpemulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai mekanismeig@mgabatan
KDH menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tala008 ?

2. Untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan mengenakamsme
pengisian jabatan KDH sebagaimana diatur di daldinNé. 32 Tahun
2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 dengan UUD NRI Tahf45 khususnya
Pasal 18 ayat (4).

3. Untuk mengetahui mekanisme rekruitmen pengisiaat@bKDH di masa

yang akan datang.

Tujuan praktis dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembanganpkengetahuan
di bidang hukum tata negara, khususnya terhadamgsalahan yang
terkait dengan urgensi pemilihan KDH secara langsun

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihalgyaerkompeten di
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tgakejt dengan
pemilihan KDH.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait demgakanisme
pengisian jabatan KDH, maka yang menjadi ruang klipg dalam
pembahasan penulisan tesis ini hanya hal yang ibemkdengan prinsip-
prinsip dan mekanisme pemilihan KDH yang palingadégademokratis, dan
konstitusioanal di dalam kerangka NKRI, bukan padpek yang bersifat
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teknis seperti mekanisme, tata cara, prosedurpatakelembagaan di dalam

pemilihan KDH. Dengan demikian, lingkupnya dibateada:

1. Pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatanr{@ttiirut UU No.
32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008.

2. Pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan Eé&ldgaimana
diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. Tizhun 2008 telah
sinkron dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasalyat (4).

3. Mekanisme rekruitmen pengisian jabatan KDH di maseg akan datang.

E. Kerangka Konsepsional dan Teoritis
1. Desentralisas di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang
terdesentralisasi? yang penyelenggaraannya dimanifestasikan dalam dua
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintakrtama;pembentukan daerah
otonom (di negara laitocal govermerntbeserta susunan organisasinya.
Kedua; penyerahan wewenang dalam bidang-bidang (urusan)
pemerintahan kepada daerah otonom. Kedua kegiataebut dilakukan
oleh pemerintah dalam waktu yang terpisah danisssamaan’

Desentralisasi dapat berupa konsep yang statiamdafti merujuk
pada kondisi pemerintahan yang terdesentralisalsindasaat tertentu.
Dapat pula berupa konsep yang dinamik, dalam atujuk dalam proses
pembentukan korporasi lokal teritorial yang otonbarikut penyerahan
wewenangnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, lahaesentralisasi
selalu dalam perspektif pemerintahan, dan bahkadanmdgerspektif
organisasi negard. Desentralisasi berfungsi menciptakan keberagaman

kebijakan dan berlakunya norma hukum sesuai dengandisi

“Bhenyamin Hoesseinop. cit, hal 167.
Ibid., hal. 170.

#Dwi Andayani BudisetyowatiHukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKR), (Jakarta: Roda inti Media, 2009), hal. 32.
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masyarakatny&® Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomaltaer
yang diemban oleh daerah oton&.

Secara yuridis dikenal tiga pola daerah otonpertama;provinsi
yakni daerah otonom yang masyarakat dan wilayanmsigouti beberapa
kabupaten dan kotaKedua; kabupaten yakni daerah otonom yang
keseluruhan atau sebagian besar masyarakat dagakwilga bercorak
perdesaanKetiga; kota yakni daerah otonom yang keseluruhan atau
sebagian besar masyarakat dan wilayahnya berceraktparf.

Kabupaten dan kota semata-mata sebagai daerahnotgaog
masing-masing bercorak perdesaan dan perkotaaangieah provinsi
berstatus ganda. Disamping sebagai daerah otorforing juga berstatus
daerah (wilayah) administrasi dalam rangka dekdrs&n yaitu wilayah
kerja gubernur selaku wakil pemerintah. Konsukuegresi bupati dan
walikota hanya merupakan pemerintah daerah (otonosementara
gubernur mengemban peran ganda, sebagai pemedatzhh dan wakil
pemerintah pus&t.

Penyelenggaraan otonomi dilakukan oleh masyarakanhgy
bersangkutan melalui berbagai lembaga pemerintat@empat yang
terpisah dari lembaga pemerintahan pusat. Olem&aie secara konseptual
pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai pematesim dari, oleh, dan
untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu meldtimbaga-lembaga
pemerintahan setempat yang terpisah dari lembag#erpgahan pusat.
Berbagai lembaga pemerintahan setempat dipolakdmdarganisasi
daerah otonom yang diatur oleh undang-undang dingidoemerintahan

daeralf®

#lbid., hal. 34.

#Bhenyamin Hoesseip. cit, hal 138.
lbid., hal. 171.

*Hbid., hal 139.

Ibid.
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Sesuai dengan lingkup wewenang dari konsep otoraamrah,
struktur organisasi daerah otonom terdiri dtas kelompok lembaga
pemerintahanpertama; lembaga pemerintahan yang mengemban fungsi
pembentukan kebijakan (pengaturan). Lembaga petalesin dalam ketiga
pola daerah otonom tersebut masing-masing tert#s &ubernur dan
DPRD Provinsi, Bupati dan DPRD Kabupaten, sertaikb@ dan DPRD
Kota. Lembaga-lembaga tersebut diisi dengan funge®yang didasarkan
atas pemilihan dari kalangan partai politdedua;lembaga pemerintahan
yang mengemban fungsi pelaksanaan kebijakan (pessnuy Lembaga
pemerintahan tersebut terdiri atas sejumlah PeshanDkerah yang diisi
dengan fungsionaris atas dasar pengangkatan dangka PNS agar dapat
menjamin netralitas birokrasi sesuai dengan primsgritokrasi. Secara
konseptual, perangkat daerah tersebut adalah &siokiaerah yang diisi
dengan birokrat daerah.

Proses distribusi (pembagian) urusan pemerintahanurat asas
desentralisasi (khususnya) dengan produk hukunawab konstitusi dan
bersifat hirarkis dari atas oleh pemerintah kepiaizrah otonon': Dalam
negara kesatuan, desentralisasi berbagai urusaeripgaman kepada
daerah otonom tidak akan eksklusif bagi daerahastofi

2. Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pemerintah daerah terdiri dari KDH dan Wakil KDHDHK dibantu
oleh satu orang Wakil KDH. KDH provinsi disebut gubur dan wakilnya
disebut wakil gubernur. Sementara itu, KDH kabupdista disebut

bupati/walikota dan wakilnya disebut wakil bupatkil walikota.

Nbid.
3bid., hal. 173.

*bid., hal. 175.
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a. Gubernur

Kata gubernur berasal dari bahasa Belagdavernuur,dari
bahasa Perancis gouverneur, dan dalam bahasa singgebut
governor®® Jabatan gubernur adalah jabatan kepala pemedattah
yang biasa disebut provinsprovincd.3* Artinya, gubernur adalah
kepala “pemerintah” provinsi, bukan kepala “pemiian” provinsi.
Jabatan gubernur bukanlah kepala dari gabungatusigiubernur dan
DPRD propinsi.

Di beberapa negara, diadakan juga jabatan wakil
gubernur, yang di Amerika Serikat, Australia, dammnéda
disebut lieutenant governoryang kurang lebih sama artinya
denganvice governor® Adapun Indonesia menyebutnya dengan
wakil gubernur. Pengaturan mengenai hal ini tidaka dengan
pengaturan mengenai gubernur. UUD NRI Tahun 194%da

menyebut jabatan gubernur, bupati, dan walikota ¥aj

Jabatan gubernur adalah jabatan publik. Hal inashdkan
paling tidak pada 2 (dua) alasan utampertama; berkenaan dengan
kedudukannya, dakedua; berkenaan dengan fungsi yang diembannya.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesiardiadudukan
ganda atau rangkafdlual position)pada jabatan gubernur, yaitu:
pertama sebagaKDH, dankedua sebagai \akil pemerintah pusat
di daerah. Dalam kedudukannya sebagai KDH, gubernur

bertanggung jawab kepada DPRD yang merupakan espiess

%3Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rfsif
(Jakarta: PT. Bhuana llmu Populer, 2007), hal 440.

*bid.

*Ibid., hal 442.

% ihat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yanqiya¢akan: “Gubernur, Bupati

dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemédriltaerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
dipilih secara demokratis.”
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(kedaulatan) rakyat daerah, sedangkan sebagai pexkierintah pusat,
gubernur bertanggung jawab kepada Presiflen.

Sementara itu, perihal fungsi yang dijalankan guaber
adalah sebagai orang yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yaniqpokizn bersama
DPRD, yang dalam hal ini kedudukannya sebagai KDl¢h karena
itu, dalam kedudukannya sebagai KDH, gubernur dilarda
melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara petalean
daerah lebih terletak pada kewenangan provinsi yaegniliki
otonomi terbatas, yaitupertama; kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/ketd,a; kewenangan
yang tidak  atau belum dilaksanakan daéediupaten dan
daerah kota, sertletiga; kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu lainnya®

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat,
kewenangan gubernur bergantung kepada pelimpahavenaag
yang berasal dari ataupun yang diberikan oleh Hetakr Dengan
perkataan lain, kewenangan gubernur selaku wakilgsmtah pusat
tidak secara rinci, tetapi sangat bergantung kepkesediaan
pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangannypadie
gubernur. Dengan demikian, kedudukan dan peranergur yang
diharapkan akan menjadi penyeimbang dan penyeléaasara
kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan [Daera
Kabupaten/Kota) serta pemersatu barigsa.

Ada dua peran yang harus dimainkan oleh seorang ,KDH
pertama berperan sebagai kepala daerah otonom, yang
mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus rumah

tangganya sendiri. Kemudian yangdua KDH khususnya

¥ Gde Pantja AstawaProblematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesi@et. 1,
(Jakarta: PT. Alumni, 2009), hal. 215.

*bid., hal. 215-216.

*bid., hal. 216.
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untuk daerah provinsi (gubernur), berperan sebagakil
pemerintah pusat di daerah, bertugas dan memildivenang
untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan deapha
penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselernggam@eh
pemerintah daerah kabupaten dan daerah®dtaran gubernur,
dimana hakikatnya secara formal pemerintah provimngak
memiliki rakyat, karena sudah terdesentralisasi daenjadi
milik pemerintah kabupaten dan kota. Peran pensgriptovinsi
hanya bersifat sebagai fasilitasi dan pengawasdannga
pemerintahan sebagaimana kedudukannya selaku wakil
pemerintah pusat di daerah, untuk menjamin rassapan dan
kesatuan dalam wadah NKR&}.

Berdasarkan uraian tentang kedudukan dan fuggag
dijalankan oleh gubernur, baik sebagai KDH maupebagai kepala
wilayah administrasi yang sekaligus sebagai wakinBrintah Pusat
di daerah, dapat dikatakan bahwa jabatan gubeadaiah
jabatan publik Artinya, pada jabatan gubernur itu  melek&ingsi
publik, yaitu fungsi penyelenggaraan pentahan yang
dalam  pelaksanaannya diwujudkan dalam bentulaypekln
kepada publik (public services) dengan tujuan terwujudnya
kesejahteraan rakyat banyak, umum, atau rakyat lyaragla di daerah
yang bersangkutaf3.

“USiswanto Sunarnoap. cit, hal 128-129.
“bid.

“Ibid., hal. 2186.
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b. Bupati

KDH untuk kabupaten disebut bupati, dan wakilnyaedut
wakil bupati*® Bupati yaitu jabatan atau sebutan KDH kabupéten.
Daerah kabupaten sebagian terbesarnya adalah aandedeskipun
pusat kegiatan pemerintahan juga dipusatkan di &ebegai ibukota
kabupaten, tetapi sebagian terbesar penduduk &sdruginggal di

desa-desa.

c. Walikota

Walikota adalah kepala kota madya, kepala wilayaita k
administratif* Istilah walikota berasal dari dua kata, yaitu wagin
kota. Istilah ini biasa dipakai sejak dulu untuk nggambarkan
kedudukan yang utama bagi seorang yang percayaadiekgpala

pemerintahan kot#.

3. Demokras

Istilah demokrasi,merujuk pada sistem pemerintahan, bentuk negara
dan seterusnya. Kata demokrasi berasal dari dulahistialam bahasa
Yunani "demos" dan "cratein'Demosberarti rakyat darcratein berarti
pemerintahan, jadi demokrasi berarti pemerintahan dakyat, yaitu
dengan perantara wakil-wakilnya yang mereka pilicasa bebas, yang

kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, olekyat, dan untuk

“3Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok.op. cit, hal. 468.

“Ibid., hal. 226.
“SIbid., hal. 1555.

“®bid., hal. 478.
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rakyat!’ Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai setsmaih sistem
politik yang berupaya untuk menghantarkan keputksgrutasn politik
secara partisipatif oleh individu-individu yang mdepatkan kekuasaan
melalui persaingan yang adfa{rness competitiondalam memperebutkan
suara rakyat®

Demokrasi adalah sistem pemerintahan negara yarkpdailatan
rakyat. Artinya bahwa kedaulatan berada di tangdwyat, atau kehendak
rakyat merupakan faktor yang menentukan dalam rsigiemerintahan
negara.’® Jika merujuk pada sistem ketatanegaraan di Indanes
kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Mafeéemusyawaratan
Rakyat® Hal demikian disebutkan sebelum adanya amandentetarig-
Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan setelah amandetimyatakan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakan menurut
Undang-Undang Dasat.

Berdasarkan hal di atas, dapatlah dipahami bahwaintelogi
kerakyatan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi pa#&kdtnya mempunyai
maksud yang sama. Demikian pula dilaksanakan defgan mengurai
permasalahan melalui permusyawaratan (musyawakéingyawarah harus
dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Kalaupun tidaknomgkinkan harus
dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang benar-ben@mpunyai
kompetensi yang secara konkret terukur bahwa sasgoryang
bermusyawarah itu memperoleh mandat dari rakyatasarkan mekanisme
yang dirumuskan secara terbuka dan terdkemokrasi bisa dimaknai

sebagai akomodasi terhadap perbedaan pendapattabdsmrsekuensi

“’Samsul Wahidingp. cit, hal. 65.

“8Leo AgustinoPilkada dan Dinamika Politik Lokatet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), hal 8-9.

*9Samsul Wahidin,op. cit, hal 66.
*Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelempahan.
®lLihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelaupahan.

*2 Samsul Wahidin. op. cit, hal 68.
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mencari titik temu. Pada sisi lain demokrasi juganaknai dengan
perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan gassifedan tekanan.
Sifatnya anomali sehingga menjadikan friksi danfltotek kunjung usar?
Demokrasi dalam hubungannya dengan pemerintah lldigiak lain

dari sebuah sistem penyelenggaraan negara/perharintang berdasarkan
kehendak dan peran serta dari rakyat yang bernpemsla ketentraman,
kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat. Dengan idamiikyat menjadi
sentral dan sangat menentukan apapun yang dilalee{zagai refleksi dari
demokrasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kohsdisasi demokrasi
sebagai sistem pemerintahan yang Iidealismenya radpklaksanaan
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untidag’™

. Pemilihan KDH Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Pengangkatan kepala pemerintahan dan pejabat-pejalsaatu
negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adpdiangkat dengan cara
pemilihan(elected public officialsflan ada yang diangkat tanpa pemilihan
(non-electedpublic officials).Jabatan-jabatan yang diisi dengan cara
pemilihan pada umumnya adalah jabatan yang dikatego sebagai
jabatan politik, sedangkan yang diisi dengan pegkgtan merupakan

jabatan administratf

Jabatan yang diisi melalui pemilihan juga dapaeddkan dalam
berbagai kategori, yaitu pemilihan yang bersifaigkung oleh rakyat dan
yang tidak langsung oleh rakyat. Ada juga jabatamgy diisi melalui
pemilihan, tetapi bukan oleh rakyat, melainkan db@ldan-badan tertentu
yang menjadi konstituen dari jabatan yang dipilinsendiri. Pendek kata,
ada banyak kategori pejabat yang dikenal dalam tigrakJntuk
memudahkan memahaminya, digunakan istilah yangeberbeda untuk

5bid., hal 71.
*bid., hal 72-73.

*2Jimly Asshidigie Pokok-Pokok.op. cit, hal. 745.
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kedua jenis jabatan dan pejabatnya. Jabaaambt, functie, offige dan

pemegang jabatan atau pejabat i@miptsdrager, functionaires, officjal
dapat dibedakan dengan menggunakan istilah jabwsgara dan jabatan
negeri. Pemegang jabatan negara disebut pejabarajegedangkan
pemegang jabatan negeri disebut pejabat negerab&enegara adalah
orang yang menduduki atau memegang jabatan pulgilalaon pemilihan

yang bersifat politik atau melalui pengangkatartage jabatannya itu
sendiri bersifat politik. Adapun pejabat negeri ladapemegang jabatan

publik melalui pengangkatan yang bersifat admiatitr®

Jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati danlvakati,
serta walikota dan wakil walikota selaku kepala pantahan eksekutif
merupakan jabatan politik yang harus dibedakan jdbatan-jabatan yang
bersifat teknis administratif. Jabatan politik digengan prosedur politik
(political appointment),sedangkan jabatan administratif diisi menurut
prosedur teknis administrafif.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemilukada &itak erat
dengan pengisian jabatandalam susunan organisasi pemerintahan daerah.
Artinya bagaimana proses, mekanisme, dan tatacang dilakukan untuk
mengisi suatu jabatan(ambt) dengan pejabat(ambtdrager). Jadi,
pemilukada dalam perspektif Hukum Tata Negara mekyada 3 (tiga) hal,
yaitu, pertama ada jabatarfambt), kedua;ada cara (mekanisme) tertentu
untuk pengisian jabatan, ddretigg ada pejabatambtdrager). Dalam
konteks susunan organisasi pemerintahan daerabagslaaa diatur didalam
undang-undang di bidang pemerintahan daerah, uki@mtpertama; ada
jabatan, dalam hal ini KDHedua; ada cargengisian jabatan tersebut yang
dilakukan dengan pemilihan, d&etiga; ada pejabat, dalam hal ini gubernur
untuk daerah provinsi, dan bupati/walikota untulerdh kabupaten/kota.

Khusus tentang cara pengisian jabatan yang dilakudengan pemilihan

Y1bid.

*Ibid., hal 750.
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memunculkan pertanyaan, apa alasannya bahwa jaliBidnitu harus diisi
dengan cara pemilihan®?

Pada negara hukum yang demokrditak ada jabatan ataupun
pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawabnbpémndangan Belinfante,
tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatun&egan tanpa dapat
mempertanggungjawabkannya atau bahwa pelaksana@maegan itu tidak
dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol, karena d&antrol itu sendiri
terkandung asas pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban  itu  sendiri  dapat dibedakan raanta
pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawalduiin (bukan politik).
Tiap jabatan yang secara langsung dipertanggunbjemekepada publik dan
semestinya berada di bawah pengawasan langsungudldiki, pengisiannya
senantiasa memerlukan keikutsertaan ataupun pehgumkpublik.Sebaliknya,
jabatan-jabatan yang tidak memerlukan pertanggwafjan secara langsung
dan juga tidak memerlukan pengawasan serta kesdadéira langsung oleh
publik, dapat diisi tanpa partisipasi ataupun dgjam langsung dari
publik °° Atas dasar itu pengisian jabatan dapat dibed&kan:

a. pengisian jabatan dengan pemilit{alection)’,

b. pengisian jabatan dengan pengangkatan/penun{akaoint ment)dan

c. pengisian jabatan yang sekaligus mengandungggpgykatan dan
pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan
dukungan).

Dengan berdasarkan pada pendapat di atas, kareatarjaKDH
merupakan jabatan yang secara langsung dipertaggguatbkan kepada

publik ataupun berada di bawah pengawasan langsiarg publik,

*8 Gde Pantja Astawap. cit, hal. 221.
Mbid.
Ibid., hal. 221-222.

Ypid., hal. 222.
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sehingga pengisiannya pun senantiasa memerluk&atkertaan ataupun
pengukuhan publik?

5. Konsep Pemilukada

Sejak tahun 2005, pemilihan KDH dan Wakil KDH didbnesia
diselenggarakan melalui pemilihan secara langsamg kemudian disebut
“pemilukada”, sejak masuknya pemilihan KDH dan Wa&dDH ke dalam
rezim pemilu berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007. mafgemilukada
setiap calon didaftarkan pada panitia pemilihann dealon yang
memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilidatala calon yang
menang. Model pemilukada diilhami oleh gagasan pehan kekuasaan
secara umum bahwa terdapat dua lembaga politikaitgaitu eksekutif
dan legislatif memperoleh mandat yang penuh d&yatapemilih, selain
adanya lembaga yudikatif. Kondisi ini pada satu isisnunjukkan bahwa
KDH juga bertanggungjawab langsung kepada rakyatilfe selain DPR
yang juga dipilih langsung oleh rakyat.

Pemberlakuan sistem pemilihan langsung dalam mem#mimpin
politik didasarkan atas beberapa alasgertama; pemilihan dapat
menciptakan suatu suasana dimana masyarakat marepiaimarti dan
manfaat sebuah pemerintahkedua;pemilihan dapat memberikan suksesi
yang tertib dalam pemerintahan melalui transfer de@mgan yang damai
kepada pemimpin yang baru ketika tiba waktunya h@egnimpin lama
untuk melepaskan jabatannya, baik karena berhalatejap atau karena
berakhirnya periode kepemimpingh.

Pada konteks proses pemilukada, seorang bisa tissdhagali
pemimpin politik di daerah dan terbentuknya suakags politik harus

diperhatikan faktor-faktor penting yang melingkw@n Menurut Titus

®bid.

% SH SarundajangPemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Tinjauan usims
Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan Kkndan Tantangan (Jakarta: Sinar
Harapan, 2002), hal. 165-166.
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(1986) yang dikutip Riswandha Imawan menyatakahwaasecara umum
ada enam faktor penting untuk memilih seorang pegymmyaitu:
intellectual capacity, self-significance, vitalityfraining, experience,
reputation Keenam faktor ini menentukan persepsi seseorarttadap
masalah sosial yang dihadapi seperti kemampuark amtnumuskan secara
jelas buah pikiran yang bersifat abstrak, dan btadi emosional si
pemimpin®

Selain keenam faktor penting tersebut di atas,ridik@n tiga syarat
utama dalam upaya menjadi seorang pemimpin. Mer&egugiovanni dan
Corbally (1986) yang dikutip Riswandha Imawan meakan, terdapat tiga
syarat utama menjadi seorang pemimpin yaiopularity, acceptability,
dan capability. Ketiga syarat inilah yang harus diingat dan dgregoleh
para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pban langsung
KDH. % Popularity atau popularitas menunjuk kepada dikenal ataik tida
dikenalnya seorang calon oleh masyarakateptabilityatau akseptabilitas
menunjuk kepada penerimaan masyarakat terhadagnggecalon pemimpin
(tokoh politik). Terakhir capability atau kapabilitas menunjuk kepada
kemampuan intelektual tokoh politik yang menjadilona pemimpin
tersebuf’®

6. Dasar Hukum

Pemilukada adalah pemilu untuk memilih KDH dan W#&ODH
secara langsung dalam NKRI. Pemilukada merupakalah satu bentuk
ekspresi kedaulatan rakyat. Setiap pemerintahamy yaanganut sistem
demokrasi selalu didasari suatu ide bahwa wargaaraegeharusnya
dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kepotpséitik. Hak rakyat

®Riswandha Imawarilembedah Politik Orde BarfYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),
hal. 23.

®bid., hal. 30.

® Tim Politk Dalam Negeri P3DI Sekretariat JendraPRRI, Kajian Evaluasi
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepmerah 2010.
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untuk berpartisipasi secara langsung dalam prpseserintahan dalam
konteks ini pemilihan umum telah dijamin dalam UBIRI Tahun 1945.
Hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam prosemgistahan yang
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam Pas#&asal 27, Pasal
28C, Pasal 28D.

Hukum Internasional juga mengatur tentang jamirexhadap hak
rakyat dalam menentukan seleksi pemimpin darisgzasi dalam
pemerintahan. Hal ini antara lain ditemukan dalaniversal Declaration
of Human Rightsahun 1948 yang dalaarticle 21 menyatakan bahwa:

(1) Everyone has the right to take part in the govemmef his
country, directly or through freely chosen repras¢ines. (2).
Everyone has the right of equal access to publigiee in his country.
(3). The will of people shall be the basis of the arithoof
government; this will shall be expressed in pedodnd genuine
election which shall be by universal and equal regié and shall be
held by secret vote or by equivalent free votingcpdur.
Hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpin dan paass dalam
pemerintahan ditemukan dalainternational Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR)DalamArticle 25 menyatakan bahwa;

Every citizen shall have the right and the oppoitiyrwithout any of
the distinctions mentioned in article 2 and withawnreasonable
restrictions: 1). To take part in the conduct ofbpa affairs, directly
or through freely chosen representatives; 2). Tiewand to be elected
at genuine periodic elections which shall be byersal and equal
suffrage and shall be held by secret ballot, gusgamg the free
expression of the will of the electors; 3)To hawveess, on general
terms of equality, to public service in his country
Terkait dengan pemilukada, perangkat peraturannp@ngannya
terserak di beberapa peraturan perundang-undangaa Peraturan-
peraturan lain. Peraturan perundangan yang dimaacaich:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembentBaerah;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penet&esaturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tah@% 2éntang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 260thng

Pemerintahan Daerah;
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c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubkikdoa atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéntBaerabh;

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penygéeag
Pemilihan Umum;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangit®mPengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, dail \Kepala
Daerabh;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentangb®ean atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentangiliRam
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian KepalahD dan
Wakil Kepala Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentangbBhan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tpriemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian KepalahD dan
Wakil Kepala Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentengoBhan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tgremilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian KepalahD dan
Wakil Kepala Daerah.

Peraturan lain yang lebih oprasional terkait pakatla antara lain
adalah Keputusan KPU, Peraturan Menteri Dalam Nggea diatur dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Dalam kontekmijp&ada 2010,
Keputusan KPU yang menjadi acuan antara lain adeiputusan KPU
Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunaapda, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kdpataah dan Wakil
Kepala Daerah, sedangkan peraturan menteri dalageringang terkait
dengan pemilukada adalah Peraturan Menteri DalamgefeNomor 57
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan M&atiern Negeri Nomor
44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belaalifan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kdsapgmilukada 2010
telah dikeluarkan juga Surat Edaran Menteri Dalaegédi (SE Mendagri)
Nomor 903/4546/SJ.
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Mencermati pengaturan terkait pemilukada, terdgpabedaan yang
esensial antara pemilukada yang diatur di dalam N#J 32 Tahun 2004
dengan pemilukada yang diatur di dalam UU No. 2Buha2007. Di dalam
UU No. 32 Tahun 2004 dimuat di dalam Bab IV tent&enyelenggaraan
Pemerintahan Bagian Kedelapan, mulai Pasal 59 aatepgan Pasal 119.
Di dalam Bagian Kedelapan ini pemilihan langsung HKDnerupakan
konsekuensi dan bagian dari penyelenggaraan patatesin di daerah, dan
tidak masuk dalam rezim pemilu.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga diatur bahwa ipgada
dijalankan oleh KPUD, namun tanpa hubungan hierarklengan KPU.
Sementara itu KPUD bertanggungjawab kepada DPRBulR& pemilukada
diatur mengacu pada PP No. 6 Tahun 2005 yang aisgat ini sudah
mengalami tiga kali perubahan, dimana PP ini jugaupakan pedoman bagi
KPUD, selain itu, MA merupakan lembaga pemutus gketa hasil
pemilukada. Hal lain yang esensial adalah bahwaitiRa Pengawas
pemilukada dibentuk dan diberhentikan oleh DPRD.

Dengan keluarnya Putusan MK No. 5/PUU-V/2007, yamenjadi
dasar lahirnya tentang calon perseorangan. Penagatorengenai calon
perseorangan diakomodasi di dalam UU No. 12 TaR088 tentang
Perubahan Kedua atas UU No0.32 Tahun 2004 tentamgritéahan Daerah.
Undang-undang (selanjutnya disebut UU) menentulkasypratan dukungan
3%, 4%, 5% dan 6,5% berdasarkan cluster jumlah ymkrid Dukungan
tersebut tersebar di lebih dari 50% jumlah kabempéota (untuk
pemilukada provinsi) atau lebih dari 50% jumlahc&matan (untuk
pemilukada kabupaten/kota).

Sementara UU No. 22 Tahun 2007 merupakan kompiiasi
penyempurnaan yang komperhensif dalam satu UU ademh semua
pengaturan penyelenggara pemilu yakni dari perbRR, DPD, dan DPRD;
pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilDHKdan Wakil KDH.
Undang-undang ini menyebutkan atau memasukkan pkagih ke dalam
rezim pemilihan umum. UU No. 22 Tahun 2007 mentiedu bahwa KPU

merupakan penyelenggara pemilukada. Dengan peagatirUU No. 22
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Tahun 2007 ini diharapkan pemilukada dapat d#dakkan dengan baik,
professional, dan demokratis. UU ini secara sulsfamengamanatkan
pentingnya independensi KPU. UU ini juga merevisrkait lembaga
pengawas pemilu yang independen, yakni Badan PexsgBemilu di tingkat
pusat yang bersifat tetap serta pengawas pemilmw@sdu) Propinsi,
Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Peasga®emilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. UU2Rdlahun 2007 juga
mengamanatkan pembentukan Kode Etik dan Dewamndettan baik di
KPU maupun di Bawaslu untuk menjaga integritasn geofesionalitas
penyelenggara pemilu.

F. Metode Pendlitian

1. Tipe Pendlitian

Berdasarkan rumusan permasalah di atas, maka mgtoeétian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeeltian hukum

normatif®’

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan statute approach dan pendekatan analitis
(analytical approach Pendekatan perundang-undangan digunakan

karena dalam menganalisa permasalahan, yang akaefiti dadalah

’Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan, baiemelitian hukum normatif ialah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mermhan pustaka atau data sekunder belaka.
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian tddpaasas-asas hukum, penelitian terhadap
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf simisasi vertikal dan horizontal, perbandingan
hukum, dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto damM&mudji, Penelitian Hukum Normatif;
Suatu Tinjauan SingkafJakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 34-35, dan 41
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berbagai aturan hukum atau perundang-undanganittekag menjadi

sumber acuan dalam penelifién
3. JenisData

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkiata
sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunBata sekunder
merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan st@man. Data
sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukprimer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketigarbalukum tersebut
dalam penelitian ini mencakup buku-buku, dan besbagmber lainnya
seperti: artikel; majalah ilmiah; surat kabar; g$esidisertasi dan
data/sumber yang tidak diterbitkan; bahan-bahan id&rnet; peraturan
dasar dan peraturan perundang-undangan; dan bahan-teinnya yang
terkait dengan judul penelitian iffi.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yamgjika,
terdiri dari peraturan perundang-undangan yangaieriBahan hukum
sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitadeggan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganalisa sestaaimami bahan
hukum primer, antara lain risalah peraturan perogdandangan,
rancangan undang-undang, dan pendapat ahli hukaharBhukum tersier
merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk unapenjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sek{fhde

®valerine JLK, Metode Penelitian HukumiKumpulan Materi Kuliah, (Jakarta: Pasca
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20a4) 415.
L oc. cit.

“Ibid.
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4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikaecara
deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yangaadideskripsikan,
kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif mauggori-teori yang
ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan atahs yang ada.
Pelaksanaan metoda deskriptif ini tidak terbatas/daampai pada tahap
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melipatisssxdan interpretasi
tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagmia untuk menarik
kesimpulan dari data-data yang terkumpul diperganatetode analisis
kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasjkanenguraikan,
menjabarkan, dan menyusun secara sistematis legisisdengan tujuan

penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dalam sistemgtka terdiri dari 5
(lima) bab, sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
Bab ini berisi latar permasalahan, rumusan perialaga, tujuan
penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka kosisepl dan
teoritis, metode penulisan, dan sistematika peaulis

BAB Il Mekanisme Rekruitmen KDH

Dalam bab ini akan dibahas teori mengenai mekaniskreitmen

pengisian jabatan kepala eksekutif.

BAB Il Tinjauan Historis Mengenai Pengaturan Pemilihan KDH

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pemilihan K@i segi
historis, yang dibagi di dalam 4 (empat) perioderidtie 1945-
1959, Periode 1959-1966, Periode 1966-1998, daivd®=1998-
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sekarang. Periodesasi didasarkan pada konfigudsikp yang
membawa pengaruh pada produk hukum yang dihasitkaliam
hal ini adalah undang-undang yang mengatur mekanism

rekruitmen pengisian jabatan KDH.

BAB IV Pengaturan Mengenai Pengisian Jabatan KDH di UUD NRI

BABV

Tahun 1945 dan UU, Serta M ekanisme Rekruitmen Pengisian
Jabatan KDH di Masa Datang

Dalam bab ini akan di uraikan bagaimana pengatarangenai
pemilukada di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU l®.Tahun
2008, apakah telah sinkron dengan pengaturan ydagliadalam
UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), dan
bagaimanakah mekanisme rekruitmen pengisian jabébid di

masa datang.

Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB 11
MEKANISME REKRUITMEN
PENGISIAN JABATAN KEPALA EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal yang ad&jdmlah negara
maupun yang berlaku selama ini di Indonesia, textidiga varian mekanisme
dalam menentukan atau memilih kepala eksekutifigidetarian tersebut adalah,
pertama;KDH dipilih secara langsundsedua;dipilin secara tidak langsung oleh
sebuah dewan ataouncil,danketiga;ditunjuk oleh pemerintah pus&t.

Samuel Humes and Eileen Martin juga menyatakanapad beberapa
mekanisme rekruitmen pengisian jabatan kepala eki$e#ti dunia. Adapun
mekanisme yang telah dikenal dan sudah banyakkigkiean di beberapa negara
di dunia yaitupertama; the chief executive appointed by the ekgimverment or
other higher unitgkepala eksekutif diangkat oleh pemerintah putat anit yang
lebih tinggi),"? kedua; the chief executive elected by cour(kpala eksekutif
dipilih oleh dewan)’® ketiga; the chief executive elected by popular yeepala
eksekutif dipilih melalui pemilihan umumj} dan keempat; the chief executive
appointed by councikepala eksekutif diangkat oleh dewan)

Kecuali varian mekanisme dalam menentukan atau hkenkepala
eksekutif melalui pengangkatan oleh dewd#me (chief executive appointed by
council) ketiga varian di atas sudah pernah dijalankamasarkan ketentuan
yang diatur oleh UU dibidang pemerintahan daeramesgak berlakunya Undang-

"Fitriyah, “Sistem dan Proses Pilkada Secara Largjsumalisis CSIS, Vol. 34, No. 3,
2005.

"?Samuel Humes and Eileen Martiflhe Structure of Local Goverment, A Comparative
Survey of 81 CountriegThe Hogue: International Union Local Authorit4969), lihat hal 137-
140.
“Ibid., hal 140-142.
T4 i
Ibid., hal 144-146.

Ibid., hal 142-144.
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Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor &&um 1948, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor dl@um 1965, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22um 1999 sampai
dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2604.

A. The Chief Executive Appointed by The Central Goverment or Other Higher
Units (Kepala Eksekutif Diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Unit yang
Lebih Tinggi)

1. Umum

Peran kepala eksekutif lokal, dalam konteks iniatd#&DH sangat
dipengaruhi oleh bagaimana cara atau mekanismelipanmya, apakah
oleh pemerintah pusat, dewan, atau melalui pemilibenum. Pilihan
terhadap mekanisme ini, merupakan salah satu pendimgkat
keterwakilan pemerintah dan pertanggungjawaban l&epeksekutif
kepada rakyatnya. Melalui mekanisme pengangkatpal&esksekutif oleh
pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi, leraeleksi yang
dilakukan oleh unit lokal lebih sedikit’ Dewasa ini sudah banyak praktek
pemerintah pusat mengangkat kepala eksekutif, s&danpada tingkat
kota ada kecenderungan selama abad terakhir seepmakeksekutif
dipilih, sementara perubahan dari gubernur yangghiat menjadi dipilih
secara lokal terjadi lebih lambaf.

Banyak kepala eksekutif yang diangkat dari pusatupakan
pegawai pemerintah sipil pus&tDi banyak negara, kepala eksekutif
daerah diangkat oleh unit yang lebih tinggi danasuknerupakan pejabat
pemerintah pusat. Kepala eksekutif merupakan orgagg memiliki

pengalaman administratif atau politik yang cuk®ip.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakaaop.cit.
""Samuel Humes and Eileen Martiop. cit, hal 137.
"Ibid., hal 138.

“Ibid.

8bid., hal 138-139.
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2. Praktek di NegaraLain

Di negara-negara Skandinavia, gubernur provindaadaejabat dari
pemerintah pusat. Kepala eksekutif mungkin mengemjgota dari korps
elit pejabat pemerintah pusat, atau sering disekmips Perancis
Prefectoral. Kepala eksekutif provinsi dan kabupaten di Pesaacialah
anggota korps administrasi, dimana Menteri Dalangddeberada dalam
posisi tertinggi. Korps ini memiliki banyak rekareria di beberapa
negare’

Di beberapa negara Asia dan Afrika, yang sebelunmgeupakan
bagian dari Kerajaan Inggris, India dan Sudan misal seringkali
terdapat kepala eksekutif dari pusat yang diangRahulu praktik yang
sering terjadi adalah kepala eksekutif distrik raenjex-officio ketua
dewan kotapraja perkotaan. Susunan ini menempdt&pala eksekutif
dalam posisi yang kuat untuk mempengaruhi keputizgan kebijakan
pada pemerintahan lokal, terutama sejak staf Kisttiministrasi sering
juga melakukan tugas administratif di unit lokahr& pendukung sistem
ini terkoordinasi dengan kegiatan lokal dan unitblgaaten untuk
mengeliminasi duplikasi fungsi. Administrator yamdjangkat untuk
menjadi kepala pusat kota di Sudan dan India umampggawai
pemerintah pusat sipil yang ditugaskan (diperbaartykke perkotaan.
Pegawai pemerintah pusat yang menjadi kepala etiekemiliki hak-
hak istimewa sebagai pegawai negeri sipil dan g@abata, serta melayani
secara penuh waktu sebagai kepala eksekutif di petaiean lokal. Di
India para pejabat ini tidak pada saat yang samgaiat sebagai ketua
dewan.

Di Malaysia, kepala eksekutif dari pusat juga sebpgjabat KDH
dan ketua dewan lok&f. Di Spanyol, walikota dari sebuah kotamadya

dengan penduduk kurang dari 10.000 diangkat oldsemur provinsi,

8bid., hal 138.

#lbid.
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sementara walikota dari kota besar dengan pendiehik dari 10.000
jiwa diangkat langsung oleh Menteri Dalam Negeantpir selalu jabatan
walikota dan jabatan pemimpin partai lokal dipegangh orang yang
sama®

Di Swedia, pemerintahan lokalnya terdiri dari 2bgnsi, yang
masing-masing memiliki Badan Administrasi PropinsiBadan
Administrasi tersebut mewakili pemerintah pusatgptitigkat propinsi dan
dikepalai oleh Gubernur Negara yang diangkat oharintah pusat Di
Belanda, pertimbangan antara kemampuan adminiskaaspolitik tampak
dominan didalam penunjukan jabatan walikota. Pegkmtan dilakukan
melalui keputusan kerajaan, yang diberlakukan #&lahinet atau Menteri
Dalam Negeri dengan gubernur provinsi, yang biasangmainkan peran
inisiasi. Sebuah usaha dilakukan untuk menentukangoyang secara
administratif kompeten dan memiliki loyalitas pijt yang akan
memungkinkan untuk bekerja sebagai kepala eksekigiifgan mudah
bersama dewan lokal. Tidak seperti rekan-rekan mhngol, sebagian
besar walikota di Belanda tidak terlibat dalam fgolpartisan aktif saat
menjabat sebagai walikofa.

Di Negara Bagian Ontario Kanada, Letnan Guberniaingkat oleh
Gubernur Jendral melalui rekomendasi oleh Perdasatédri dan Kabinet
Pemerintahan Federal. Pengangkatan itu dilakukémdaeriode tidak
lebih dari 5 tahun, dan menerima gaji dari pemahintederal. Letnan
Gubernur tidak dapat dipecat sebelum 5 tahun, kegotuk alasan yang

harus dikomunikasikan kepada Senat dan BfPR.

*#bid., hal 139.

#patrick KeuleeersThe Role of The Governor and of The Provincial Austriation
Comparative ExperienceqUnited Nations Development Programme Bangkok BURugust
2002), page. 10.

8Samuel Humes and Eileen Martiap. cit, hal 139.

¥patrick Keuleeergp. cit page 29.
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3. Keebihan dan Kekurangan
a. Kelebihan

Kelebihan seorang kepala eksekutif kota yang dianglalam
hubungannya dengan dewan biasanya lebih luas. &egddekutif
tersebut memiliki masa jabatan yang cukup amargndarti dewan
tidak dapat menjatuhkan atau memberhentikan kegkisekutif
tersebut ditengah masa jabatannya. Sebagai seahdingada urusan
pemerintahan dan politik, kepala eksekutif memiliosisi yang
berwibawa dan unggul di antara para anggota de®@bagai kepala
eksekutif, biasanya memiliki hubungan yang dekatgde pejabat
pemerintah pusat, sehingga berada dalam posisi iyemguntungkan
untuk mengetahui apa yang akan disetujui oleh ta®ryang lebih
tinggi.’

Kepala eksekutif lokal yang diangkat memberikanekgsatan
kepada pemerintah pusat untuk mengendalikan sebamgida lokal,
terutama karena pengangkatan oleh unit yang lebidgit hampir
selalu disertai dengan hak untuk menghapus (walabpk preogratif
mungkin akan jarang digunakan). Kepala eksekutillcseringkal
merupakan pembela yang paling efektif untuk kepeai unit lokal,
karena lebih dipercaya dan mendapatkan perhatia@npéaerintah
pusat dibandingkan politisi lokal. Seorang kepadise&utif lokal yang
diangkat adalah saluran yang efektif bagi komunikastara
pemerintah pusat dan daef&tFigur yang diangkat menjadi kepala
eksekutif biasanya memiliki kemampuan dan keahldgindalam
pemerintahan dan birokrasi, sehingga dipercayaddaeri wewenang
untuk mengelola dan memimpin suatu daerah oleh petale pusat.

Kelebihan penting dari kepala eksekutif lokal yasigngkat
adalah stabilitas bagi unit pemerintahan di dadvidsa jabatan kepala

eksekutif lebih aman, sehingga menjamin kontinutkasgan program

8 oc cit.

®bid.
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dan kebijakan unit lokal. Kepala eksekutif tidakgentung pada
pasang surut politik lokal, sehingga mampu bertalinantara
perselisihan partai dan klik lokal. Sebagai ketesvah lokal, kepala
eksekutif dapat berperan peran penting dalam mesmgjiean
kerjasama berbagai kelompok dan membawa kompromig ya
diperlukan. Pertimbangan penting terutama padaraegzgara yang
memiliki potensi perpecahan sosial dan keagamaearadradisional
yang mempengaruhi lingkungan politit. Biaya yang dibutuhkan
untuk mengangat seorang seorang kepala eksekiatiif iebih kecil,
karena tidak harus melalui proses dan prosedur lipami yang
panjang dan rumit.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekaai
pengangkatan kepala eksekutif oleh pemerintah porsatpun unit
yang lebih tinggi adalah masa jabatannya lebih amalam arti tidak
dapat dijatuhkan atau diberhentikan oleh dewanl]digur kepala
eksekutif adalah orang yang ahli dibidang pemehniaxtadan birokrasi;
memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah tpashingga
dapat lebih mengetahui apa yang diinginkan olehguetah pusat;
dapat bertindak sebagai perantara yang efekiif kagiunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah; pemerintahan lokak tidrpengaruh
pada pasang surut politik lokal terutama terhadaerah yang
memiliki potensi konflik dan perpecahan sosial yéinggi; dan yang
terakhir biaya yang dibutuhkan untuk mengangkapake eksekutif
jauh lebih murah, karena tidak perlu melalui progasg panjang dan

rumit.
b. Kekurangan
Kekurangan dari kepala eksekutif daerah yang diaingkdalah

kepala eksekutif harus memiliki dukungan dari dewdan peka
terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat, baik @itesan secara

#bid., hal 140.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zaqiu Rahman, FH Ul, 2011.



38

pemilihan berkala atau terus-menerus melalui halvade untuk

memaksa berakhirnya masa jabatan kepala eksektiipssaat, seperti
walikota di Perancis atau manajer kota di AXepala eksekutif
terkadang tidak memiliki representasi yang kuatgdenrakyat di

daerahnya, selain itu kepala eksekutif akan lebilgéntung dan patuh
dengan pemerintah pusat, hal ini pada saat tertetdpat

berseberangan dengan kehendak maupun keinginanralgmt di

daerah yang dipimpinnya.

Dari uraian di atas, maka kelemahan dari mekanisemgisian
jabatan kepala eksekutif melalui pengangkatan pkrherintah pusat
atau unit yang lebih tinggi ini adalah terkadangdia eksekutif tidak
mendapatkan dukungan dari dewan lokal; kurang nidmiadar
legitimasi yang tinggi terhadap rakyat di daeramgyadipimpin,
sehingga tak jarang dapat berseberangan dengandahdari rakyat
yang dipimpinnya; dan terakhir kepala eksekutifgsdnbergantung
dengan pemerintah pusat.

B. The Chief Executive Elected by Council (Kepala Eksekutif Dipilih oleh
Dewan)

1. Umum

Di banyak negara, kepala eksekutif dipilih oleh deff merupakan
mekanisme yang paling sering digunakan untuk mbamiéilikota. Banyak
negara selama seratus tahun terakhir telah berdaehwalikota yang
diangkat oleh dewan, menjadi walikota yang diptdieh dewan, seperti

yang sekarang terjadi di sebagian besar Eropa lentgai’

bid.
UYbid., hal 137.

“bid., hal 140.
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2. Praktek di NegaraLain

Pemilihan kepala eksekutif oleh dewan lokal seriilgksanakan
sebagai pilihan politik partisan. Salah satu pilyakg mayoritas, akan
mendominasi kekuatan di dalam dewan lokal. Jikdaiat satu calon
kepala eksekutif mungkin masalah akan lebih sedeshjgka tidak maka
konstalasi politik lokal bisa menjadi masalah runili negara-negara
Eropa, mekanisme perwakilan proporsional digunattalam pemilihan
kepala eksekutif di kota sering menghalangi salatu gpihak untuk
menjadi salah satu calon kepala eksekutif. Bias@aytai-partai di dewan
lokal akan membentuk koalisi beberapa partai yagigdma-sama akan
memiliki mayoritas, dalam hal ini calon untuk kepatksekutif harus
ditentukan yang dapat diterima oleh semua kelonipok.

Organ-organ pemerintah pusat mungkin memiliki kgssiam untuk
meninjau pemilihan pejabat lokal. Di Perancis, imga kepala distrik
(sous-prefét harus diberitahukan dalam satu hari pemiliffabi Belgia,
walikota hanya dapat memasuki ruangan kantor paddé sienerima
pengangkatan dari kerajaan. Koalisi mayoritas athagian besar dewan
lokal menyampaikan daftar rekomendasi dan hampaiuserang pertama
dalam daftar diangkat. Dalam teori, walikota di @&l sebagai kepala
eksekutif adalah wakil dari pusat, namun dalam telakya kepala

eksekutif merupakan kepala yang dipilih oleh deWan.
3. Kelebihan dan Kekurangan

a. Kelebihan
Metode rekruitmen pengisian jabatan kepala eksekoélalui
pemilihan oleh dewan memiliki beberapa kelebihaituybiaya yang

dibutuhkan dalam pemilihan kepala eksekutif relkifin kecil; visi

%Ibid., hal 140-141.
*Ibid., hal 141.

*lbid.
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dan misinya akan lebih mudah diterima oleh dewamehka sejalan
dengan dewan; dukungan dewan kepada kepala eKskhiki kuat;
dan potensi konflik horisontal lebih kecil karenangia melibatkan

segelintir orang.

b. Kekurangan

Kepala eksekutif terpilih belum tentu merepreseakéas
keinginan masyarakat setempat, bahkan tak jarafedigerbedaan
antara kepentingan dan keinginan dewan dengan naksyaAdanya
ketergantungan kepala eksekutif dengan parpol mmauaoggota
dewan lokal yang memilihnya, hal ini membuat kepaksekutif
menjadi hutang budi dan tidak berdaulat penuh,nggjfa mudah
didikte oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Tentu jsigeem ini menjadi
ladang “pendapatan” baru bagi anggota dewan |é¥@htan terhadap
politik uang, dan transaksi politik yang melibatkaalon kepala
eksekutif dengan anggota dewan lokal.

Kelemahan dari kepala eksekutif yang dipilih dewadalah
kepala eksekutif sering tidak cukup memenuhi syati@i kemampuan
untuk dapat melaksanakan pekerjaannya menjalankafrdsi dan
pemerintahan. Masa jabatan kepala eksekutif cegdtigak stabil,
karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh dewarl.{0Kx beberapa
negara, misalnya Perancis dan Ceylon, kepala et&sglamg dipilih
oleh dewan lokal dapat dipaksa mengundurkan difialmesebuah
mosi tidak percaya. Dalam beberapa kasus, meskiatlikota tidak
akan mengundurkan diri setelah mosi tidak percédna, ini dapat
menyebabkan kebuntuan dalam proses pemerintah datatunit
lokal. Dalam beberapa kasus Gubernur Perapogd) membubarkan
dewan lokal dan menyerukan pemilu baru, daripadashanemilih

walikota bari?’

Ibid., hal 141.

"lbid.
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Dalam penentuan posisi kepala eksekutif, dewan ioleamniliki
peran yang menentukan untuk melakukan seleksi bap&eecatan,
dan memiliki kontrol atas eksekutif Penentuan kepala eksekutif
melalui pemilihan oleh dewan cendrung menimbulkaksibnalisme
dan cenderung mengurangi hubungan kerja yang msitigia
program yang efektif’® Peran faksionalisme dalam menentukan
pemilihan walikota juga berarti bahwa diidentifikes dengan satu
kelompok politik atau koalisi. Pandangan kepalaeki#if cenderung
didominasi dan terikat oleh pertimbangan politdeutama ketika masa
jabatannya tunduk untuk mempertahankan kepercayaamayoritas
dewan'®

Kelemahan kepala eksekutif yang dipilih oleh dewamitu,
terkadang kepala eksekutif terpilih belum tentu epegsentasikan
keinginan masyarakat; lebih tergantung kepada ipateu dewan
lokal; rentan terhadap politik uang; roda pemehatadapat berjalan
tidak stabil karena sewaktu-waktu dewan dapat neen@mtikan
kepala eksekutif; serta dewan dapat mengontrol drker) kepala
eksekultif.

C. The Chief Executive Elected by Popular Vote (Kepala Eksekutif Dipilih
Melalui Pemilihan Umum)
1. Umum
Pemilihan langsung KDH dianggap sebagai corong atam
demokrasi yang mengimplementasikadirect democracy, karena
melibatkan partisipasi rakyat. Pemilihan langsun®HK bukan milik
pemerintah, partai, DPRD, atau para kandidat $ejkikatnya milik dan
kepentingan masyarakat. Dalam demokrasi yang fpatis termasuk

dalam pemilihan langsung KDH, dibutuhkan peran flggsi masyarakat

BIbid., hal 141-142.
“bid., hal 142.

1%%bid

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zaqiu Rahman, FH Ul, 2011.



42

yang aktif untuk mengontrol kinerja KDH dalam peleyggaraan
pemerintahan daerah yang bd@ood local governancef’Di beberapa
negara, termasuk Amerika Serikat, sejumlah besdr lakal memilih
direktur eksekutif (walikota) secara langsung melpemilihan umunt®

Penerapan praktek pemilihan umum untuk kepala eki$dikal
atau untuk tingkatan yang lebih besar, disebabkenggruh ide-ide
‘pemisahan kekuasaan' seperti yang diungkapkan blehtesquieu.
Pemerintah Federal Amerika Serikat mungkin adalantah paling
terkenal dari organisasi politik yang dibentuk sesdengan ide-ide ini,
negara dan banyak struktur pemerintah daerah sdagat dipengaruhi
oleh model nasional. Selain itu pemerintah nasicaalu lokal, dan
beberapa negara lain, seperti Brasil dan Filipteh dimodelkan juga
mencontoh dari model Amerika Serikat.

Pemilihan kepala eksekutif secara langsung merupada yang
menarik, karena fenomena ini mengindikasikan selpnases politik yang
akan memperkuat demokratisasi di daerah-daeramddnkesia dan secara
de factojuga memiliki konsekuensi antara laffl! pertama;meningkatnya
kesadaran politik konstituenkedua; meningkatkan akses warga ikut
mempengaruhi keputusan pemerintah daerah teruteang perkaitan
dengan kepentingan wardeetiga; memotivasi media daerah, aktif terlibat
dalam seluruh tahapan pemilihakgempat;mendorong berkembangnya
semangat kemandirian parpol di daerkétima; akan mampu menekan
sikap dan perilaku DPRD yang sering menganggapydirsebagai satu-
satunya institusi pemegang mandat rakyat yang gpoaépresentatif, oleh
karena pilkada langsung berpotensi membatasi kaknadan wewenang

DPRD, keenam; manuver DPRD vyang tereduksiketujuh; akan

9% usnhu Goesniadhie $p. cit.

192Samuel Humes and Eileen Martiop.cit, hal 137.
"Sbid., hal 142-143.
1% hudzaifah Dimyati, “Pilkada Langsung : Sebuah BsoBenguatan Kesadaran Politik

Masyarakat?”, Makalah dalam “Workshop” bagi anggo®2RD Ngawi yang disampaikan pada
tanggal 22 s/d 23 Desember 2004.
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menghasilkan KDH yang lebih berkualitas, yang digkan sebagai
pemegang mandat rakyat; d&edelapan;pemerintah daerah menjadi
lebih stabil, produktif dan efektif.

Konstruksi pemilihan kepala eksekutif secara langsyuga
dimaksudkan untuk mengeliminasi berbagai dampak atifegdari
pemilihan KDH yang dilaksanakan oleh DPRD, khusasierkaitan
dengan aksepabilitas KDH yang selama ini kurang akéivaspirasi
masyarakat secara ug8.Unsur positif lain dari pemilihan KDH secara
langsung adalah semakin terciptansfaecks and balancegang ideal
antara DPRD dan KDH. Hal ini disebabkan karena KbB&h DPRD
mempunyai legitimasi politik yang seimbang karemana-sama dipilih
secara langsung oleh rakyat, sehingga pengaldegasiative heay yang
terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomoif &2in 1999
tidak terulang lagi.

2. Praktek di NegaraLain

Lebih dari 70% dari walikota AS dipilih melalui pdm seperti juga
hampir semua pemimpin di pemerintat&Pemilihan walikota melalui
pemilu juga dilakukan di Iran, Jepang, Filipina,n&da, dan beberapa
negara Amerika Latif®’ Dalam pemilihan umum kepala eksekutif lokal,
masing-masing calon yang terdaftar menang dengalafjusuara terbesar.
Kecuali pemilihan adalah non-partisan (seperti dnyak kota di AS)
setiap pihak sponsor calon, yang mungkin telahlidiggada pemilihan
primer atau pada pertemuan para pemimpin partaiurimya calon
independen memiliki kesempatan yang lebih kecilkimhenang di tempat
pemungutan suara, meskipun demikian, ada contahgserang tanpa

dukungan pihak terorganisir dapat memenangkan pemil Di beberapa

1%progo Nurdjaman, “Implementasi UU Nomor 32 TahurD2(an Implikasinya
terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan iRgluievestasi di Daerah,” Makalah dalam
seminar Nasional Program Pasca Sarjana UNDIP ysaggaikan pada tanggal 9 Maret 2005.
1% samuel Humes and Eileen Martiop. cit hal 142.

%bid.
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pemerintah lokal di AS, kepala eksekutifnya dipitielalui pemilu, dapat
pula diberhentikan dari jabatannya melalui penjika suara diminta oleh
petisi ditandatangani dalam persentase tertentilipdakal.**®
Di Jepang, gubernur, walikota, dan anggota majeksl dipilih

langsung oleh masyarakat melalui pemilihan secamgslung. Gubernur
dan walikota adalah seperti CEO, bertanggungjawawalp untuk
konsistensi keseluruhan pelayanan otoritas lokah dangsi dan
berwenang untuk mewakili otoritas lokal dari lugstem. Gubernur dan
walikota dapat dipecat melalui mosi tidak percaleh®/3 dari suara di
parlemen propinsi atau kot® Begitu pula di Thailand, gubernur yang
bertindak sebagai kepala eksekutif Kota MetropolitAdministrasi
Bangkok dipilih melalui pemilihan umum. Gubernurmpda diberhentikan

melalui referendum atau di pecat oleh Menteri DalNegeri'*°

3. Kelebihan dan Kekurangan
a. Kelebihan

Dalam arti positif, pemilihan kepala eksekutif meigpemilihan
secara langsung memberikan kesempatan kepada rdkyaderah
sebagai salah satu infrastruktur politik untuk mgmpemimpinnya
secara langsung melalui mekanisme pemungutan ddarani akan
mendorong terjadinya keseimbangan antara infrastrulpolitik
dengan suprastruktur politik, karena melalui pdmaii langsung
rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan demgemilih
pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahk&akipun
rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pengamlkeputusan
pemerintahan sehari-hari, namun dapat melakukantrddoratas
jalannya pemerintahan yang sudah mendapat manadgsuag dari

rakyat. Dengan demikian terjadi mekanisomeck and balancgang

"%bid,. hal 143.
1% atrick Keuleeergp. cit page 13-14.

9bid., page 18.
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mendorong dicapainya akuntabilitas publik dalam yp&nggaraan
pemerintahan daerdft:

Politik uang dapat diminimalisir, karena melibatkaeluruh
masyarakat. Kampanye dan pemilihan kepala eksekiatial
merupakan sarana yang sangat membantu meningkietf@mtingan
pemilih dalam isu-isu kota. Selain itu, tidak sepkepala eksekutif
yang diangkat atau dipilih oleh dewan, kepala elskkdipilih
melalui pemilu bertanggung jawab langsung kepadalilpuDewan
dan kepala eksekutif dipilih secara terpisah, sgfanorgan-organ ini
dapatcheck and balancsatu sama laift

Mengutip pendapat Laode Harjudin, menurutnya ditingari
perspektif demokrasi, sistem pemilihan secara lamgs lebih
menjanjikan dibandingkan dengan sistem perwakild@rena
berdasarkan sifat yang dikandung dan mekanisme yiegapkan
sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Pilkada lamgpafing tidak
memiliki 3 (tiga) implikasi penting*® pertama; dapat menghindari
kemungkinan manipulasi dan kecurangan seperti @kakbtoney
politics dalam proses pemilihan. Dengan keterlibatan rakigdam
jumlah besar, para kompetitor yang terbiasa mergjkad kekuatan
uang akan berpikir seratus kali untuk kembali mesieain kebiasaan
buruknya. Dengan demikian akan berlangsung kompgsisg fair
(fair play competitiop antar calon, sehingga pilihan rakyat benar-
benar muncul dari hati nurani berdasarkan kemamplaanintegritas
yang dimiliki sang calonKedua; pilkada langsung akan memberikan
legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilihrd@a mendapat
dukungan yang luas dari rakyat. Tanpa dukunganatakemerintah
akan sulit mengimplementasikan kebijakannya selmalimempunyai

kekuatan memaksadercior). Sebaliknya, dukungan yang diberikan

M. Ikhsan. op.cit.

125amuel Humes and Eileen Martiop.cit, hal 143.

113 a0de Harjudin, “Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rdkydalam Ari Pradhanawati,
Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokaét. 1, (Surakarta: KOMPIP, 2005), hal. 140.
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rakyat kepada sang pemimpin menuntut respon atpanitalik {eed

back dari pemimpin kepada rakyat yang telah memilihrpasatu

pihak, rakyat telah memberikan dukungannya, darami pihak,

pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan Kselaaan
tugasnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyé#etiga;

mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Mefallkada langsung
rakyat sebagai pemilik kedaulatan kembali menemkaistensinya.
Di sana (dalam sistem itu), secara alami, berkaftangan sistem
politik, tersedia mekanisme penjamin kedaulataryaakKDH yang

dipilih secara langsung memiliki ikatan psikologiang lebih dekat
dengan rakyat dibandingkan melalui sistem perwakil®engan
sendirinya, KDH bukan saja terikat atau loyal kepagpentingan
rakyat, tetapi juga dipaksa oleh mekanisme untukihanelindungi
kedaulatan rakyat.

Dalam sudut pandang hukum dan politik ketataneggreaubahan
mekanisme pemilihan KDH dan Wakil KDH dari sisteeryakilan ke
sistem pemilihan langsung merupakan kemajuan yamgilkan dalam
kehidupan berdemokrasi dan berkonstitusi. Sistemvglglan yang
selama ini dipraktiekkan saat pemilihan KDH telalgajanenjalankan
amanat konstitusi untuk terwujudnya kedaulatan abkialam praktek
ketatanegaraan. Sistem perwakilan dalam pemiliHaH Kegitu mudah
direkayasa, diintervensi, poltik uang, dagang Sawar menawar, dan
penyimpangan. Pemilihan KDH secara langsung akanghasilkan
figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas, tgitimate Dengan
pemilihan langsung akan mendekatkan pemerintah atengang
diperintah, dan akuntabilitas KDH benar-benar jeftepada rakyat*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa péamilikepala
eksekutif secara langsung memiliki beberapa ketehilyaitu rakyat
dapat turut serta menentukan pemerintahan dengem roamilih

pemimpinnya secara langsung; lebih mendorong akilités publik

114 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusionalet. 1,
(Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2009), hal. 78.
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dalam menjalankan roda pemerintahan; politik uargat lebih
diminimalisir karena melibatkan seluruh masyarakaemberikan
legitimasi yang kuat bagi kepala eksekutif terplidwrena mendapat
dukungan luas dari rakyat; mengembalikan kedaul&antangan
rakyat; sinkron dengan mekanisme rekruitmen pejabgara yg lain
seperti Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa; per&ommat
otonomi daerah; sebagai pembelajaran yang baik fakyiat untuk

berdemokrasi; serta kaderisasi kepemimpinan nasiona

b. Kekurangan

Biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar, kareharus
melakukan beberapa tahapan dan membutuhkan ketaribdari
berbagai pihak untuk melaksanakan pemilihan sedangsung.
Dalam arti negatif, pemilihan secara langsung sabdgmpatan
demokrasi yang merupakan pestanya rakyat daerattikdn sebagai
kebebasan rakyat untuk berbuat apa saja, termaselekukan
tindakan-tindakan anarki dalam pelaksanaan pemilihserta
mengambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan eemil kepala
eksekutif tersebut:

Setidaknya ada tiga permasalahan yang berpotemsimielkan
benturan-benturan kepentingan antar masa pendwalag KDH,'*®
pertama;lembaga demokrasi belum menjadi alat demokrasy Yk,
kedua; sifat partisipasi politik masyarakat masih tradisib dan
ketiga; aturan hukum pilkada langsung masih lemah. Selain i
tantangan lain yang harus diwaspadai pula addfdhpertama;
kemungkinan semakin menguatnya semangat kedaer&magka

tidak dipahami secara komprehensif dapat terjerushaleam fanatisme

13\, Ikhsan. op.cit.
1830ko J. Prihatmoko, “Pilkada Langsung, Solusi Kestert Demokrasi”. Editor.

" Fransiskus P. Heryoso, "Pilkada Langsung Sebuatefigari, Kompas.
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yang sempit yang hanya menghendaki putra daeragaepemegang
kekuasaan tanpa mempertimbangkan aspek kompetdositersebut.
Kedua; meruncingnya konflik antara DPRD dan KDH. DPRD dan
KDH memiliki legitimasi yang sama kuat karena dipiangsung oleh
rakyat. Sehingga KDH tidak dapat dijatuhkan DPR[Pesg sering
terjadi selama ini.

Di beberapa daerah tertentu yang kultur politikmasih sangat
paternalistik, sistem pemilihan langsung itu justpotensional
melahirkan tokoh pemimpin yang tidak seharusnyalikdipnenjadi
gubernur, bupati atau walikota. Sekali yang berkatamn terpilih,
tidak lagi mudah untuk menjatuhkannya, kecuali Raralasan hukum.
Dana yang dibutuhkan untuk memilih calon kepalaeskstif lebih
tinggi, karena harus melakukan pemungutan suarg yaglibatkan
orang yang banyak dan membutuhkan waktu yang ctiRup.

Di sisi lain, karena baik eksekutif dan dewan mémihandat
independen dari pemilih, ada persaingan hampiktlmiaa dihindari,
terutama jika mayoritas dewan tidak memiliki pargkam politik yang
sesuai dengan walikota. Alderfer menunjukkan bahwangsa
walikota dan dewan baik kekuasaan legislatif damiatstrative,
ketika tidak setuju politik atau pada isu-isu splesperselisihan yang
buruk mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan wargaderita.
Banyak walikota yang kuat telah melawan dengan dewang
kadang-kadang mewakili mesin partai. Kepemimpinangykuat atau
diplomasi dari suatu kelas tinggi selalu diperlukariuk kelancaran
operasi mesin pemerintah yang didirikan pada prirtdiecks and

balances®

18 Jimly Asshiddigie, “Pemilihan Kepala Daerah”,

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Pemilihan&ep@la%20Daerah.htmdiunduh Selasa, 31
Agustus 2010.

19 oc cit.
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Penekanan pada orang yang terpilih menggabungkas-tugas
kepala administrasi dengan kepala politik seringoulkti terlalu
banyak beban. Seperti kepala eksekutif cenderungyenah dengan
berat tugas administrasinya atau cenderung merngabai
Pengembangan eksekutif lokal dipilih cenderung kim@ningkatkan
respon politik lokal kepala eksekutif tetapi jugaenderung
menurunkan potensi keahlian administrasi yang samalenting
dalam pemerintahan lokal modern, dengan jangkaaag yuas dan
semakin teknis kompleksitas layanan dan sejumlaarbkaryawan,
banyak di antaranya adalah spesialis yang sangeampd.
Meningkatnya kebutuhan kepemimpinan administragbdregalaman,
telah menjadi faktor yang kuat dalam pengembangarsisip
kepemimpinan eksekutif yang diisi oleh janiji lokaélalui pemilu*°

Dari uraian di atas, kiranya kelemahan dari mekaais
pemilihan kepala eksekutif secara langsung adalatyabyang
dikeluarkan relatif lebih besar; potensi konflikrisontal lebih besar;
politik uang dpt melibatkan masyarakat luas; kegédsekutif terpilih
belum tentu memahami birokrasi karena terpilih hsadkan

popularitas; serta penyalahgunaan wewenang oleiminent.

D. The Chief Executive Appointed by Council (Kepala Eksekutif Diangkat
oleh Dewan)
1. Umum
Sebuah trend yang relatif baru di Amerika Serikatas beberapa
negara-negara lain, dewan lokal mengangkat kepedakatif. Biasanya
tidak dipilih di antara anggota dewan, dan telahmifiki pengalaman
sebelumnya, serta telah memiliki pengalaman dalkalatipan administrasi
pemerintahaft?* Contoh yang paling terkenal adalah manajer kotASi

dan banyak kota di Irlandia.

120 samuel Humes and Eileen Martiap. cit, hal 144.

2Yhid., hal 137-138.
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Perbedaan antara pengangkatan atau pemilihan @etandsulit
untuk didefinisikan secara tepat. Salah satu caenudah untuk
membedakan keduanya adalah calon yang terpilihmdakamilihan oleh
dewan adalah orang-orang yang diharapkan akanad@hi administrator
publik amatir atau politisi, sedangkan mekanismeagpagkatan calon
kepala eksekutif oleh dewan adalah calon yang @&mngdalah yang
diharapkan akan diisi oleh administrator publik ggrofesional. Dalam
pemilihan, pilihan umumnya terbatas pada oranggrgang menjadi
penduduk dari unit lokal tertentu, dalam pengarmkatilihan umumnya
terbatas pada orang-orang yang memiliki pelatindmimistrasi publik
atau pengalaman maupun keduanya, dan sering kepakkutif yang
diangkat dipilih dari luar unit lokal. Pertimbangaolitik memainkan
peran penting dalam pemilihan kepala eksekutifilterglan diperkirakan
akan terus afiliasi politik setelah pemilihan. Hamgelalu yang dipilih
berasal dari anggota dewan, dan tetap menjadi smggwan >

Di sisi lain, kepala eksekutif yang diangkat olebwdn adalah
anggota yang mempekerjakan staf yang bukan anggetan, dan hampir
selalu tidak diharapkan untuk terlibat dalam polf@aksi atau partisan.
Dalam prakteknya, manajer kota AS berulang kali gaéami banyak
tekanan untuk melaksanakan tugasnya dengan caganyanguntungkan
salah satu pihak. Profesional Jerman yang diandkatan kota untuk
kepala eksekutif umumnya dipilih berdasarkan kepgmman politik serta
kompetensi profesionalny¥® Posisi kepala eksekutif yang diangkat
dewan adalah professional. Terkait dengan perag Yyanus dijalankan
oleh seorang kepala eksekutif, sangat tergantundNegghra dan dari unit
lokal yang dikepalai. Kehadiran, derajat, kewenangatua dewan juga
mempengaruhi hubungan antara eksekutif profesigmalg diangkat

dengan dewan dan mempengaruhi dalam pelaksanassnay*

122hid., hal 144.
12bid.

129bid., hal 145.
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Di kota-kota dengan ketua dewan dan petugas kejghtanistratif
terpisah, seperti di kota-kota dewan manajer ARu&tan relatif masing-
masing mungkin berbeda. Di Amerika Serikat kantetuk dewan di kota-
kota dewan manager mungkin tidak memiliki kewenangang cukup,
sedangkan dinegara lainnya, peran kepala eksedlig#gi oleh ketua
dewan dan petugas administrasi kepala (misalnyayadiardi kota
Norwegia lebih padat, dan banyak kota Jerman laiyt{y

. Praktek di NegaraLain

Dalam eksekutif perkotaan dan banyak dari kota geme di
Finlandia, kepala (atau manajer) adalah karyawaofepional yang
diangkat, menjabat sebagai ketua dewan kota daal&kegiaf. Ketua
Dewan adalah kepala upacara kotamadya, sedangkaisi gaepala
eksekutif/lketua dewan merupakan salah satu pemiggng kuat. Kepala
eksekutif memiliki wewenang yang tidak terbatakaJdewan ingin
memecat untuk alasan lain selain ketidakmampudh distuk pekerjaan,
keputusan harus didasarkan pada mayoritas tigampate dan harus
disampaikan  kepada pemerintah provinsi untuk meatitap
persetujuan®

Di Jerman, beberapa pejabat eksekutif juga pejabaftesional.
Masa jabatannya sekitar enam tahun, dua belas taltam untuk waktu
yang tidak terbatas. Dalam dua kasus pertama petkg@ala eksekutif
biasanya dipilih untuk persyaratan tambaHahDi banyak kota di
Amerika Serikat dengan membentuk dewan manajer petale, manajer
adalah pejabat profesional yang diangkat dan melagawan. Kepala
eksekutif dapat berbicara dengan bebas pada peatedawan dan berada
dalam posisi kepemimpinan yang fokus untuk meladdsam kebijakan,

meskipun bukan ketua. Ketua Dewan, juga menjabbagse kepala

129bid., hal 146.
129bid., hal 145.

29bid., hal 145-146.
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seremonial. Dalam prakteknya, di banyak kota sebalgesar proposal
untuk dewan disajikan oleh manajer, dan mungkinjatmimanajer yang
memimpin diskusi pada sesi informal. Manajer kat®A8 berada dalam
posisi yang kuat untuk menjadi sumber, kepala itamygerumus, dan
rekomendasi usulan kebijakan. Manajer kota AS geberada dalam
posisi yang diharapkan tidak hanya untuk menjelaskdan

mempertahankan proposal di dewan juga di masyarakapa keyakinan,
manager tidak hanya usulannya dapat tidak diterigtapi mungkin juga
dapat dipecat. Dalam hal ini posisi kepala ekséladia profesional di
Jerman dan Irlandia jauh lebih kuat, baik karenaasen lama masa

jabatan dan karena tradfsf.

3. Kelebihan dan Kekurangan

a. Kelebihan

Orang yang menjadi kepala eksekutif adalah seqoaofgsional,
atau orang yang ahli di dalam organisasi dan penagran. Sehingga
diharapkan mampu menjalankan roda pemerintaharadem@fesinal,
efektif, dan efisien.

Mekanisme pengangkatan melalui memilih kepala eakfek
lokal memungkinkan untuk pengembangan profesi sebégpala
eksekutif, yang dimiliki seorang yang terlatih ddapat memiliki
karier. Setelah pelatihan khusus, seorang caloal&egksekutif dapat
memulai kariernya sebagai asisten kepala ekseknghjadi seorang
kepala eksekutif sebuah kota kecil dan kemudian jaderkepala
eksekutif unit lokal lebih padat. Keuntungan laiangdalah kepala
eksekutif yang diangkat memiliki memiliki masa j&a yang lebih
panjang dibandingkan kepala eksekutif yang diangkatlalui

mekanisme yang berbelf3.

128hid., hal 146.

129bid., hal 144.
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b. Kekurangan

Masa jabatannya sangat tergantung dengan konstatdas
kondisi perpolitikan di kalangan dewan. Kapan sajawan
menghendaki pemberhentian atas dirinya, maka hal dmpat
dilakukan. Senantiasa harus bekerja profesionat, ttak mudah
terpengaruh dengan kondisi politik di dewan.

Sebagai implikasi karena masa jabatannya sangantalidan
oleh dewan, maka lebih gampang dikendalikan oletepen, serta
memiliki kadar representasi yang lebih rendah diipagkan dengan

kepala eksekutif yang dipilih melalui pemilihan umu
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BAB 111
SEJARAH PENGATURAN MEKANISME REKRUITMEN
PENGISIAN JABATAN KDH
DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah parga mekanisme
rekruitmen pengisian jabatan KDH yang pernah barlaiti Indonesia.
Pembahasan dalam bab ini dilakukan berdasarkandegsasi pengaturan yang
berkaitan mekanisme rekruitmen pengisian jabatai K¥ang dibagi di dalam 4
(empat) periode, yaitu periode 1945-1959, perio88911966, periode 1966-
1998, dan periode 1998-2010. Periodeisasi didasapkala konfigurasi politik
yang terjadi pada saat itu, yang membawa pengaada produk hukum yang
dihasilkan, dalam hal ini adalah UU yang mengatutang pemerintahan daerah,
yang salah satu substansinya mengatur mengenai niselea rekruitmen

pengisian jabatan KDH.

A. Periode 1945-1959

1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang
Komite Nasional Indonesia Daerah

Produk hukum pada awal masa kemerdekaan ini labul@n 6 hari
setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya padpah 23 November
1945. Setelah usaha pembentukan lembaga-lembagaranedan
meletakkkan kekuasaan dengan fungsi masing-masiregjaldn
sebagaimana mestinya, pemerintah Rl yang barulé&ergeberapa bulan
berusaha memikirkan agar implementasi pemerintadi@mat berjalan
sampai keseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah kKému berusaha

menyusun aturan yang bisa menjadi landasan hukuwuang(ysifatnya
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sementara) sebagai landasan pemerintahan di dagérémpat) bulan
kemudian pemerintah menerbitkan aturan hukum yamtama, yaitu UU
Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Ind@neBaerah
(selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1945).

Komite Nasional Daerah diadakan di Jawa dan Madangsidenan,
kota berotonomi, kabupaten, dan daerah lain-laimgydanggap perlu oleh
Menteri Dalam Negeri, kecuali di Daerah Surakarém dogjakarta®
Komite Nasional Daerah ini kemudian menjadi BadanMakilan Rakyat
Daerah, yang bersama-sdifa dengan dan dipimpin oleh KDH
menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daeratinKomite
Nasional Daerah selanjutnya memilih beberapa orgagg sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang sebagai Badan Eksekuamgybersama-sama
dengan®® dan dipimpin oleh KDH menjalankan pemerintaharasetmari
di daerah.

5 (lima) orang anggota Badan Eksekutif tersebuilidioleh Komite
Nasional Daerah diantara anggota-anggotanya. Jdidi&®) orang anggota
Badan Eksekutif tersebut merupakan anggota pulaBdaian Perwakilan
Rakyat (Komite Nasional Daerai'?)“. Dalam Badan Eksekutif, KDH
merupakan ketua yang menjadi anggota pula, selyalilseperti dalam
Badan Legislatif, KDH hanya menjadi ketua sajsSifatnya KDH ini ada

¥9ndonesia, Undang-Undang Peraturan Mengenai Kedudukan Komitasidhal

Daerah UU No. 1 Tahun 1945, lihat Pasal 1. Lihat jugaibn penjelasan pasal-pasal.

*bid., berdasarkan penjelasan Pasal 2, perkataan tharsama” disini harus diartikan

bahwa KDH yang memimpin Badan Perwakilan Rakyatidak mempunyai suara dalam Badan
Perwakilan Rakyat itu, jadi bukalid tevens voorzittérmelainkan ketua saja.

133bid., lihat Pasal 2.

3bid., berdasarkan penjelasan Pasal 3, bahwa dalarmBagekutif, KDH merupakan

ketua yang menjadi anggota pula, sebaliknya seyeng telah dijelaskan, dalam Badan Legislatif,
KDH hanya menjadi ketua saja. Oleh karena dengatueKéni jumlahnya anggota Badan
Eksekutif dapat menjadi 6, angka yang gereyeii-getgl maka sukar sekali jika addaking van
stemmerfyang mufakat sama dengan yang tidak mufakataregtentang hal ini belum teratur.

¥*4bid., lihat Penjelasan Pasal 3.

*Abid.
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dua, yaitu: sebagai wakil pemerintah dan sebagaek@emimpin badan-
badan-*°

Adapun jabatan Wakil KDH di dalam UU ini tidak diatsecara
tegas. Pasal 4 menyatakan Ketua Komite Nasionalabagang lama
harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan. Kemudiandalam
penjelasannya dinyatakan bahwa jika KDH berhalangaaka Wakil
Ketua Badan, menggantikan posisi KBH.

Dari uraian di atas, maka mekanisme rekruitmen ig&ryjabatan
KDH yang di atur di dalam UU No. 1 Tahun 1945 abalaelalui
pemilihan oleh Komite Nasional Daerah (Badan PeitankRakyat),'*®
dimana komite ini memilih 5 (lima) orang diantaraggotanya untuk
duduk di Badan Eksekutif, yang salah satunya meniddH yang
bertindak sebagai ketua sekaligus anggota. Sedangteius KDH di
dalam badan legislatif (Komite Nasional Daerah)yiaasebagai ketua,
tetapi tidak memiliki hak suara. Sementara WakilHKerasal dari ketua
Komite Nasional Daerah yang lama, yang secara dismeenjadi wakil
ketua Komite Nasional Daerah pada saat KDH terpilialam hal KDH
berhalangan, maka Wakil Ketua Komite Nasional Diaereenggantikan
posisi KDH.

. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang
Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan yangakisem
kondusif, ditandai semakin tertatanya pelaksanaamepintahan secara
menyeluruh, termasuk dasar hukum pelaksanaan peatean di daerah.
Setelah UU No. 1 Tahun 1945 berlaku positif seKdaahun, kemudian
pemerintah menyempurnakannya dengan menerbitkaraignadndang
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang PokokeHRetahan
Daerah (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 1948).No. 22 Tahun

¥9bid.
¥bid., lihat Penjelasan Pasal 4.

38bid., lihat Pasal 3.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zaqiu Rahman, FH Ul, 2011.



57

1948 merupakan pengganti UU No. 1 Tahun 1945, katéd tersebut
dibuat amat sederhana, sekedar untuk dapat meragagmmerintahan
daerah yang masih dalam suasana revolusi yang.fébat

UU No. 22 Tahun 1948 lahir setelah sistem pemangnh yang
dianut pada saat itu sudah berubah, dari sisteneqatahan presidensil
ke sistem pemerintahan parlementer, dengan sakasidahwa menteri-
menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presidetapi kepada
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Perkembarkgtatanegaraan
(sistem pemerintahan) di tingkat pemerintah pusaebut mempengaruhi
penyelenggaran pemerintahan di daerah, yang sedakalangsung harus
memperbaharui landasan hukum pelaksanaan pemenintatii daerah
sebagai dasar pelaksanaafiifa.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1948, pembagian daeratuideéi dalam
Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahfNaaerah Negara Republik
Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: pirsi, Kabupaten
(Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dg&bagainya, yang
berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya séndimi berarti
bahwa terdapat tiga tingkatan yang ada di wilaydhp&a saat itu,
masing-masing tingkatan tersebut berhak mengaturnagangurus rumah
tangganya sendiri.

Pemerintah juga mengakui adanya daerah istimewg Yyemhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendirinhdiatur di dalam
Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:

“Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usuh dhzaman
sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintaleadirs yang
bersifat Istimewa dengan Undang-undang pembentukamaksud
dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerahmistva yang
setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa,gyderhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

¥IndonesialUndang-Undang Penetapan Aturan-Aturan Pokok MeagBemerintahan
Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengaturnddengurus Rumah Tangganya Sendiri
UU No. 22 Tahun 1948, Lihat Alinea ke 2 Penjelaldamum.

%Agussalim Andi GadjongPemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukuwet. 1,
(Bogor: PT. Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), ba#.
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Di dalam UU No. 22 Tahun 1948, pemerintah daeratiirtedari
DPRD dan Dewan Pemerintah Daer&t,dimana KDH menjabat Ketua
dan anggota Dewan Pemerintah DaéfahAdapun hal yang terkait
dengan mekanisme pengisian jabatan KDH di dalam ilUmasing—
masing tingkatan diterapkan dengan cara yang barbéatuk tingkatan
propinsi, makanisme pengisian jabatan KDH diatwladam Pasal 18 ayat
(1) yang menyatakariKepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden
dari sedikitnya-sedikithya dua atau sebanyak-banyakempat orang
calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyaeidh Propinsi.”

Kemudian KDH Kabupaten (kota besar), diatur di del@asal 18
ayat (2), yang menyatakanKépala Daerah Kabupaten (kota besar)
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-ggthya dua dan
sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukbeihh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil3édangkan terhadap KDH
desa (kota kecil), Pasal 18 ayat (3) menyatakidepala Daerah Desa
(kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Propinaridsedikit-sedikitnya
dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yaagkdn oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).”

Dalam pelaksanaanya, melalui ketentuan di babiparalyang ada
di dalam Pasal 46 ayat (4), untuk sementara wakhggngkatan KDH
dijalankan menyimpang dari ketentuan dalam PasayB® (1), ayat (2)
dan ayat (3). Di dalam UU ini juga tidak ditegaskeeberadaan Wakil
KDH. Untuk mewakili KDH jika berhalangan oleh Dewdemerintah

Daerah ditunjuk seorang diantara anggotdfiya.

“lUndang-Undang Penetapan Aturan-Aturan Pokok MeagBemerintahan Sendiri di
Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurum&h Tangganya Sendiri, op..citihat
Pasal 2 ayat (1).

3bid., Pasal 2 ayat (3).
“Ipid., Pasal 19.
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KDH di dalam pemerintahan daerah memiliki kewajibsgbagai
pengawas pekerjaan DPRD di Dewan Pemerintah Ddérdéin sebagai
ketua dan anggota Dewan Pemerintah Da¥rabadi jelasnya KDH
sebagai pengawas adalah wakil Pemerintah, danaedfetga dan anggota
Dewan Pemerintah Daerah adalah (organ) Pemerinseinab*® Terkait
dengan pemberhentian KDH, Pasal 18 ayat (4) mekgmatdKepala
Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atasul Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun melakeinkean yang
ada di dalam Pasal 46 ayat (4), untuk sementaréuvpaigangkatan KDH
dijalankan menyimpang dari ketentuan dalam PasayB® (1), ayat (2)
dan ayat (3), dapat disimpulkan bahwa mekanismgigi@an jabatan KDH
di dalam UU No. 22 Tahun 1948 dilakukan berbedandsing-masing
tingkatan, yaitu:

a. untuk tingkat propinsi: KDH diangkat oleh Presid#ari sedikitnya 2
(dua) atau sebanyaknya 4 (empat) orang calon yajgkdn oleh
DPRD Propinsi;

b. untuk tingkatan kabupaten (kota besar): KDH diahgkeh Menteri
Dalam Negeri dari sedikitnya 2 (dua) dan sebanyak#y(empat)
orang calon yang diajukan oleh DPRD Desa (kotal ketz@n

c. untuk tingkatan desa (kota kecil): KDH diangkathokeDH Propinsi
dari sedikitnya 2 (dua) dan sebanyaknya 4 (empatgcalon yang
diajukan oleh DPRD Desa (kokacil).”

Terkait dengan kedudukan Wakil KDH, dalam UU No. B2hun
1948 tidak dinyatakan secara tegas keberadaanmysaatsaja dalam hal
KDH berhalangan, maka kedudukannya dapat digantigh salah
seorang yang ditunjuk di dalam Dewan Pemerintalrdbae

“Ybid., lihat Pasal 36.
“Ibid., lihat Pasal 2 ayat (3).

9bid., lihat Penjelasan Umum nomor 21.
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3. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok4Poko
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.ufat®57) lahir
setelah pelaksanaan pemilu yang dinilai benar-belgmokratis, dan
berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementdran TA950
(selanjutnya disebut UUD S Tahun 2950). UU No. Tath@57 menganut
asas otonomi yang seluas-luasnya, yang merupakplkasi dari asas
demokrasi yang disebut “ultra demokratis” di baw#iD S 1945. KDH
sepenuhnya sebagai alat Daerah Otonom semata-naata bdkan
merupakan alat pusat di daeréh.

Implementasi demokrasi semakin bersinar dengan yatag
pemilihan secara langsung bagi KDH dan DPRD. Halmenunjukkan
bahwa penguatan kedaulatan rakyat mendapat terapat lpyak dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah. Akan tetapi maksuaiak pernah
terwujud karena UU yang mengatur tentang pemilisacara langsung
tidak pernah terbentuk (diterbitkan), dan dalamk@ebangannya telah
terjadi distorsi pemikiran dan kebijaksanaan mengepelaksanaan
pemerintahan daeraf®

Di dalam UU No. 1 Tahun 1957, telah ada wacana kuntu
mengadakan pemilihan KDH secara langsung, tetapnlkapertimbangan
kondisi politik, sosial, dan budaya, maka oleh pemibk UU wacana
pemilihan KDH secara langsung untuk sementara déusampai dengan
waktu yang memungkinkan. Ketentuan ini dapat dimegr di dalam
Memori Penjelasan Mengenai Usul UU No. 1 Tahun li@sfang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah, Ad. 3, yang menyatakan:

"Pada pokoknya seorang kepala daerah itu haruslabrang yang
dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat Daerah gyan
bersangkutan itu, dan karena itu kepala daerah Bk seorang
yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut daserahi
kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Berhubungaleitu, maka
jalan satu-satunya untuk memenuhi maksud terseflah ibahwa

14’'Samsul Wahidingp. cit.,hal 93.

18agussalim Andi Gadjongyp cit, hal. 148.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zaqiu Rahman, FH Ul, 2011.



61

kepala daerah itu haruslah dipilih langsung oletkyat dari Daerah
yang bersangkutan. Dasar pikiran ini tercantum dhaldasal 23
ayat (1) yang selanjutnya dalam ayat (2) ditentukehwa cara
pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah gitetadengan
Undang-undang. Akan tetapi meskipun pada azasnymasg

kepala daerah itu harus dipilih secara demikianpma sementara
waktu dipandang perlu memperhatikan pula keadaangyayata

dan perkembangan masyarakat dewasa ini didaerahadiae
kenyataan mana kiranya belum sampai kepada suatf, tgang

dapat menjamin berlangsungnya pemilihan dengan rdipknya

hasil-hasil dari pemilihan itu yang sebaik-baikny&erhubung
dengan itu maka untuk masa peralihan itu yang dip&an akan
berlangsung tidak lebih lama dari 4 tahun perludh&an ketentuan-
ketentuan yang lebih praktis mengenai pemilihanaleaerah

itu.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam R4sdlU No.
Tahun 1957 ditetapkan, bahwa untuk sementara w&Rid dipilih oleh
DPRD dengan memperhatikan syarat-syarat kecakagarpengetahuan
yang diperlukan bagi jabatan tersebut, syarat-tyawa@na dapat diatur
dengan Peraturan PemerintdhMeskipun pada umumnya KDH dipilih
terutama dari anggota-anggota DPRD yang cakap, mabdRRD dapat
pula memilih seorang calon dari luar yang dianggapmemenuhi syarat-
syarat. Hasil pemilihan KDH ini perlu mendapatkeangesahan terlebih
dahulu dari instansi Pemerintah yang berwajib,rsga dalam figur KDH
ini bertemulah titik demokrasi dari bawah dan da@s dalam susunan
pemerintahan negara. Dengan pengesahan dari P&hdpfusat ini dapat
pula dicegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkalalam soal
pemilihan KDH*°

Mengenai cara pengesahan KDH, begitu pula caralipamdapat
ditetapkan peraturan-peraturan umum dengan Penaté@merintah.
Pengesahan tersebut tidaklah akan dilakukan setamnsatis, akan tetapi
akan diberikan setelah ditinjau apakah segala syaray diperlukan bagi

penetapan KDH telah dipenuhi. Dalam hal pengesaadintidak dapat

“Memori Penjelasan Mengenai Usul Undang-Undang Noindfahun 1957 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Ad. 3.

9bid.
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diberikan, Pemerintah akan menjelaskan kepada DRRRD bersangkutan
sebab-sebab mengapa pengesahan tidak dapat dihbediddagan disertai
ketentuan untuk mengadakan pemilihan baru. Dengmggsahan oleh
Pemerintah Pusat maka kedudukan KDH sebagai orgamefhtah
Daerah itu merupakan satu organisasi yang stabiena berdasarkan
kepercayaan DPRD terhadapnya yang tentu tidak mudatgeluarkan
suara-suara untuk menumbangkannya.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1957, pembagian wilayahdRitur di
dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan:

“Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah &eslan kecil,
yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dargymerupakan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajaitigma atas ke bawah
adalah sebagai berikut:

a. Daerah tingkat ke |, termasuk Kotapraja Jakarta Ray

b. Daerah tingkat ke Il, termasuk Kotapraja, dan

c. Daerah tingkat ke 1l1.”

Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Petaér
Daeraht>* KDH karena jabatannya adalah ketua serta anggetmad
Pemerintah Daerah’? Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan KDH,
pada prinsipnya terkait dengan pengaturan pemilibara pengangkatan,
dan pemberhentian KDH, UU No. 1 Tahun 1957 ini naengnatkan
untuk diatur secara khusus di dalam UU yang lain &rsendirt™ Tetapi
untuk mengisi kekosongan hukum, karena belum aday&itdy mengatur
tentang pemilihan KDH, untuk sementara waktu KDpllith oleh DPRD,
dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dagefaduan yang
diperlukan bagi jabatan tersedtt. Hasil pemilihan oleh DPRD
memerlukan pengesahan lebih dahulu tari:

®*lndonesia,undang Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Dagfdb No. 1 Tahun
1957, LN No. 6 Tahun 1957, TLN No. 1143, lihat #ds

*3pid., lihat Pasal 6 ayat (1)
*3phid., lihat Pasal 23.
*Ybid., lihat Pasal 24 ayat (1).

9bid., lihat Pasal 24 ayat (2).
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a. Presidan apabila mengenai KDH dari tingkat ke |.
b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjehmja apabila
mengenai KDH dari tingkat ke Il dan ke llI.

KDH dipilih untuk satu masa pemilihan DPRD atau ibggng
dipilih antar waktu guna mengisi lowongan KDH, untsisa masa
pemilihan tersebuf® Kemudian terkait dengan pengaturan secara umum
mengenai syarat-syarat kecakapan dan pengetaheréen,cara pemilihan
maupun pengesahan KDH akan diatur lebih lanjut alard Peraturan
Pemerintal®” KDH berhenti dari jabatannya, kareh:

a. meninggal dunia,

b. masa pemilihan berakhir.

c. permintaan sendiri; dan/atau

d. keputusan DPRD yang memperhentikannya sebagai tnB&iRD.

KDH juga berhenti dari jabatannya karena keputiB@RD yang->*
a. memperhentikannya sebagai KDH; dan/atau
b. memperhentikan Dewan Pemerintah Daerah.

Pemberhentian KDH karena permintaan sendiri, kegautuDPRD
yang memperhentikannya sebagai anggota DPRD, méeméannya
sebagai KDH; dan/atau memperhentikan Dewan Perafriidaerah
memerlukan pengesahan dari Presiden atau MentdanDaleger-®°
Dalam hal KDH berhalangan, maka hal ini diatur aliagh ketentuan Pasal
26 UU No. 1 Tahun 1957, menyatakan:

(1) Apabila Kepala Daerah berhalangan atau berhefdri jabatannya,
maka ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerinéderah.

(2) Apabila dalam hal yang dimaksud dalam ayat\@kil Ketua Dewan
Pemerintah Daerah juga berhalangan atau berhenti ggbatannya,
maka ia diwakili oleh anggota yang tertua usianyaridDewan
Pemerintah Daerabh itu.

Ypid., lihat Pasal 24 ayat (3).
bid., lihat Pasal 24 ayat (4).
8pid., lihat Pasal 24 ayat (5).
9bid., lihat Pasal 24 ayat (6).

%%bid., lihat Pasal 24 ayat (7).
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(3) Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhen@rdna suatu
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah separiaisud dalam
Pasal 20 ayat (1), maka untuk sementara waktu tubDasvan
Pemerintah Daerah itu dijalankan oleh Ketua/Wakigta Dewan
Perwakilan Rakyat Daerabh.

Apabila daerah belum mampu atau keadaan belum ngkimkan
untuk melakukan pelaksanaan pemilihan KDH sebagsmmdimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1), maka diberlakukanlah Paéahyat (4) bab
ketentuan peralihan, yang menyatakan:

“Apabila berhubung dengan keadaan dalam masing-ntasbaerah,

Pemilihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakannunet cara

termaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka belum meamg dari

ketentuan tersebut. Kepala Daerah diangkat sebbgakut :

a. dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belenbéntuk dalam
waktu yang ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (2) oleh:

1. Presiden bagi Kepala Daerah tingkat ke I,
2. Menteri Dalam Negeri atau peaga yang ditunjuk olehnya bagi
Kepala Daerah tingkat ke lindk;

b. dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudatentuk, akan
tetapi pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat s&$ana dalam waktu
yang ditetapkan dalam Pasal Pasal 74 ayat (3), dRrhsiden bagi
Kepala Daerah tingkat ke |, dan oleh Menteri Dalavegeri atau
penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Kepala Daemgkat ke Il dan
lll, pengangkatan mana sedapat-dapatnya diambili dzalon-calon
sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empang) yang
dimaksudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gyan
bersangkutan.”

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa walaupun damalU ini sudah
ada wacana untuk melakukan pemilihan KDH secargslamy, tetapi
karena pertimbangan kondisi politik, sosial, daddya pada saat itu yang
dirasakan oleh pembentuk UU masih belum siap, malekanisme
pengisian jabatan KDH yang diatur di dalam UU idalah KDH dipilih
oleh DPRD, dengan memperhatikan syarat-syarat kpeak dan
pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersébiemudian hasil
pemilihan oleh DPRD memerlukan pengesahan lebibldatari*®
a. Presidan apabila mengenai KDH dari tingkat ke |.

®1pid., lihat Pasal 24 ayat (1).

%9bid., lihat Pasal 24 ayat (2).
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b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunj@hmja apabila
mengenai KDH dari tingkat ke 1l dan ke .

Lalu di dalam Pasal 74 ayat (4), dinyatakan dalaadkan masing-
masing daerah, pemilihan KDH belum dapat dilaksanakenurut cara
termaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka. KDH diaingk
a. dalam hal DPRD belum terbentuk dalam waktu yditegapkan dalam

Pasal 74 ayat (2) oleh:
1. Presiden bagi KDH tingkat ke I,
2. Menteri Dalam Negeri atau paasguyang ditunjuk olehnya bagi
KDH tingkat ke Il dan III;

b. dalam hal DPRD sudah terbentuk, akan tetapilgeniKDH itu tidak
dapat terlaksana dalam waktu yang ditetapkan d&asal Pasal 74
ayat (3), oleh Presiden bagi KDH tingkat ke I, @é&h Menteri Dalam
Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Kibgkat ke Il
dan Ill, pengangkatan mana sedapat-dapatnya diatabitalon-calon
sedikit-dikitnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknyaespat) orang,
yang dimaksudkan oleh DPRD yang bersangkutan.

Di dalam UU ini tidak dikenal istilah Wakil KDH. Dam hal KDH
berhalangan atau berhenti dari jabatannya, makakdiwoleh Wakil
Ketua Dewan Pemerintah Daerdh.Kemudian apabila Wakil Ketua
Dewan Pemerintah Daerah juga berhalangan ataurtiedaei jabatannya,
maka diwakili oleh anggota yang tertua usianya @swan Pemerintah
Daerah itu:®* Selanjutnya apabila Dewan Pemerintah Daerah itelé
karena suatu keputusan DPRD, maka untuk semenégktal wigas Dewan
Pemerintah Daerah itu dijalankan oleh Ketua/Waletu@ DPRD-®

*3pid., lihat Pasal 26 ayat (1)
®4bid., lihat Pasal 26 ayat (2).

%bid., lihat Pasal 26 ayat (3).
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B. Periode 1959-1966

1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokolokok
Pemerintahan di Daerah (selanjunya disebut UU 8oTdhun 1950) ini
disahkan pada tanggal 1 September 1965, sebulaluselerjadinya
G.30.S / PKIL Pembentukan UU No. 18 Tahun 1950 upeh
memperkuat kedudukan KDH, untuk menjamin kelangaoniNKRI,
dimana DPRD bertanggung jawab kepada KDH. Pemhelgkdan juga
sebagai antisipasi perkembangan ketatanegaraam dalagka kembali
kepada UUD 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1958jak keluarnya
dekrit tersebut, maka ketentuan-ketentuan perurdadgngan tentang
pelaksanan pemeriah daerah perlu diperbaharui iséengan Manifesto
Politik Rl sebagai GBHN dan pedoman-pedoman peteaanya°°

Di dalam UU No. 18 Tahun 1965 ini, paradigma kedaotudan
fungsi KDH diarahkan untuk menjamin kelangsungasakean negara
serta adanya pimpinan nasional. Untuk itu, makéuperdudukan KDH
itu diperkuat dan diberi fungsi yang penting, bulsaja menjadi pusat
daya upaya kegiatan pemerintah daerah yang bergieraklang urusan
rumah tangga daerah, tetapi yang juga menjadi mattai yang kuat
dalam organisasi Pemerintah Pusat. Maka dari itDHKbukan saja
merupakan pimpinan pemerintah daerah, tetapi jugaupakan alat
Pemerintah Pusat dan sebagai orang kepercayaddeprés

KDH merupakan unsur terpenting dalam daerahnya,amakuk
jaminan-jaminan adanya kepercayaan rakyat daerphdkediri seorang
KDH, haruslah diangkat oleh Pemerintah Pusat dadnccalon, sedikit-
dikitnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat)g diajukan oleh
DPRD yang bersangkutan. Dengan adanya Wakil KDHidak berarti,

%agussalim Andi Gadjongp. cit, hal. 153.

*Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1@8#arig Pokok-Pokok
Pemerintahan DaerahAngka Il tentang Bentuk Susunan Pemerintah Daerah.
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bahwa pimpinan pemerintahan daerah lalu beradand@dile tangan, yang
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuhhatktizp KDH.

Wakil KDH bukan saja pembantu KDH dalam kedudukansgbagai
pimpinan pemerintah daerah otonom, tetapi jugandak@dudukannya
sebagai alat Pemerintah Pu%t.

Di dalam UU No. 18 Tahun 1965 ini, pengertian dhemdi
definisikan sebagai daerah besar dan daerah kesélut dalam Pasal 18
Undang-undang Dasar 1845, yang berhak mengatumaaigurus rumah
tangganya senditf® Adapun pembagian wilayah RI di dalam UU ini
diatur, berdasarkat{?

“Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habislasa Daerah-

daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahgizmga

sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagmikut:

a. Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat

b. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tinfkddn

c. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingKdt

Terkait dengan kedudukan KDH, Pasal 5 ayat (1) WJ M8 Tahun

1950 menyatakan bahwa, KDH dan Dewan Perwakilamdbamerupakan
pemerintah daerah. KDH melaksanakan politik Pertatin dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteriar® Negeri
menurut hirarkhi yang add* Kemudian dalam menjalankan pemerintahan
sehari-hari, KDH dibantu oleh Wakil KDH dan Bad&emerintah

Harianl’?

%4bid.

®*Yndonesia,Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerdh) No. 18 Tahun
1965, LN No. 83 Tahun 1965, TLN No. 2778 , Pasahgka 1.

bid., Pasal 2 ayat (2).
Mipid., Pasal 5 ayat (2)

"2bid., Pasal 6.
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Terkait dengan mekanisme rekruitmen pengisian gb&DH dan
Wakil KDH diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 21tallg, yang
menyatakan:

"Kepala Daerah dan wakil kepala daerd diangkat dan

diberhentikan oleh:

a. Presiden bagi Daerah tingkat I,

b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presidegi Baerah
tingkat Il dan

c. Kepala Daerah tingkat | dengan persetujuan MenBalam
Negeri bagi Daerah tingkat Il yang ada dalam Dalertingkat 1.”

Terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemliiarien
gubernur oleh Presiden, maka Pasal 12 menyatakaveba

(1)Kepala Daerah tingkat | diangkat oleh Presidéari sedikit-
dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orangncging
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
bersangkutan.

(2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calonngamemenuhi
syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, makawBn
Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dimiotah
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mprkga
pencalonan yang kedua dengan disertai keterangantareg
alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap
pencalonan pertama.

(3) Apabila juga pada pencalonan yang kedua sepmBrimaksud
ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi dyamsaka
Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar
pencalonan.

Adapun yang berkaitan dengan mekanisme pengangkdssm
pemberhentian KDH tingkat Il (bupati/walikota) bleMenteri Dalam

Negeri, maka Pasal 13 menyatakan:

(1) Kepala Daerah tingkat Il diangkat oleh Menteri DalaNegeri
dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnyaa ddan
sebanyak-banyaknya emapt orang calon yang diajukéeh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

"pid., Pasal 21 ayat (1) menyatakaiakil Kepala Daerah dimaksud dalam Pasal 6
diangkat dari antara sedikit-dikitnya dua dan sepak-banyaknya empat orang calon Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah oleh:

a. Presiden bagi Daerah tingkat I;

b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presidegi Bmerah tingkat 11 dan

C. Kepala Daerah tingkat | dengan persetujuan MenBalam Negeri bagi Daerah tingkat Il
yang ada dalam Daerah tingkat | yang bersangkutan
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(2) Apabila dari pencalonan itu tidak ada calonadg memenuhi
syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah olemidda Dalam
Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Dewan #&elan
Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh MerDalam
Negeri untuk mengajukan pencalonan yang kedua dedigertai
keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasaolakan
terhadap pencalonan pertama.

(3) Apabila juga dalam pencalonan yang kedua sepdimaksud
dalam ayat (2) diatas tidak,ada calon yang memesyarat untuk
diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalanegiri
dengan persetujuan Presiden, maka Presiden mengasgkrang
Kepala Daerah diluar pencalonan.

Terhadap substansi pengaturan yang mengatur mbatajaKDH,
diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)gyaenyatakan:

(1) Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan Buta atau untuk
masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakdanab
yang bersangkutan tetapi dapat diangkat kembali.

(2) Kepala Daerah tidak dapat diperhentikan karersesuatu
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecaédbila
Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.

Terkait dengan mekanisme penggantian KDH apabitadiengan
diatur di dalam Pasa 48 ayat (2), yang menyatajidean KDH meninggal
dunia atau diperhentikan, Wakil KDH diangkat sebhagenggantinya
sampai akhir masa jabatannya, kecuali apabila @eagwyang berhak
mengangkat menentukan lain. Dari penjelasan selsligaian di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme rekruitngggipian jabatan
KDH maupun Wakil KDH yang diatur di dalam UU No. T&hun 1965
adalah:

a. untuk mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan M&kibernur,
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan

b. untuk mekanisme pengisian jabatan bupati/walikotangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan giejgan
Presiden.

Adapun mekanisme pengangkatannya adalah:

a. Gubernur diangkat oleh Presiden dari sedikitiaja dua dan
sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajokaim DPRD

yang bersangkutan. Kemudian apabila dari pencalaiatidak ada
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calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadHK maka
DPRD yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalasgd\i atas
nama Presiden untuk mengajukan pencalonan yangakddangan
disertai keterangan tentang alasan-alasan yang adienjasar
penolakan terhadap pencalonan pertama. Apabila jpgaa
pencalonan yang kedua tidak ada calon yang memeayahat, maka
Presiden mengangkat seorang KDH diluar pencalonan.

b. Bupati/walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negealengan
persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya 2 (du@n sebanyak-
banyaknya 4 (empat) orang calon yang diajukan @&#RD yang
bersangkutan. Apabila dari pencalonan itu tidak adéon yang
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi KDH oleh tdenDalam
Negeri dengan persetujuan Presiden, maka DPRD lyarsangkutan
diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengajukzencalonan
yang kedua dengan disertai keterangan tentangnatdasan yang
menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan peri&padbila juga
dalam pencalonan yang kedua tidak ada calon yamgemehi syarat
untuk diangkat menjadKDH oleh Menteri Dalam Negeri dengan
persetujuan Presiden, maka Presiden mengangkaingekDH diluar

pencalonan.

C. Periode 1966-1998

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pok ok-
Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok+#oko
Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut UU BloTahun 1957),
diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974, merupakalementasi atau amanat
yang diarahkan oleh GBHN Tahun 1973. Pada masakwgya UU No. 5
Tahun 1974, wilayah NKRI dibagi dalam daerah-da@taimom dan wilayah-
wilayah administratit’* Kemudian dalam rangka pelaksanaan asas

" ndonesia,Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daetdb No. 5 Tahun
1974, LN No. 38 Tahun 1974, TLN No. 3037, Pasal 2.
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desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tinigkan Daerah Tingkat fi’°
Nama dan batas Daerah Tingkat | adalah sama dengara dan batas
Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara. Adapun naraa Batas Daerah
Tingkat Il adalah sama dengan nama dan batas Wildé§abupaten atau
Kotamadya."®

Terkait dengan mekanisme dan tata cara rekruitneggipian jabatan
KDH, pada daerah tingkat | yaitu gubertflir diatur di dalam Pasal 15 ayat
(1) dan ayat (2), yang menyatakan:

(1) Kepala Daerah Tingkat | dicalonkan dan dipiblkeh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) oramdpn sebanyak-
banyknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyak@en dan
disepakati bersama antara Pimpinan Dewan PerwakilRakyat
Daerah/ Pimpinan Fraksi-fraksi depan Menteri Dal&fageri.

(2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (&¥ad ini diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutaradéta Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikithnya 2 é&juorang untuk
diangkat salah seorang diantaranya.

Kemudian pengaturan mengenai mekanisme rekruitmemngigiaan
jabatan KDH untuk daerah tingkat Il yaitu bupatwatvalikota:’® diatur di
dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan:

(1) Kepala Daerah Tingkat 1l dicalonkan dan dipilioleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3g&) orang dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telahusyawarahkan
dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan PeiaakRakyat
Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur KepBlaerah.

(2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1¥adani diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutgra#te Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikkitnya 2 (dua)
orang untuk diangkat salah seorang diantaranya

bid., lihat Pasal 3 ayat (1).
" bid., lihat Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

Y"Menurut Pasal 79 ayat (1), kepala Daerah Tingkatréna jabatannya adalah Kepala
Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara.

8Menurut Pasal 79 ayat (2), Kepala Daerah Tingkbkarena jabatannya adalah
Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.
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Terkait masa jabatan, KDH diangkat untuk masa @béat (lima) tahun
terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapahghkat kembali, untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnyad. Sebelum memangku jabatannya KDH
diambil sumpahnya/ janjinya dan dilantik oleh :

a. Presiden bagi KDH Tingkat | ;
b. Menteri Dalam Negeri bagi KDH Tingkat™fi°

Mekanisme rekruitmen pengisian jabatan Wakil KDHyjkbitu pada
daerah tingkat | atau daerah tingkat Il, dilakukaalalui mekanisme yang
diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan(dyayang menyatakan:

(1)Wakil Kepala Daerah Tingkat | diangkat oleh Presiddari Pegawali
Negeri yang memenuhi persyaratan.

(2) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwaki{akyat Daerah
tanpa melalui pemilihan, Gubernur Kepala Daerah gegnkan calon
Wakil Kepala Daerah Tingkat | kepada Presiden meldVfienteri
Dalam Negeri.

(3) Wakil Kepala Daerah Tingkat Il diangkat oleh neri Dalam Negeri
atas nama Presiden dari Pegawai Negeri yang memeuarkyaratan.

(4) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwaki{akyat Daerah
tanpa melalui pemilihan, Bupati/Walikotamadya KepaDaerah
mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat Il &&@ Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.

Wakil KDH Tingkat | karena jabatannya adalah wdtéjpala wilayah
propinsi atau Ibukota Negara dan disebut wakil gulne Adapun Wakil KDH
Tingkat Il karena jabatannya adalah wakil kepaldayah kabupaten atau
kotamadya, dan disebut wakil bupati atau wakil kathmadya®*

Dari penjabaran ketentuan yang ada di dalam UU 3N®ahun 1974
terkait dengan mekanisme pengisian jabatan KDH d€guly, bupati, dan
walikota), maka dapat disimpulkan:

"bid., lihat Pasal 17 ayat (1).
¥Ybid., lihat Pasal 18 ayat (1).

8Ybid., lihat Pasal 82.
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1. KDH tingkat | (gubernur)
calon KDH Tingkat | dicalonkan dan dipilih oleh DBPRdari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyknya )i orang calon yang
telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama aRtarpinan DPRD /
Pimpinan Fraksi-fraksi di depan Menteri Dalam Negdasil pemilihan
tersebut kemudian diajukan oleh DPRD yang bersaagkikepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dika 2 (dua) orang
untuk diangkat salah seorang diantaranya. Sebelamamgku jabatannya
KDH diambil sumpahnya/ janjinya dan dilantik olerefiden bagi KDH
Tingkat | ;

2. KDH tingkat Il (bupati/walikota)
calon KDH Tingkat Il dicalonkan dan dipilih oleh BP dari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknyandall orang calon yang
telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama aRiarpinan DPRD
/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur KDH. Hagimilihan tersebut
kemudian diajukan oleh DPRD bersangkutan kepadatdvieialam
Negeri melalui Gubernur KDH sedikit-dikitnya 2 (duarang untuk
diangkat salah seorang diantaranya. Sebelum memgag&tannya KDH
diambil sumpahnya/ janjinya dan dilantik oleh MamtDalam Negeri
bagi KDH Tingkat II

Sementara yang terkait dengan mekanisme rekruipaegisian jabatan

Wakil KDH tingkat | (wakil gubernur), dan Wakil KDHingkat 1l (wakil

bupati atau wakil walikota) adalah sebagai berikut:

1. Untuk wakil gubernur
Wakil KDH Tingkat | diangkat oleh Presiden dari Begi Negeri yang
memenuhi persyaratan. Dengan memperoleh persetipiRRD tanpa
melalui pemilihan, Gubernur KDH mengajukan calonkiWiEDH Tingkat
| kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

2. Untuk wakil wakil bupati atau wakil walikota
Wakil KDH Tingkat Il diangkat oleh Menteri Dalam beri atas nama
Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi peisyare&Dengan

memperoleh persetujuan DPRD tanpa melalui pemilinkemudian
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Bupati/Walikotamadya KDH mengajukan calon Wakil KDFingkat II
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur KDH.

D. Periode 1998- sekarang

1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Menguatnya peran KDH atau esksekutif di satu pihddn
melemahnya peran DPRD di pihak lain dalam prosesgamabilan
keputusan yang menyangkut berbagai kepentingarnypakan salah satu
alasan untuk mencabut UU No. 5 Tahun 1974. Terldpassegala macam
kelemahan yang melekat dalam UU ini, produk hukumnjauh lebih
demokratis bila dibandingkan dengan UU No. 5 Tah9@4. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanabBdselanjutnya
disebut UU No. 22 Tahun 1999) ditetapkan pada @hgdviei 1999, dan
mulia berlaku efektif pada tahun 2000. UU ini dibusatuk memenuhi
tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indamdsaru, Indonesia
yang lebih demokratis, adil, dan sejaht&fa.

Politik sentralisasi yang berlaku pada UU No. 5drat974, beralih
pada politik desentralisasi menuju pelaksanan atorteretorial seluas-
luasnya. UU No. 22 Tahun 1999 merupakan salahrsatuentum sejarah
di dalam perkembangan pemerintahan daerah di Iisthopasca reformasi
1998. Karena melalui UU inilah kebijakan pemerintgmg berkaitan
dengan daerah yang sebelumnya cendrung sentalrkpah menjadi
pemberian kewenangan yang lebih luas melalui desiesaisi dan otonomi
daerah. UU ini menggantikan UU No. 5 Tahun 197Agytidak sesuai
lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi dadeath perkembangan
keadaan. Selain itu keberlakuan Undang-Undang Ndmdahun 1979
tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan bamntak, susunan,
dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai wWengaa

Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakua seenghormati

8R0zali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepalaria
Secara LangsundJakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005), hal 1.
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hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

UU No. 22 Tahun 1999 menggariskan secara tegakgaglaan
fungsi-fungsi dari KDH maupun DPRD. DPRD tidak lagadikan bagian
dari lembaga pemerintah, melainkan menjadi lemHdagsslatif daerah
yang sejajar dengan pemerintah daerah, bahkan D&#t@ra mutlak
menentukan KDH, meminta pertanggungjawaban, bahkan
memberhentikannya jika DPRD merasa memiliki cukdgsan untuk
itu. 183

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999, wilayah NKRI dibadglam
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Katey bersifat
otonom*®* Setiap daerah dipimpin oleh seorang KDH sebagailke
eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil KEFIKDH propinsi disebut
gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebafd Pemerintah.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai KdRernur
bertanggungjawab kepada DPRD PropifisiDalam kedudukan sebagai
wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah danabggungjawab
kepada Presideti’ KDH kabupaten disebut bupati, KDH kota disebut
walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangdakiseKDH,
bupati/walikota bertanggungjawab kepada DPRD katempeota
Mekanisme pengisian jabatan KDH, hal ini diatuddlam Pasal 34 ayat
(1) dan ayat (2), yang menyatakan:

(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kep&laerah
dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara beraam

(2) Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Dater
ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan damitihan.

83 ndonesia,Undang-Undang Pemerintahan DaeradU No. 22 Tahun 1999, LN No.
60 Tahun 1999, TLN No. 3839, lihat Pasal 16 agatRPasal 18, dan Pasal 19.

¥4bid., lihat Pasal 2 ayat (1).

®bid., lihat Pasal 30.

¥9bid., lihat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
¥bid., lihat Pasal 31 ayat (4).

¥hid., lihat Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
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Adapun yang dimaksud dengan pemilihan KDH dan W#&KiH
secara bersamaan adalah bahwa calon KDH dan caddil MDH dipilih
secara berpasangan. Pemilihan secara bersamaasimakisudkan untuk
menjamin kerja sama yang harmonis antara KDH darkilWDH. '8
Pemilihan calon KDH dan calon Wakil KDH dilaksanakdalam rapat
paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kuramagdya pertiga dari
jumlah anggota DPRE?

Pemilihan KDH dan Wakil KDH dilaksanakan secaragkung,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap anggota DEREat memberikan
suaranya kepada satu pasang calon KDH dan calonl \KBi dari
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpDBRD. Pasangan
calon KDH dan calon Wakil KDH yang memperoleh suaraanyak pada
pemilihan, ditetapkan sebagai KDH dan Wakil KDH IBPRD dan
disahkan oleh Presidéfi: KDH terpilih dilantik oleh Presiden atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Piestef Di dalam UU ini
masa jabatan KDH 5 (lima) tahun dan dapat dipiimkali hanya untuk
sekali masa jabatd® Dalam menjalankan roda pemerintahan,
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DHR&dhudian di
dalam menjalankan tugasnya KDH bertanggungjawabhdepPRD">*

Terkait dengan Wakil KDH, di setiap daerah terdaggatrang Wakil
KDH. Wakil KDH dilantik oleh Presiden atau pejathain yang ditunjuk,
bersamaan dengan pelantikan KERWakil KDH propinsi disebut wakil
gubernur, Wakil KDH kabupaten disebut wakil bupd@&n Wakil KDH

¥bid., lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1).
bid., lihat Pasal 39 ayat (1).

lbid., lihat Pasal 40.

¥9pid., lihat Pasal 42 ayat (1).

"bid., lihat Pasal 41.

“Ybid., lihat Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

9bid., lihat Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
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kota disebut wakil walikota®

Di dalam Pasal 18 UU ayat (1) huruf a dan hurufieNb. 22 Tahun
1999, dinyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenaegnilih
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, daalikota/wakil walikota
dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentianrnguiveakil
gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/walwklikota. Selain itu
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, DPRD mempunyai maminta
pertanggungjawaban gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam hal KDH berhalangan tetap, jabatan KDH digaleth Wakil
KDH sampai habis masa jabatanriyaSebaliknya apabila Wakil KDH
berhalangan tetap, jabatan Wakil KDH tidak diféiApabila KDH dan
Wakil KDH berhalangan tetap, DPRD menyelenggargiemilihan KDH
dan Wakil KDH selambat-lambatnya dalam waktu tigdah, *°° adapun
tugas dan wewenang dilaksanakan oleh sekretarraldaatuk sementara

waktu 2°

2. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 disahkan oleh Presiden padggth 15
Oktober 2004. Merupakan pengganti UU No. 22 Tah@89] karena
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keakitatenegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daéfatdi dalam UU No. 32 Tahun
2004, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daarah provinsi itu

9bid., lihat Pasal 56 ayat (6).
¥bid., lihat Pasal 58 ayat (1).
¥¥pid., lihat Pasal 58 ayat (2).
9bid., lihat Pasal 58 ayat (4).
2Obid., lihat Pasal 58 ayat (3).

Yndonesia,Undang-Undang Pemerintahan DaeralU No. 32 Tahun 2004, LN No.
125 Tahun 2004, TLN No. 4437 , Ketentuan menimdaungf c.
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dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masmgmpunyai
pemerintahan daeraff

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah Hagamg disebut
KDH. KDH untuk provinsi disebut gubernur, untuk kalaten disebut bupati,
dan untuk kota disebut walikota. KDH dibantu oletusorang Wakil KDH.
Wakil KDH untuk provinsi disebut wakil gubernuntuk kabupaten disebut
wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikta. terkait dengan
mekanisme pengisian jabatan KDH, di Pasal 24 &yatifyatakan:Kepala
daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam sgiasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”

KDH adalah kepala pemerintah daerah yang dipildaisedemokratis.
Pemilihan secara demokratis terhadap KDH terseteitgan mengingat
bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Unblangor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisiuBgawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilaerBh, dan DPRD
(selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2003), melkgatantara lain bahwa
DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk ménlDH dan Wakil
KDH, maka pemilihan secara demokratis dalam Uldlilakukan oleh rakyat
secara langsung. KDH dalam melaksanakan tugasbgatdi oleh seorang
Wakil KDH, dan perangkat daeraf.

KDH dan Wakil KDH dipilih secara langsung oleh yak yang
persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam upmratperundang-
undangan. Pasangan calon KDH dan Wakil KDH dapaiahkan baik oleh
partai politik atau gabungan partai politik pesgranilu yang memperoleh
sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau mergfedukungan suara
dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu. M@laUU ini Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupatesm @&ota diberikan

kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan KDH.IXahg dimaksud

2bid., lihat Pasal 2 ayat (1).
Ibid., lihat Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dgat (4).

“1bid., Lihat Penjelasan Umum angka 4.
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dalam UU ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Umpdlandang Nomor
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DeWanwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD (selyguthisebut UU No.
12 Tahun 2003). Untuk itu, tidak perlu dibentuk ditetapkan KPUD dan
keanggotaannya yang bafa.

Di dalam UU ini dinyatakan dengan tegas, bahwa mskee
pengisian jabatan KDH dilaksanakan melalui pemilihgDH secara
langsung. Hal ini dinyatakan secara tegas di d&lasal 56 ayat (1) dan ayat
(2), yang menyatakan

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih alal satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahagjar, jdan
adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat ié]yken
oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Peserta pemilihan KDH dan Wakil KDH adalah pasarggdon yang
diusulkan secara berpasangan oleh partai poli#u agabungan partai
politik.?% Partai politik atau gabungan partai politk dapaendaftarkan
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan panaekurang-kurangnya
15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD at&&o (lima belas
persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalamiil@en umum anggota
DPRD di daerah yang bersangkutdhPemilihan KDH dan Wakil KDH

diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawaadepPRD®

Mbid.
29bid., lihat Pasal 59 ayat (1).
2bid., lihat Pasal 59 ayat (2).

28pid., lihat Pasal 57 ayat (1).
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Pemilihan KDH dan wakil KDH dilaksanakan melalmasa
persiapan, dan tahap pelaksarf@anAdapun masa persiapan tersebut
meliputi?*°
a. pemberitahuan DPRD kepada KDH mengenai berakhimasa jabatan;
b. pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhimasa jabatan
KDH,;

C. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetafmamcae dan jadwal
tahapan pelaksanaan pemilihan KDH;

d. pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Setelah melalui masa persiapan, kemudian dilamutlengan masa
pelaksanaan pemilihan, yang meliptitt:

penetapan daftar pemilih;

pendaftaran dan penetapan calon KDH/ Wakil KDH;
kampanye;

pemungutan suara;

penghitungan suara; dan

- o 2 0 T @

penetapan pasangan calon KDH/ Wakil KDH terpiliangesahan, dan
pelantikan

Dalam pelaksanaan pemilukada, pasangan calon KDHVdakil
KDH yang memperoleh suara lebih dari 50 % (limaupubersen) jumlah
suara sah ditetapkan sebagai pasangan calonhtétpibdalam hal ketentuan
ini tidak dapat dipenuhi, pasangan calon KDH dankiWKDH yang
memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh limagwgrdari jumlah suara
sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbegatakan sebagai

2Ibid., lihat Pasal 65 ayat (1).
“bid., lihat Pasal 65 ayat (2).
“Mbid., lihat Pasal 65 ayat (3).

“2bid., lihat Pasal 107 ayat (1).
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pasangan calon terpili® Ketentuan mengenai penentuan siapa calon yang
memenangkan pemilihan langsung secara lebih detailengkap seluruhnya
diatur didalam Pasal 107.

Setelah calon KDH ditetapkan sebagai pemenang danda
pemilukada, maka sebelum menduduki jabatannyabteréahulu dilantik,
gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh MentBalam Negeri atas
nama Presiden. Bupati dan wakil bupati atau wadikan wakil walikota
dilantik oleh gubernur atas nama Presiden. Pelamtiklaksanakan dalam
Rapat Paripurna DPRB? KDH dan Wakil KDH memegang jabatan
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan daesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya urgatu kali masa
jabatar?®® Adapun biaya kegiatan pemilihan KDH dan wakil KD
dibebankan pada APB°

Terhadap pengaturan mengenai penggantian KDH dany&gkil
KDH di dalam masa jabatannya, terdapat dua konghsiy kondisi KDH
dan/atau wakil kepala berhenti sementara, atau Kdad/atau wakil
kepala berhenti secara tetap. Dalam hal KDH dan/avakil kepala
berhenti secara sementara, apabila KDH diberf@ntsementara wakil
KDH melaksanakan tugas dan kewajiban KDH sampaigalenadanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatamhtetaF’ Apabila
Wakil KDH diberhentikan sementara tugas dan keaa wakil kepala
daerah dilaksanakan oleh KDH sampai dengan adamysam pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum t&t3gpabila KDH dan Wakil
KDH diberhentikan sementara, Presiden menetapiajalpat Gubernur atas

usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Wétdi atas usul Gubernur

“Bbid., lihat Pasal 107 ayat (2).
“1bid., lihat Pasal 111.

“Bybid., lihat Pasal 110 ayat (3).
“9pid., lihat Pasal 112.

2 bid., lihat Pasal 34 ayat (1).

“8bid., lihat Pasal 34 ayat (2).
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dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanyapyiesgadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tét&p.

Dalam hal KDH dan/atau wakil kepala berhenti sactatap,
apabila KDH diberhentikan berdasarkan putusan gditen yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap KDH diganti olekilvKDH sampai
berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaamigkukan
berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD darhkdisaoleh
Presiderf®® Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil KDH yaisa
masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bu{&@H mengusulkan 2
(dua) orang calon Wakil KDH untuk dipilih oleh Ragzaripurna DPRD
berdasarkan usul partai politik atau gabungan ppdi&ik yang pasangan
calonnya terpilih dalam pemilihan KDH dan Wakil KB# Dalam hal
KDH dan Wakil KDH berhenti atau diberhentikan secdrersamaan
dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD mekautusian
menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihai Kian Wakil
KDH paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejaketdipkannya penjabat
KDH.??? Dalam hal terjadi kekosongan jabatan KDH dan W#iH,
sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-haH B&mpai dengan
Presiden mengangkat penjabat KEH.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2008 dibentuk oleh pemerintah d&ROidak
hanya untuk menjawab sekaligus menjadi dasar hukagi keputusan

MK mengenai diperbolehkannya calon perseorangategi@nden) untuk

“9bid., lihat Pasal 34 ayat (3).
20bid., lihat Pasal 35 ayat (1).
2bid., lihat Pasal 35 ayat (2).
2bid., lihat Pasal 35 ayat (3).

“Pbid., lihat Pasal 35 ayat (4).

Universitas Indonesia
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ikut serta dalam pemilihan KDH langsuffd,tetapi juga untuk menutupi
beberapa kelemahan di dalam UU No. 32 Tahun 2@ddtaima terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan pengisian kekosopaztan Wakil KDH
yang menggantikan KDH yang meninggal dunia, mengtkah diri,
berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibanej@nsa 6 (enam) bulan
secara terus-menerus dalam masa jabatéiinya.

Secara prinsip, tidak ada perbedaan substansahdahl pengaturan
mekanisme pengisian jabatan KDH. Hanya saja dinddl) No. 12
Tahun 2008, diakomodasi ketentuan mengenai calorsepeng.
Ketentuan mengenai mekanisme pengisian jabatan KBeara jelas
diatur di dalam Pasal 56, yang menyatakan:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalasatu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokpatidasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dah adi

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat i(BSultan
oleh partai politik, gabungan partai politik, ataperseorangan
yang didukung oleh sejumlah orang yang memenulsypeatan
sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Di dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dinyatakanvbapeserta
pemilihan KDH dan Wakil KDH adalah:
a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai poltak gabungan partai
politik; atau
b. pasangan calon perseorangan yang didukung olemisdéjwrang
Partai politik atau gabungan partai politik dapaenaaftarkan
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan parolaekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kiBRD atau 15%
(lima belas persen) dari akumulasi perolehan ssamadalam pemilihan

umum anggota DPRD di daerah yang bersangkifan.

“*ndonesiaUndang-Undan¢Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 TaB08,2.N No. 59 Tahun 2008, TLN No.
4844 | lihat ketentuan menimbang huruf c.

“Pbid., lihat ketentuan menimbang huruf d dan huruf e.

“bid., lihat Pasal 59 ayat (2).
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Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkanselagai
pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila mamme syarat
dukungan dengan ketentu#:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 200Qdua juta)
jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enamméak lima
persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.dua juta)
sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa haruskdiuy sekurang-
kurangnya 5% (lima persen);

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.@énam juta)
sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa shalidukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.@dua belas
juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%ya(persen).

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkanselagai
pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikot&ilwaalikota apabila
memenuhi syarat dukungan dengan ketenttfan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai de2isfa000 (dua
ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurdmgangnya 6,5%
(enam koma lima persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih d&idf® (dua ratus
lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima raths) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih da@i.CBD (lima
ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu jutag jaarus didukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih d&0®Q000 (satu

juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3¥a(persen).

2bid., lihat Pasal 59 ayat (2a).

2 bid., lihat Pasal 59 ayat (2b).
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Terkait dengan mekanisme penggantian KDH dan/atakiMKDH
di dalam masa jabatan, secara prinsip pengatunag gda di dalam UU
No. 12 Tahun 2008 sama dengan pengaturan yangiatiadh UU No.
32 Tahun 2004. Hanya saja di dalam UU No. 12 Ta2@®8 ketentuan
mengenai hal tersebut lebih diatur secara rincikiKDH menggantikan
KDH sampai habis masa jabatannya apabila KDH meainglunia,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakike@majibannya selama
6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam magaralya®>

Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil KR&hg
berasal dari partai politik atau gabungan partétip@lan masa jabatannya
masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau léfi] mengajukan 2
(dua) orang calon Wakil KDH berdasarkan usul pagalitik atau
gabungan partai politik yang pasangan calonnyaliteigialam pemilihan
KDH dan Wakil KDH untuk dipilih oleh Rapat PariparrDPRD. %*°
Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil KDH yangalal dari calon
perseorangan dan masa jabatannya masih tersiskelB®dn belas) bulan
atau lebih, KDH mengajukan 2 (dua) orang calon W&HH untuk
dipilih oleh Rapat Paripurna DPR,

Terkait mekanisme penggantian Wakil KDH, dalam hedjadi
kekosongan jabatan Wakil KDH yang berasal dari goapblitik atau
gabungan partai politik karena meninggal duniahéeti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya selamanéng bulan secara
terus-menerus dalam masa jabatannya dan masanapatmasih tersisa
18 (delapan belas) bulan atau lebih, KDH mengajukétua) orang calon
Wakil KDH berdasarkan usul partai politik atau gagan partai politik
yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kdiad Wakil KDH
untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPR®. Dalam hal terjadi

“Ibid., lihat Pasal 26 ayat (3).
20 bid., lihat Pasal 26 ayat (4).
#1bid., lihat Pasal 26 ayat (5).

#bid., lihat Pasal 26 ayat (6).
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kekosongan jabatan Wakil KDH yang berasal dari rcgberseorangan
karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikarqu atidak dapat
melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan seeaws-menerus
dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masisatd8 (delapan
belas) bulan atau lebih, KDH mengajukan 2 (duap@m@alon Wakil KDH

untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPR®.

“3bid., lihat Pasal 26 ayat (7).

Universitas Indonesia
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Tabel 3

Perbandingan Mekanisme Rekruitmen Pengisian JabatakDH
Menurut Ketentuan Undang-Undang yang Pernah Berlakudari Tahun 1945 Sampai Dengan Sekarang

No. Undang-Undang Mekanisme Rekruitmen Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
1. | Undang-Undang Nomor 1 | "Dipilih” oleh Komite Wakil kepala daearah, Dalam hal kepala daerah Tidak diatur
Tahun 1945 tentang Nasional Daerah (Badan | berasal dari ketua Komite| berhalangan, maka wakil
Kedudukan Komite Nasiongl Perwakilan Rakyat), Nasional Daerah yang ketua Komite Nasional
Daerah dimana komite ini memilih | lama, yang secara otomatisDaerah menggantikan
5 (lima) orang diantara menjadi wakil ketua posisi kepala daerah.
anggotanya untuk duduk dj Komite Nasional Daerah | (penjelasan Pasal 4)
Badan Eksekutif, yang pada saat kepala daerah
salah satunya menjadi terpilih.
kepala daerah yang (penjelasan Pasal 4)
bertindak sebagai ketua
sekaligus anggota.
(penjelasan Pasal 3)
2. Undang-Undang Nomor 22| Untuk Tidak diatur Jika kepala daerah Tidak diatur

Tahun 1948 tentang
Undang-Undang Pokok
Pemerintahan Daerah

gubernur: diangkat” oleh
Presiden dari
sedikitnya-sedikitnya 2
(dua) atau
sebanyak-banyaknya 4
(empat) orang calon yang
diajukan oleh DPRD
Propinsi (Pasal 18 ayat (1)

berhalangan, Dewan
Pemerintah

Daerah menunjuk” salah
satu anggotanya untuk
menggantikan kepala
daerah (Pasal 19)

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.




No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Untuk Bupati/Waliko

ta: "diangkat” oleh
Menteri Dalam Negeri dari
sedikit-sedikitnya 2 (dua)
dan sebanyak-banyaknya
(empat) orang calon yang
diajukan oleh DPRD Desa
(kota kecil) (Pasal 18 ayat

(3)

+=

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1957 tentang Pokok

Kepala Daerahdipilin”
oleh DPRD (Pasal 24 ayat

Pokok Pemerintahan Daerah(1)

Kemudian Hasil pemilihan
oleh DPRD memerlukan
pengesahan lebih dahulu
dari Presidan apabila
mengenai kepala daerah
dari tingkat ke | (gubernur)
Menteri Dalam Negeri atay
penguasa yang ditunjuk
olehnya apabila mengenai
kepala daerah dari tingkat
ke Il (bupati/walikota)
(Pasal 24 ayat (2))

Tidak diatur

Apabila Kepala Daerah
berhalangan atau berhentj
dari jabatannya, maka

ia "diwakili” oleh Wakil
Ketua Dewan Pemerintah
Daerah. Apabila Wakil
Ketua Dewan Pemerintah
Daerah juga berhalangan
atau berhenti dari
jabatannya, maka

ia "diwakili” oleh anggota
yang tertua usianya dari
Dewan Pemerintah Daerah
itu. Apabila Dewan
Pemerintah Daerah itu
berhenti karena suatu
keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
maka untuk sementara
waktu tugas Dewan

Tidak diatur

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.



No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Daerah itu
dijalankan oleh
Ketua/Wakil Ketua Dewar
Perwakilan Rakyat
Daerah.

(Pasal 26)

Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1965 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di
Daerah

Kepala Daerahdiangkat
dan diberhentikan” oleh
Presiden bagi Daerah
tingkat | (gubernur),
Kepala Daerah tingkat

| ”diangkat” oleh Presiden
dari sedikit-dikithya 2 (dua)

Wakil Kepala
Daerah’diangkat” dari
antara sedikit-dikitnya 2
(dua) dan sebanyak-
banyaknya 4 (empat)
orang calon DPRD oleh:
Presiden bagi Daerah

dan sebanyak-banyaknya 4 tingkat I (wakil gubernur);

(empat) orang calon yang
diajukan oleh DPRD yang
bersangkutan.Apabila dari
pencalonan itu tidak ada
calon yang memenuhi
syarat untuk diangkat
menjadi Kepala Daerah,
maka DPRD yang
bersangkutan diminta oleh
Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden untuk
mengajukan pencalonan

yang kedua dengan disertali

keterangan tentang alasan
alasan yang menjadi dasar

Menteri Dalam Negeri
dengan persetujuan
Presiden bagi Daerah
tingkat Il (wakil
bupati/walikota (Pasal 21
ayat (1))

Jika kepala daerah
meninggal dunia atau
diperhentikan, wakil
kepala daerahdiangkat”
sebagai penggantinya
sampai akhir masa
jabatannya, kecuali apabi
penguasa yang berhak
mengangkat menentukan
lain. (Pasal 48 ayat (2))

Tidak diatur

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.



No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

penolakan terhadap
pencalonan pertama
Apabila juga pada
pencalonan yang kedua
diatas tidak ada calon yang
memenuhi syarat, maka
Presiderfmengangkat”
seorang Kepala Daerah
diluar pencalonan.
(Pasal 12)

Menteri Dalam Negeri
dengan persetujuan
Presiden bagi Daerah
tingkat Il (bupati/walikota)
(Pasal 11)

Kepal Daerah tingkat

Il "diangkat” oleh Menteri
Dalam Negeri dengan
persetujuan Presiden dari
sedikit-dikitnya 2 (dua) dar
sebanyak-banyaknya 4
(empat) orang calon yang
diajukan oleh DPRD yang
bersangkutan. Apabila dar
pencalonan itu tidak ada
calon yang memenuhi
syarat untuk diangkat
menjadi Kepala Daerah
oleh Menteri Dalam Neger

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.



No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

dengan persetujuan
Presiden, maka DPRD
bersangkutan diminta oleh
Menteri Dalam Negeri
untuk mengajukan
pencalonan yang kedua
dengan disertai keterangan

tentang alasan-alasan yang

menjadi dasar penolakan
terhadap pencalonan
pertama. Apabila juga
dalam pencalonan yang
kedua tidak,ada calon yang
memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi Kepala
Daerah oleh Menteri Dalam
Negeri dengan persetujuari
Presiden, maka
Presiderfmengangkat”
seorang Kepala Daerah
diluar pencalonan.
(Pasal 13)

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di
Daerah

Kepala Daerah Tingkat |
(gubernurydicalonkan

dan dipilih” oleh DPRD
dari sedikit-dikitnya 3 (tiga
orang dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang
calon yang telah

Wakil Kepala Daerah
Tingkat | (wakil
gubernurydiangkat”
oleh Presiden dari Pegawai
Negeri yang memenubhi
persyaratan. Dengan
memperoleh persetujuan

Tidak diatur

Tidak diatur

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.




No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

dimusyawarahkan dan
disepakati bersama antara
Pimpinan DPRD/Pimpinan
Fraksi-fraksi depan Mente
Dalam Negeri. Kemudian
Hasil pemilihan diajukan
oleh DPRD yang
bersangkutan kepada
Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri sedikit-
dikitnya 2 (dua) orang
untuk "diangkat” salah
seorang diantaranya.
(Pasal 15 ayat (1) dan aya
(2))

Kepala Daerah Tingkat Il
(bupati/walikota) ticalonk
an dan dipilih” oleh
DPRDD dari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan
sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang calon yang
telah dimusyawarahkan da
disepakati bersama antara
Pimpinan DPRD /Pimpinary
Fraksi-fraksi dengan
Gubernur Kepala Daerah.
Hasil pemilihan diajukan
oleh DPRD yang

DPRD 'tanpa melalui
pemilihan”, Gubernur
Kepala Daerah
mengajukan calon Wakil
Kepala Daerah Tingkat |
kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri.
Wakil Kepala Daerah
Tingkat Il (wakil
bupati/walikota)'diangka
t” oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Preside
dari Pegawai Negeri yang
memenuhi persyaratan.
Dengan memperoleh
persetujuan DPRDtanpa
melalui pemilihan”,
Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah
mengajukan calon Wakil
Kepala Daerah Tingkat Il
kepada Menteri Dalam
nNegeri melalui Gubernur

Kepala Daerah.

Pasal 24 ayat (1) sampai

dengan ayat (4)

=]

bersangkutan kepada

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.
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No. Undang-Undang Mekanisme Rekruitmen Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Kepala
Daerah sedikit-dikitnya 2
(dua) orang
untuk "diangkat” salah
seorang diantaranya
(Pasal 16 ayat (1) dan aya
(2)

6. Undang-Undang Nomor 22| Pengisian jabatan Kepala | Dipilih satu paket dengan| Dalam hal kepala daerah | Apabila wakil kepala
Tahun 1999 tentang Daerah dan Wakil kepala daerah, oleh DPRID berhalangan tetap, daerah berhalangan tetap
Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dilakukan | di dalam sidang paripurng jabatan kepala daerah jabatan wakil kepala

oleh DPRD ‘melalui (Pasal 34 ayat (1) dan ayatdiganti oleh wakil kepala | daerah tidak diisi ((Pasal
pemilihan secara (2) daerah sampai habis masa58 ayat (2)
bersamaan.” jabatannya (Pasal 58 ayat
Calon Kepala Daerah dan Q)
Calon Wakil Kepala
Daerah, ditetapkan oleh Apabila kepala daerah
DPRD melalui tahap dan wakil kepala daerah
pencalonan dan berhalangan tetap,
pemilihan. DPRD menyelenggarakar
(Pasal 34 ayat (1) dan aya pemilihan kepala daerah
(2)) dan wakil kepala daerah
selambat-lambatnya dalam
waktu tiga bulan (Pasal 58
ayat (4)
7. Undang-Undang Nomor 32Kepala daerah dan “Dipilih secara langsung” | Apabila kepala daerah Apabila wakil kepala daera|

Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah

gwakil kepala daerah
“dipilih dalam satu

satu paket dengan kepala
daeerah (Pasal 56 ayat (1)

diberhentikan sementara
wakil kepala daerah

diberhentikan sementara

tugas dan kewajiban waki

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.
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No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

pasangan”calon yang
dilaksanakan secara
demokratis
berdasarkan asas
langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Pasangan
calon diajukan oleh
partai politik atau
gabungan partai politik.
(Pasal 56 ayat (1) dan aya
2)

dan ayat (2))

melaksanakan tugas dan
kewajiban kepala daerah
sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatal
hukum tetap (Pasal 34 aya
(1))
Sedangkan apabila kepalg
daerah dan wakil kepala
daerah diberhentikan
sementara, Presiden
menetapkan penjabat
Gubernur atas usul Menter
Dalam Negeri atau penjaba
Bupati/Walikota atas usul
Gubernur dengan
pertimbangan DPRD
sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatal
hukum tetap (Pasal 34 aya
©)
Apabila kepala daerah
diberhentikan berdasarka
putusan pengadilan yang
telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
kepala daerah diganti olef
wakil kepala daerah

kepala daerah dilaksanakg
oleh kepala daerah sampa
dengan adanya putusan
pengadilan yang telah

n memperoleh kekuatan

t hukum tetap (Pasal 34 aya
1)

Dalam hal terjadi
kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang sisa
masa jabatannya lebih da
18 (delapan belas) bulan,
kepala daerah
itmengusulkan 2 (dua)
orang calon wakil kepala
daerah untuk dipilih oleh
Rapat Paripurna DPRD
berdasarkan usul partai
politik atau gabungan

n partai politik yang

I pasangan calonnya terpili
dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala
ndaerah

(Pasal 35 ayat (2)

N

1

t

=,

=

sampai berakhir masa

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.
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No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantia

n Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

jabatannya dan proses
pelaksanaannya dilakukar
berdasarkan keputusan
Rapat Paripurna DPRD
dan disahkan oleh Presids
(Pasal 35 ayat (1)

Dalam hal kepala daerah
dan wakil kepala daerah
berhenti atau
diberhentikan secara
bersamaan dalam masa
jabatannya, Rapat
Paripurna DPRD
memutuskan dan
menugaskan KPUD untuk
menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak
ditetapkannya penjabat
kepala daerah.

(Pasal 35 ayat (3)

:

2N

Undang-Undang Nomor 12 Kepala daerah dan wakil

Tahun 2008
Perubahan  Kedua
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah

tentan

J kepala daerahdipilih

Atgs dalam satu pasangan

P calon” yang dilaksanakan
J secara demokratis

Dipilih satu paket dengan
kepala daerah (Pasal 56)

berdasarkan asas langsung,

Idem dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Wakil kepala daerah

Idem dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Kemudian untuk mengisi

menggantikan kepala

kekosongan jabatan wakil
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No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantia

n Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.Pasangan
calon diusulkan oleh partai
politik, gabungan partai
politik, atau perseorangan
yang didukung oleh
sejumlah orang yang
memenuhi persyaratan.
(Pasal 56)

daerah sampai habis mas
jabatannya apabila kepalg
daerah meninggal dunia,
berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat
melakukan kewajibannya
selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus
dalam masa jabatannya
(Pasal 26 ayat (3)

akepala daerah yang berag
dari partai politik atau
gabungan partai politik
dan masa jabatannya
masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih,

kepala daerah mengajukan

2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah berdasarkg
usul partai politik atau
gabungan partai politik
yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil
kepala daerah untuk dipili
oleh Rapat Paripurna
DPRD. Untuk mengisi
kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang berag
dari calon perseorangan
dan masa jabatannya
masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih,
kepala daerah mengajuka
2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah untuk dipili
oleh Rapat Paripurna
DPRD. (Pasal 26 ayat (4)
dan ayat (5)

al

n

=

al

>

=

Terkait mekanisme
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No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

penggantian wakil kepala
daerah, dalam hal terjadi
kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang beradal
dari partai politik atau
gabungan partai politik
karena meninggal dunia,
berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat
melakukan kewajibannya
selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus
dalam masa jabatannya
dan masa jabatannya
masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih,
kepala daerah mengajukan
2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah berdasarkan
usul partai politik atau
gabungan partai politik
yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil
kepala daerah untuk dipili
oleh Rapat Paripurna
DPRD. Dalam hal terjadi
kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang beradal
dari calon perseorangan

=

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.

Xi



No.

Undang-Undang

Mekanisme Rekruitmen

Mekanisme Penggantian Ditengah Masa Jabatan

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

karena meninggal dunia,
berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat
melakukan kewajibannya
selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus
dalam masa jabatannya
dan masa jabatannya
masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih,
kepala daerah mengajuka
2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah untuk dipili
oleh Rapat Paripurna
DPRD.

(Pasal 26 ayat (6) dan aya

(7)

>

=

At

Sumber: Elaborasi dari berbagai undang-undangrigmiamerintahan daerah dari tahun 1945 sampai dessfarang.
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BAB IV
ANALISISYURIDIS
PENGATURAN MEKANISME PENGISIAN
JABATAN KDH

A. Umum

Indonesia merupakan salah satu negara demokretisste di dunia,
hal ini terwujud setelah Indonesia memasuki orderneasi pada tahun 1998,
dimana telah terjadi transisi kekuasaan secaraidaeialui pemilihan umum
pada tahun 1999, yang dilaksanakan secara langamngn, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Penegasan bahwa Indonesia mermpakegara yang
demokratis dapat diketahui dari landasan hukunmtggt di Indonesia, yaitu
di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yangnyatakan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakaenurut Undang-
Undang Dasar’.

Terhadap penafsiran substansi Pasal 1 ayat (2) NRDTahun 1945
tersebut, Jimly Asshiddigie menyatakan bahpertama;rakyat merupakan
sumber kekuasaan negara, rakyat pula yang secagsuag atau pun
tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggagara, dan pada
akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulakyplenggaraan negara itu
sesungguhnya dimaksudkan. Inilah yang tercermemnuaemboyan "dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat". Bahkan, dapat dkepi lagi dengan tambahan
bahwa dalam menyelenggarakan usaha-usaha kekuasgana itu, para
penyelenggaranya harus menempatkan dirinya deiaiy,adan tidak berjarak
dengan rakyat. Untuk itu, semboyannya dapat disemagan menjadi, "dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaatékiedua; kekuasaan dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaataity harus diselenggarakan
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menurut UUD NRI Tahun 194%? oleh semua organ negara dan oleh semua
pejabat negara menurut ketentuan yang diatur dardakonstitusi.
Prinsip inilah yang biasa dinamakan sebagai dersolanstitusional atau
constitutional democracyyaitu demokrasi yang berdasar atas hukum, bukan
demokrasi tanpa aturan hukuiketiga; pelaku kedaulatan rakyat itu bukan
hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD, dan daldmbaga-lembaga
peradilan seperti MA dan MK. Hanya saja, ada lenabggng mendapatkan
mandat dan pendelegasian kekuasaan secara lamgslatig pemilihan umum
seperti MPR, DPR, DPD, serta Presiden, dan ada yarlg mendapatkan
kekuasaan melalui sistem perwakifan.

Sebagai perwujudan kedaulatan tersebut, salah catnya adalah
melalui pemilu, yang di dalam perkembangannya tiaakya untuk memilih
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRBtapi juga untuk
memilih KDH baik gubernur, bupati/walikota. Pemdil KDH secara
langsung pada saat ini termasuk juga di dalam rg@milu dan disebut
pemilihan umum KDH, atau sering disebut pemiluk&da.

Kualitas demokrasi amat ditentukan oleh berkualdgsu tidaknya
proses rekruitmen para wakil dan pimpinan-pimpinakyat. Dihubungkan
dengan perihal pemilukada, demokrasi di tingkatalolekan berjalan
maksimal apabila seleksi para wakil rakyat berjalangan (kompetisi yang)
adil. >®® Esensi demokrasi yaitu muncul partisipasi masyarauntuk

menggunakan hak politiknya sehingga tercgwa society

#4ihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1948ng menyatakan:
“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksaaakmenurut Undang-Undang Dasar.”

239Jimly Asshiddigie Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republiohesia
Tahun 1945, et. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 10-12.

%9 jhat Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

“Indonesia Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umitt, No. 22 Tahun
2007, LN No. 59 Tahun 2007, TLN No. 4721, lihat &&k angka 1, yang menyatakafemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pernittuk memilih kepala daerah dan wakil
kepala daerah secara langsung dalam Negara KesatRapublik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republidohesia Tahun 1945.”

238 eo Agustino.op. cit, hal 9.
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Di dalam perspektif hukum tata negara, jabatan guloedan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wata dan wakil walikota
selaku kepala pemerintahan eksekutif merupakartgalaolitik yang harus
dibedakan dari jabatan-jabatan yang bersifat telagisinistratif. Jabatan
politik diisi dengan prosedur politiKpolitical appointment), sedangkan
jabatan administratif diisi menurut prosedur tekadministrati”>° Adapun
pengangkatan KDH dapat dilakukan dengan berbagai Aala yang diangkat
dengan cara pemilihgelected public officialsjflan ada yang diangkat tanpa
pemilihan(non-elected public officialsjlabatan-jabatan yang diisi dengan cara
pemilihan pada umumnya adalah jabatan yang dikategosebagai jabatan
politik, sedangkan yang diisi dengan pengangkateerupakan jabatan
administratif?*

Jabatan yang diisi melalui pemilihan juga dapatediikan dalam
berbagai kategori, yaityemilihan yang bersifat langsungdemokrasi
langsung) oleh rakyat dayang tidak langsungdemokrasi tidak langsung)
oleh rakyat. Ada juga jabatan yang diisi melalunpéan, tetapi bukan oleh
rakyat, melainkan oleh badan-badan tertentu yangjamie konstituen dari
jabatan yang dipilih itu sendiri. Pemegang jabategara disebut pejabat negara,
sedangkan pemegang jabatan negeri disebut pejagatinPejabat negara
adalah orang yang menduduki atau memegang jabatahk pmelalui
pemilihan yang bersifat politik atau melalui pengleatan, tetapi jabatannya
itu sendiri bersifat politik. Pejabat negeri adal@megang jabatan publik

melalui pengangkatan yang bersifat administfatif.

Terkait dengan pertanggungjawaban jabatan poligk gabatan
administratif, dapat dibedakan antara pertanggwaf)an politik dan
pertanggungjawaban hukum (bukan politik). Tiap tabasecara langsung
dipertanggungjawabkan kepada publik, dan semestbsmmda di bawah

pengawasan langsung dari publiRengisiannya senantiasa memerlukan

2393imly Asshiddigie Pokok-Pokok....op. cjthal 750.
*9bid., hal. 745.

2hid.
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keikutsertaan ataupun pengukuhan pubBebaliknya, jabatan-jabatan yang

tidak memerlukan pertanggungjawaban secara langsleng juga tidak

memerlukan pengawasan serta kendali secara langsehgpublik, dapat

diisi tanpa partisipasi ataupun dukungan langsuargmiiblik?** Atas dasar,

itu pengisian jabatan dapat dibedak&h:

a. pengisian jabatan dengan pemili{atection);

b. pengisian jabatan dengan pengangkatan/penunfakaonintment)dan

C. pengisian jabatan yang sekaligus mengandunggamgkatan dan
pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataatiaigsn).

Jabatan KDH merupakan jabatan yang bersifat pplitikaka
pertanggungjawabannya pun dilakukan secara langsemada publik
ataupun berada di bawah pengawasan langsung datik,psehingga
pengisiannya pun senantiasa memerlukan keikutsertasaupun
pengukuhan publik** Atas dasar itulah, karena KDH merupakan pejabat
negara sekaligus juga jabatan politik, maka mekaaispengisiaan
jabatannya pun harus dapat dipertanggungjawabkpadikepublik ataupun
berada di bawah pengawasan langsung dari publithgga pengisiannya
pun senantiasa memerlukan keikutsertaan ataupugugehan publik.
Adapun jabatan politik tersebut dapat diisi melgh@milihan, yang dapat
dibedakan dalam berbagai kategori, ygemilihan yang bersifat langsung
oleh rakyat, dayang tidak langsungleh rakyat.

Mekanisme pengisian jabatan kepala eksekutif, dapetalui
beberapa mekanisme, yaitpertama; the chief executive appointed by the
central goverment or other higher uni{gepala eksekutif diangkat oleh
pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggkedua; the chief executive
elected by counci(kepala eksekutif dipilih oleh dewarff®ketiga; the

43 Gde Pantja Astawanp. cit, hal. 221-222.

*pid., hal. 222.

*bid.

2*samuel Humes and Eileen Martop. cit, hal 137-140.

249pjid., hal 140-142.
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chief executive elected by popular vdtepala eksekutif dipilih melalui
pemilihan umum)?*’ dankeempat: the chief executive appointed by council
(kepala eksekutif diangkat oleh dewaf)

B. Pengaturan Mekanisme Pengisian Jabatan KDH di dalam UUD NRI
Tahun 1945 Khususnya Pasal 18 ayat (4)

1. Sgjarah

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan daad
hukum tertinggi bagi pengaturan mekanisme penyegl@raan pengisian
jabatan KDH di Indonesia, termasuk di dalam Bab whnhtang
Pemerintahan Daerah. Di dalam bab tersebut, terdadpsal 18, Pasal
18A, dan Pasal 18B. Bab ini termasuk dari bebefaga yang telah
diamandemen pada Perubahan Kedua UUD NRI Tahun, 1846
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000aali Sidang Umum
Tahunan MPR-RI Tahun 2000.

2. Landasan Pemikiran

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD THRUN
1945 hasil amandemen telah mengalami banyak pesabgng mendasar,
antara lain menyangkut materi muatan yang terkaigedn paradigma
kedaulatan rakyat, paradigma negara hukum, dandigama check and
balance Berdasarkan paradigma tersebut, di dalam Kkostipssca
amandemen ditegaskan bahwa pengisian jabatan eksa&n legislatif

dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rald/at.

2 bid., hal 144-146.
28pid., hal 142-144.

249Dahlan Thaibpp. cit, hal 48.
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Berdasarkan perdebatan yang ada di dalam rapdtpapa saat
pembahasan Amandemen Kedua Perubahan UUD NRI Ta84&>°
nampak jelas bahwa kemauan fraksi-fraksi yang adh dalam Panitia
Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, menginginkarhwba
pemilihan KDH (gubernur, bupati, walikota) dilakukenelalui pemilihan
langsung oleh rakyat. Hal ini terjadi karena sistpemilihan KDH
melalui perwakilan dengan DPRD seperti yang diaiudalam UU No.
22 Tahun 1999 sangat sarat dengamey politic™> untuk itu pemilihan
KDH melalui pemilihan langsung diharapkan akan nmemalisir politik
uang. Hal ini juga semakin diperkuat dengan adamgeana pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung seledejaidari eforia
reformasi pada saat itu, sehingga untuk sinkronipata rekruitmen
jabatan politik, saat itu timbul wacana yang kuattuk melakukan
pemilihan KDH secara langsufitf.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya usulan darebatea fraksi di
MPR, yang mengusulkan rumusan rancangan pasal gdagli dalam

Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayga(ig menyatakan”
“Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara deknatis yang
pelaksanaannya diatur dalam undang-undangDengan argumentasi
menangkap aspirasi yang berkembang di bawah, namaak
kecenderungan untuk bisa memiliki gubernur, walkaitau bupati yang
dipilih langsung oleh masyarakat. Kecenderungarcukiup tinggi, oleh
karena itu beberapa fraksi mengusulkan apabilakett'dipilih secara

% jhat risalah rapat-rapat pembahasan Amandemen &&tuD NRI Tahun 1945 di
Sidang Umum MPR-RI Tahun 2000.

*IKetika sedang berlangsung pembahasan mengenai Ammend Kedua UUD NRI
Tahun 1945, mekanisme mengenai pemilihan KDH ddakkan melalui pemilihan oleh DPRD,
seperti yang diatur di dalam Pasal Pasal 34 @yadan ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999, yang
menyatakan:
(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kiep@aerah dilakukan oleh DPRD melalui
pemilihan secara bersamaan.
(2) Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil KepalarBlaeditetapkan oleh DPRD melalui tahap

pencalonan dan pemilihan
2| jhat Risalah rapat-rapat pembahasan PerubahanaKeduD NRI Tahun 1945,
Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | pada tanggal 29 R0€0, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | pada

tanggal 29 Juli 2000, Risalah Rapat Paripurna Ksdang Tahunan MPR RI tanggal 10 Agustus
2000, Risalah Rapat Komisi A pada Sidang TahunaR#RPtanggal 12 Agustus Tahun 2000.
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demokratis”ini diganti dengan kata-katdipilih langsung.”?**

Salah satu ruh tuntutan bergulirnya reformasi oliyang
berlangsung sejak tahun 1998 lalu adalah membehkirkepada rakyat
Indonesia untuk bisa menentukan (memilih) pemimgecara langsung
dari pimpinan tingkat pusat hingga tingkat kabupdteta. Ruh dari
proses demokratisasi yang bergulir di Indonesialahdanenegakkan
prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dantuknrakyat” atau
melaksanakan sistem presidensial yang mengharystempin dipilih
langsung oleh raky&t?

Pemikiran di atas dapat diketahui dari substansgatiran yang
ada di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaijpertama Pasal 6A ayat (1)
dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan baHW®eesiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsoleh rakyat, dan
"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diuasnlloleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemdn umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umunkedug Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat
(1), dan Pasal 22 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 egaskan tentang
pemilihan anggota DPRD Propinsi dan DPRD KabupHizta,
pemilihan anggota DPR Pusat, dan pemilihan ang@i® dilakukan
secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan unkietiga, pemilihan
umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden €kitf), anggota
DPR pusat, propinsi, kabupaten/kota, serta ang@R® ditegaskan
kembali di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahu43, yang
menegaskan:Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih artggo
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeralesilen dan
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dari pasal-pasal di atas, semuanya menegaskan bahatan
eksekutif untuk tingkat pusat, dan legislatif baik pusat maupun di

daerah dilakukan melalui pemilihan langsung olekyaa Sebagai

B3pid.

M Harry Mulya Zein, “Wacana Pemikiran AlternatifuBernur Diangkat Presiden”,
Media Indonesia, Selasa 1 Februari 2011.
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bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI, datagtakukan pemilihan
KDH dan Wakil KDH, seharusnya sinkron dengan pédraili Presiden dan
Wakil Presiden, yaitu pemilihan secara langsungs@nping itu terdapat
beberapa alasan lain, yang mengharuskan melakwémiitpan KDH dan
Wakil KDH secara langsung, yaift? pertama mengembalikan kedaulatan
ke tangan rakyat. Warga masyarakat di daerah, aebagian yang tidak
terpisahkan dari warga negara Rl secara keselurybga berhak atas
kedaulatan yang merupakan hak asasi, yang telamidijoleh konstitusi.
Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah beikkasskedaulatan yang
dimiliki, harus diberi kesempatan untuk ikut mend@n masa depan
daerahnya masing-masing, antara lain dengan mekibH dan Wakil
KDH secara langsung.

Kedua; legitimasi yang sama antara KDH dan Wakil KDH demga
DPRD. Anggota DPRD dipilih secara langsung olehyaalknelalui
sistem proporsional dengan daftar calon terbukabfg@ KDH dan Wakil
KDH tetap dipilih oleh DPRD, tingkat legitimasi ajgja DPRD jauh lebih
tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki KDH deaWakil KDH. Ketiga;
kedudukan yang sejajar antara KDH dan Wakil KDH gien DPRD.
Untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajaaranKDH dan
Wakil KDH dengan DPRD, KDH dan Wakil KDH harus dipisecara
langsung oleh rakyat.

Keempat; mencegah atau meminimalisir terjadinya politik uang
Masalah politik uang ini dimungkinkan terjadi kaaebagitu besarnya
wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses p#rai KDH dan
Wakil KDH di masa lalu. Dengan dilakukannya penaihhKDH dan
Wakil KDH secara langsung, kemungkinan terjadingltig uang ini bisa
diminimalisir, atau setidak-tidaknya bisa dikurangipabila masih ada
pihak-pihak yang ingin melakukannya, maka akandmapan dengan para

pemilih yang jumlahnya jauh lebih banyak.

#*Rozali Abdullah. op. cit., hal 53-55.
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Mengutip pendapat Andi A Mallarangeng, dikatakahvisa dalam
berbagai kasus pemilihan KDH, seringkali aspiraakyat kurang
diperhatikan. Partai lebih dominan menentukan catepala daerah,
sehingga acap kali pemilihan KDH menimbulkan kemekarena tidak
bertemunya antara aspirasi rakyat dan realitasilpdii daerah itu dengan
kepentingan partai. Untuk itu, disarankan dibuat yahg mengatur
pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, atau keéh) secara langsung.
Rakyat yang menentukan siapa kepala daerafifiya.

Di dalam rapat-rapat pembahasan Amandemen Kedua NRD
Tahun 1945, nampak tergambar dengan sangat kuagiken fraksi-
fraksi di MPR untuk melaksanakan pemilihan guberrhupati, dan
walikota melalui pemilihan langsung oleh rakyat. pifanengingat,
karena pembahasan substansi pemilihan KDH sepang gimaksud di
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dilakukarbarengan
dengan pembahasan substansi yang memperhatikaruskeddn dan
keragaman daerah seperti yang tercantum di dalaal R8A UUD NRI
Tahun 1945, dan juga pembahasan substansi mengengakuan dan
penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintabaahdgang bersifat
khusus, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukainbeskerta hak-hak
tradisionalnya seperti yang dimaksud di dalam Pass8 UUD NRI
Tahun 1945, maka dengan memperhatikan hal tersddoutjuga tidak
menyamaratakan antara daerah otonom dengan dabretus atau
istimewa, sebagai jalan tengahnya rumusan Pasaydi8(4) UUD NRI
Tahun 1945 tidak dirumuskan dengardipilih secara langsung

tetapi”dipilih secara demokratis 2°’

26 Andi  Mallarangeng, “Parpol Masih Dominan Tentukanepéla Daerah”,
http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.plap@=3438&coid=3&caid=22 diunduh 14
Juni 2011.

%’Lihat Risalah rapat-rapat pembahasan PerubahanaKetuD NRI Tahun 1945,
Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | pada tanggal 292000.
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3. Substansi Pengaturan

Mekanisme pengisian jabatan KDH, baik itu padaki&tgropinsi,
kabupaten/kota diatur di dalam Perubahan ke 1l UURI Tahun 1945,
Pasal 18 ayat (4) menegaskaBubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintahan propinsi, katerpadan kota dipilih

secara demokratis.”

Terhadap penafsiran Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tah@A5
tersebut, Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa ketenpemilihan secara
demokratis dalam ayat (4) ini dapat dilaksanakask bmelalui cara
pemilihan langsung oleh rakyat atau dengan caek tidngsung melalui
DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis, dan n&argu
konstitusional. Hanya saja, dewasa ini ketentuadijabarkan lebih lanjut
dalam UU, yaitu bahwa pemilihan itu dilakukan meilgdemilihan umum
KDH atau disingkat pemilukada. Namun apabila sulédika akan
diadakan perubahan sehingga pemilihan cukup diadakaara tidak
langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus wi@ag sama
demokratisnya dan sama-sama konstitusiondfi\zal ini senada dengan
pendapat Mahfud MD.

Pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Bhenyaminssdoe
dikatakan bahwa pengertian “demokratis” tidaklapadadiartikan bahwa
pemilihan KDH dilaksanakan melalui pemilihan langguatau melalui
sistem perwakilan (melalui DPRD). Mekanisme perailKDH secara
langsung dapat secara “demokratis” atau “tidak deais”. Begitu pun
juga pemilihan KDH secara tidak langsung dapatrbeédemokratis” atau
“tidak demokratis”. Pengertian demokratis bukanldititik beratkan
kepada cara atau mekanisme apakah pemilihan KDakukhn sacara
langsung ataupun melalui sistem perwakilan (dipibleh DPRD).
Pengertian “demokratis” lebih diartikan, bahwa péran KDH tersebut
dilakukan dengan cara bebas dari politik uamgr{ey politi¢ dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat.

“8Jimly Asshiddigie Komentar Atas..op. cit, hal. 59.
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Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddigie di atas,usam“dipilih
secara demokratisapabila diinterpretasikan dapat memiliki dua makna
pertama; mekanisme pengisian jabatan KDH dapat dilakukararsec
langsung, yaitu rakyat yang memiliki hak pilih dagecara langsung
memilih calon KDH yang sesuai dengan hati nuranirsgperti halnya
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mekanismgersie ini telah
diakomodasi di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo UU &&.Tahun 2008.
Kedua; mekanisme pengisian jabatan KDH dilakukan secadakti
langsung, atau melalui sistem perwakilan, dengaa dgilih oleh DPR
seperti yang telah diatur sebelumnya di dalam UU 2 Tahun 1999,
sehingga pengertian “demokratis” lebih dititikb&eat kepada
“mekanisme pemilihan” apakah dilakukan secara langsatau melalui
sistem perwakilan. Pendapat Bhenyamin Hoessein, ggogan
“demokratis” tidak menitikberatkan kepada mekanispeenilihan KDH
apakah dilakukan secara langsung atau melalui péana tetapi lebih
menitikberatkan kepada hakikat demokratis itu sengaitu bebas dari
politik uang dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Terkait dengan pengaturan mekanisme pengisiangjatsédH, Pasal
22E UUD NRI Tahun 1945 yang lahir melalui Perubalatiga, tidak
memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) sebageh salfa bentuk

pemilu %>

, melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang
mengatur mengenai DPRD. Hal ini, setidaknya dapiafrtckan

bahwa konstitusi tidak hendak memasukkan pemilik®H dalam

9 jhat ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yaegyatakan:

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, unhebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih argdoéwan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presidan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DeRemvakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai phkiliti

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewenwakilan Daerah adalah
perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisnilgean umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatengan undang-undang.
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pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksudd&asal 22E
ayat (2) yang menyatakariPemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Ré&ilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilaky@t Daerah.”
Atau dapat dikatakan bahwa MPR-RI sebagai lembaggamna yang
mempunyai kewenangan melakukan amandemen konstitdak
menganggap ketentuan Pasal 18 ayat (4) bertentalteyagan Pasal 22E,
sehingga pada  Perubahan Ketiga ayat tersebut tidak
dipindahkan/dimasukkan dalam Pasal 22E.

Adapun pengertian frasalipilih secara demokratis”tidak harus
berarti dipilih secara langsung oleh rakyat, tetdjmilih secara tidak
langsung pun (melalui DPRD) dapat diartikan demikrasepanjang
prosesnya demokratis, karena yang lebih utama ladelhwa pemilihan
KDH tersebut harus terhindar dari politik uang dasuai dengan aspirasi
masyarakat. Harus diingat, bahwa NKRI mengakui danghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifagughatau bersifat
istimewa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B8(ay UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, Pemerintah berpendbphatva tidak
dimasukkannya Pasal 18 ayat (4) pada Bab Pemilimanm dalam UUD
NRI Tahun 1945, adalah keputusan politik yang cukijpksana dalam
memelihara keberagaman daerah, stabilitas padigika menjaga keutuhan
NKRI.?%°

. Tantangan dan Hambatan

Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan KDHers§egang
diatur dalam Perubahan ke Il UUD NRI Tahun 194%PE8 ayat (4), yang
menegaskan‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sediag
kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kiata dipilih secara
demokratis.” Dalam implementasi penjabaran lebih lanjut di wohala

peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya,usaom ini

%9 eg Agustino,op. cit, hal 79-80.
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menimbulkan multi tafsir dan mengundang perdebapakah pengertian
“dipilih secara demokrati$ berarti pemilihan gubernur, bupati/walikota
dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyatykath melalui sistem
perwakilan, yaitu pemilihan oleh DPRD.

Pengertian “demokratis” dapat diartikan demokraserarti
pemerintahan dari rakyat, yaitu dengan perantarkilamekilnya yang
dipilih secara bebas, yang kemudian diartikan pertadran dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk raky&. Hal ini pada intinya bahwa hanya
menerangkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh ra#tga rakyat, dan
untuk rakyat, sedangkan mekanisme dapat melaluiillipam langsung
dari rakyat atau melalui sistem perwakilan. Pengertdemokratis
memiliki arti dapat dipilih langsung oleh rakyataat melalui sistem
perwakilan.

Hal ini semakin diperkuat dengan tidak dimasukkanpgmilihan
KDH di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 194Bnegaskan
bahwa:“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih ariggdoewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presidan Wakil Presiden,
dan Dewan Perwakilan Rakyat DaeraliPemilihan KDH tidak dimasukkan
ke dalam Pasal 22E karena pemilihan KDH sepertudidalam Pasal 18
ayat (4) hanya menyatakédKepala Daerah dipilih secara demokratik”.
Sehingga hal ini menimbulkan penafsiran bahwa peaml KDH tidak
masuk di dalam rezim pemilihan umum.

Terhadap penafsiran mengenai substansi pengatudaladn Pasal
22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Jimly Asshiddidgrerpendapat
bahwa pengertian mengenai pemilihan umum dalaml P2&a ayat (2)
tidaklah dimaksudkan sebagai definisi, apalagi rdgifi yang tertutup,
seperti dirumuskan dengan kalimat “pemilu adalah.Oleh karena itu, di
kemudian hari, pengertian pemilihan umum ini dagaa berkembang
tidak hanya terbatas untuk memilih para pejabatgyaecara eksplisit
disebut di sini, yaitu “anggota DPR, DPD, Presidam Wakil Presiden,
dan DPRD”. Hal ini sudah terbukti dengan dikembamgkya kebijakan

#61l5amsul Wahidin,op. cit, 65.
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bahwa pemilihan KDH yang demokratis menurut ket@ntBasal 18 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 juga diselenggarakan melalpemilihan

langsung, umum, bebas, jujur, dan berkeadilan, nggai pemilihan

demikian dipandang tercakup pula dalam pengertias pemilihan umum
berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRiuifal945.

Pengertian luas ini diakomodasikan dalam ketentuanNo. 12 Tahun

2008, dan dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2007.gBerdemikian

pemilihan KDH yang sebelumnya disingkat pilkadaltetesmi menjadi
bagian dari rezim hukum pemilu, sehingga sebutammwadapat diubah
menjadi pemilihan umum KDH, disingkat pemiluk&d.

Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tah@45 tidak
mengandung kepastian hukum, apakah mekanisme p@emgebatan
KDH ditentukan melalui pemilihan secara langsunghoftakyat atau
pemilihan melalui sistem perwakilan. Dalam impletasinya
terkadang menimbulkan multi tafsir dan perdebatanplikasinya
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18& &pa UUD NRI
Tahun 1945 sangat tergantung kepada situasi dardidipnserta

kemauan politik dari pembentuk UU.

C. Pengaturan Pemilukada di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12
Tahun 2008

1. Sgjarah

UU No. 32 Tahun 2004 disahkan oleh Presiden padgg#h 15
Oktober 2004. Merupakan pengganti UU No. 22 Tah@99]1 karena
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keakis@atanegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daéfasedangkan UU No. 12 Tahun
2008 dibentuk oleh pemerintah dan DPR tidak hanyakumenjawab
sekaligus menjadi dasar hukum bagi keputusan MK gewra

%2 Jimly Asshiddigie.Komentar Atas..., op. cithal 79-80.

3 ndonesia,Undang-Undang Pemerintahan DaetadU No. 32 Tahun 2004, LN No.
125 Tahun 2004, TLN No. 4437, ketentuan menimbangftc.
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diperbolehkannya calon perseorangan (independeuk ikut serta dalam
pemilihan KDH langsung®®* tetapi juga untuk menutupi beberapa
kelemahan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 terutamaat@ap hal-hal
yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabafakil KDH yang
menggantikan KDH yang meninggal dunia, mengundudkan berhenti,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya selamanéng bulan secara

terus-menerus dalam masa jabatarfiiya.

2. Landasan Pemikiran

Dalam masyarakat yang demokratis pemilihan KDH mekan
suatu proses pergantian kekuasaan dengan damag @wgekukan
secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yagariskan konstitusi.
Penggantian KDH merupakan salah satu proses pojiikg sangat
penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahdsechh. Di dalam
ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 TaR0@A9, mekanisme
sistem pengisian jabatan KDH dilakukan melalui pigvan langsung oleh
rakyat. Hal ini merupakan perubahan dari sistermvakitan yang di atur
di dalam UU No. 22 Tahun 1999, yang bertujuan umhédngembalikan
kedaulatan ke tangan rakyat sesuai tuntutan refyramandemen UUD
NRI Tahun 1945, dan sinkronisasi sistem rekruitpejabat negara.

Sistem perwakilan yang selama ini dipraktikkan saamilihan
KDH seperti yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahig99, telah
gagal menjalankan amanat konstitusi untuk t@rdnya ajaran
kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraante®isperwakilan
dalam pemilihan KDH begitu mudah direkayasa, diweasi, politik
uang, dagang sapi, tawar-menawar, dan penyimpgrgayimpangan

lainnya. Pemilihan KDH secara langsung diharapkawat menghasilkan

#ndonesiaUndang-UndandPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 TabB08,2.N No. 59 Tahun 2008, TLN No.
4844 | lihat ketentuan menimbang huruf c.

29bid., lihat ketentuan menimbang huruf d dan huruf e.
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figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas, degitimate.Dengan
pemilihan langsung akan lebih mendekatkan pemdrig@ngan yang
diperintah, dan akuntabilitas KDH benar-benar {artukepada
masyarakat®®

Pemilihan KDH secara langsung merupakan salahlaagkah maju
dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Demakdagingkat nasional
akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewastagyzaia tingkat
lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baiketeih dahulu. Maksudnya,
demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke gaalg lebih baik apabila
tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan skesantunan politik lokal
lebih dulu terbentuk. Ini artinya, kebangkitan dérasi politik di Indonesia
diawali dengan pemilukada, sebagai upaya membangondasi
demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi dikéinkpkal)?®’

Merujuk pada kenyataan saat ini, di mana politikalojustru
menggambarkan banyak hal tentang politik serba;nakaka
pemilukadamenjadi sumbangsih tersediri bagi upaya untuk ninama
politik dalam arti yang lebih luas. Dengan mengdameasumsi-asumsi
umum yang sering didengar, salah satunya BrianI5(i®85), yang
mengatakan bahwa pemilihan langglocal government headtanlocal
representative councthdalah salah satu persyaratan bagi terwujudnya
pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsfta s

terbangunnyapolitical equality di tingkat lokal®®®

Oleh karena itu,
pemilukadayang telah dimulai pada pertengahan 2005 lalun aka
membawa perubahan ke arah demokratisasi. Jika demikkan
memahami, bahwa setidaknya dalam makna yang setdgrha
pemilukadaadalah alatfmeans)bagi demokratisasfends),yang

kemudian menjadi tujuaf?®

?%55amsul Wabhidinop. cit, hal 49-50.
5 eo Agustinoop. cit, hal 17.

%Brian Smith, dalam Leo Agustind?ilkada dan Dinamika Politik Lokal cet. 1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 223.

%9 eo Agustinoop. cit, hal 223.
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Salah satu perubahan yang sangat signifikan memamga
dinamika politik nasional dalam konteks politik &k adalah
diselenggarakannya pemilukada. Jika pada era Oade [gemilihan KDH
lebih bernuansalropping pusat. Kini pilihan rakyat adalah segalanya.
Logika yang dibangun dalam pemilihan KDH model ORi#ru adalah
pemilihan KDH yang bernuansa ketetapan dari puaag\bernuansa
surveillance. Ini artinya, calon-calon KDH minimal harus memiliki
kedekatan emosional dengan pemerintah pusat danpmamenjaga
stabilitas dinamika politik lokal demi melanggengk&ekuasaan
pemerintah pusat?

Pemilukada sebenarnya muncul atas dasar tarikkeenangan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dBIERI. Namun
sepanjang sejarah administrasi pemerintahan, pelaks pemilukada
baru dapat direalisasikan setelah reform#si.Jauh sebelum itu,
pemilihan secara langsung atas kepemimpinan fopada ranah publik
hanya sampai pada batas pemimpin lokal tingkat.@désa

Ide pemilukada dilatarbelakangi oleh berbagai ké&pdasan dan
penyimpangan di dalam proses pe3milihan KDH yatekakan oleh para
wakil rakyat di daerah, seperti yang terjadi dalkasus Maluku Utara,
Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, serta padakokalyapaten dan kota di
tanah air. Upaya untuk melaksanakan pemilukadarbokearti dapat secara
menyeluruh menghilangkan berbagai akibat negatifyyaasti ada. Namun
setidaknya dapat dieliminasi seminimal mungkin kntstabilitas dan

kedamaian masyarakat setenfgat.

“Mpid., hal 19.

2"wacana pemilukada dalam sejarah RI sebenarnyaddkipada masa berlakunya UU
No. 1 Tahun 1957, tetapi karena pertimbangan komutibtik, sosial, dan budaya, maka oleh
pembentuk UU wacana pemilukada untuk sementarandditusampai dengan waktu yang
memungkinkan.

2725amsul Wabhidinop. cit, hal 64-65.

23pid., hal 135.
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Pengaturan mengenai pemilihan KDH sebelum berlakusy No.
32 Tahun 2004, senantiasa menunjukkan peran tundggaDPRD sebagai
perwakilan rakyat di daerah. Dominasi, atau tegapgnguasaan mutlak
oleh DPRD itu menjadi satu catatan sejarah yaraggmjia minus, bahwa
ternyata sebagai akibat dari saratnya kepentingdwadap perebutan aset,
pemilihan langsung atas pemimpin formal tidak dibkan kepada rakyat
secara langsung. Sebagai legalitasnya senanttasaalidengan berbagai
alasan, seperti masih belum tingginya tingkat ekelal masyarakat,
masih belum siapnya perangkat, belum tersediamgasaan prasarana, dan
sebagainyd’

Pemilukada membawa perubahan mendasar pada aspek
administrasi pemerintahan dan lebih jauh juga ek ketatanegaraan
sebagai konsekuensi dari perubahan dalam sistealihger kekuasaan
secara damai pada tingkat nasional, yaitu dipiBhrigresiden secara
langsung oleh rakyat. Substansi pemilukada juga Ib@aeva perubahan
terhadap sistem administrasi serta pola kulturayarakat di daerah. Hal
ini disebabkan oleh strategisnya kedudukan lemhgie dalam sistem
pemerintahan daerah yang harusnya memang memerljgdaman
hubungan emosional yang erat dengan rakyatnya.aBipgg secara
administratif, sebagai konsekuensi dari negara tkesa harus tetap
terjaganya hubungan pusat dan daerah dalam sistgarankesatuafi®

Pemilukada menggambarkan idealisme pembentukanktatru
kekuasaan yang ingin dibangun berdasarkan hubuagwsional yang
kental dengan masyarakat yang didasari oleh paratperundangan-
undangan. Pemimpin yang dipilih adalah pilihan edkylan karena itu
semestinya bertindak untuk dan atas nama rakyah dantinya
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada tratyeay telah

memilihnya®’®

2"bid., hal 172-173.
29bid., hal 159.

279hjid., hal 160.
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Pemilukada dipersepsi akan memberi jaminan sejumlah
keunggulan di dalam masyarakat dalam hal realidasnokrasi yang
sebenarnya pada tingkat lokal. Dalam hubunganpimses pemilukada
dinilai dapat memenuhi kaidah proses demokrasi, di&an lebih
menjamin terwujudnya stabilitas yang mantap kareraibatkan unsur
partisipasi publik yang makin luas dari bawah seaspirasi masyarakat
lokal. Dengan patokan perolehan suara 50 perses) atlalah angka riil
dan mutlak yang merupakan cermin dan representasa Sakyat. KDH
terpilih akhirnya akan menjadi perwujudan kehendakyat, selain
tentunya mewakili aspirasi yang bersifat riil di syarakat karena
pemilihan dilaksanakan dengan asas kebebasan umbeknilih.
Masyarakat tidak ditekan apa lagi diintimidasi Wntunenjatuhkan
pilihannya untuk seorang calon. Mempunyai kebebas&unk menentukan
pilihan. Bahkan kebebasan untuk tidak menentukahhgm yang
merupakan konsekuensi dari tanggung jawab terhdeagokrasi yang
dijadikan sebagai pijakan pemilukatfa.

Pemilukada dapat memberi keleluasaan bagi lebihatcep
merembesnya nilai-nilai keterbukaan, kemandiriaam difat kejujuran
pada masyarakat itu. Masyarakat diharapkan dapaih lelewasa
menyikapi makna kemenangan dan Kkekalahan dalam akebu
pemilihan. Refleksi dari suara rakyat yang diwujalike dalam proses
pencoblosan, sekurangnya dapat menjadi media umerkghindarkan
diri dari bentuk desakan kekuasaan yang tidak s@mgas berupa
intimidasi, tekanan moral, dan perasaan bersalaig y@engemuka
bahkan dalam bentuk tindak kekerasan mé&$sa.

Proses yang puncaknya adalah pada pemungutan skama
menjadi media yang secara konkret dan lebih rdsmoeadidik masyarakat
untuk menjatuhkan pilihan dengan segala konsekugnsDi sini makna

penyaluran aspirasi masyarakat untuk memilih permm@m menemukan

2Mpjid., hal 140-141.

28hid., hal 143.
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bentuk konkret. Sebagai konsekuensi lanjutanny&ladsentuk dukungan
yang tentu saja diberikan oleh masyarakat yang htefaemilin
pemimpinnya sendiri dengan penuh kesadaran daguaggwal’.’®

Pada dimensi lain, memang tetap masih ada kemuagkin
terjadinya kekerasan terhadap proses dan datatuHalungkin terjadi
karena ketidakdewasaan masyarakat. Namun bagaioranag itu
harus dipandang sebagai semacam dampak yang hsediatan pula
media untuk eleminasinya. Penekanan terhadap kalkef@oses dan data
ini menjadi sesuatu yang menarik sebagai catatdankupelaksanaan
pemilukada di masa yang akan datang. Hal ini pditadari dengan
mengingat bahwa mekanisme pemilihan KDH secaraslamg ataupun
tidak langsung sejatinya harus dipandang sebaggiarbakecil dari
peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokalimid&rasi di tingkat lokal
pada dasarnya merupakan bagian dari demokrasitipg#at nasional yang
juga menghendaki pengaturan yang sama hanya paglaugi yang lebih
luas?®°

Pemilukada akan mewujudkan penguatan hingga peralgaash
demokrasi di tingkat lokal dalam proses pemilihaauarekruitmen,
KDH mendapat mandat politik dari warga masyarakatnyaitu*®":
pertama; dengan pemilukada penguatan demokratisasi di tinlgkaal
dapat berwujud, khususnya yang berkaitan denganbaegunan
legitimasi politik. Karena asumsinya, KDH terpilhemiliki mandat dan
legitimasi yang sangat kuat karena didukung olelrasspemilih nyatdreal
voters),yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik daapentingan
konstituen pemilih. Sehingga diharapkan kandidatgyterpilih secara
demokratis mendapat dukungan dari sebagian besgawaalau hanya
mayoritas sederhana (30% lebih) seperti yang diatkam oleh
kebijakan pemerintah. Legitimasi menjadi hal yarahgat penting
(sebagai modal politik) dan diperlukan oleh suatimgerintahan yang

2bid.
29pid.

284 @0 Agustino.op. cit, hal 9-11.
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akan/tengah berkuasa. Berbeda dengan pemilihan KBb€lumnya,
pemilihan KDH kala itu tidak langsung memberikarapgan berharga
padanya bahwa rakyat memiliki daulat. Pemilihangyelitis (dilaksanakan
di dalam ruangan parlemen daerah) kerapkali memaljk aspirasi
masyarakat di akar rumput.

Kedua,dengan pemilukada diharapkan mampu membangun serta
mewujudkan akuntabilitas (pemerintah) lok&dcal accountability).
Ketika seorang kandidat terpilih menjadi KDH (gulb@vbupati/wali
kota), maka pemimpin rakyat yang mendapat mandatebait harus
meningkatkan kualitas akuntabilitasnya (pertanggamgbannya
pada rakyat, khususnya konstituennya).

Mekanisme pemilihan KDH vyang selama ini berlangsung
(sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004) cendemegciptakan
ketergantungan yang berlebihan KDH pada parlemerPRD),
legislative heavysehingga KDH lebih meletakkan akuntabilitasnya pada
DPRD ketimbang pada warga masyarakat yang sehaaudigyani.
Dampak negatif yang muncul dari realita ini ialaldinnya fenomena
politik uang antara KDH dengan anggota DPRD, di andaporan
Pertanggungjawaban (LPj, Kini Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban [LKPj]) KDH menjadi komoditas nga
dinegosiasikan di antara kedua lembaga tinggi daekarenanya,
melalui mekanisme pemilukada diharapkan fenomermggatifeitu dapat
dikikis.

Ketiga; apabila local accountability berhasil diwujudkan, maka
optimalisasi equilibriumchecks and balanceantara lembaga-lembaga
negara (terutama antara eksekutif dan legislat#pad berujung pada
pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses denakrlevel
lokal. Keempat; melalui pemilukada peningkatan kualitas kesadaran
politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitagtigipasi rakyat
diharapkan muncul. Karena masyarakat saat ini danimuntuk
menggunakan rasionalitas, kearifan, kecerdasan, kpeduliannya

untuk menentukan sendiri siapa yang kemudian yaaggdap pantas
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dan/atau layak untuk menjadi pemimpin di tingkabvpmsi, kabupaten,
ataupun kota. Mekanisme ini juga memberikan jalatuk'me-melek-
kan' elite politik bahwasannya pemegang kedaulatan igolang

sebenarnya tidak berada di tangannya, melainkdetdkrpada tangan
rakyat.

Esensi pelaksanaan pemilukada bertujuan untuk  uatkan
legitimisi politik KDH.?®? Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan,
perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wak#sidRrn, maupun
pemilihan KDH dan Wakil KDH dari sistem perwakilake sistem
pemilihan langsung merupakan kemajuan yang sigmfikdalam
kehidupan berdemokrasi dan berkonstitusi pada igraittatanegaraan
Indonesia. Sistem politik lokal akan membuka rugagg lebih luas bagi
partisipasi rakyat dalam proses demoki&si.

Pemilihan secara demokratis terhadap KDH, dilakuldengan
mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menuruN@ILR2 Tahun
2003 menyatakan, antara lain bahwa DPRD tidak nieniilgas dan
wewenang untuk memilih KDH dan Wakil KDH, sehinggamilihan secara
demokratis dalam UU ini dilakukan oleh rakyat sadangsung. KDH dan
Wakil KDH dipilih secara langsung oleh rakyat ygogysyaratan dan tata
caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-uadarRasangan calon
KDH dan Wakil KDH dapat dicalonkan baik oleh partaolitik atau
gabungan partai politik peserta pemilu yang menigersejumlah kursi
tertentu dalam DPRD dan/atau memperoleh dukungara sialam pemilu

legislatif dalam jumlah tertentu, atau melalui igderseorangaft”

%83 @0 Agustino.op. cit, hal 126.
#3Dahlan Thaibpp. cit hal 49.

%4JU No. 32 Tahun 2004ap. cit, lihat Penjelasan Umum Nomor 4.
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3. Substansi Pengaturan

Pelaksanaan pemilukada merupakan koreksi terhadiksanaan
pemilihan KDH oleh DPRD sebagaimana pernah diatlard UU No. 22
Tahun 1999. Koreksi ini dilakukan dengan diimpéertasikannya
payung hukum pelaksanaan pemilukada, yakni UU RoT@&hun 2004,
yang kemudian diperbaiki melalui UU No. 12 Tahui®&0

Substansi mengenai mekanisme pengisian jabatan Hiatdir di
dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 24 ayat (5), @swakan:“Kepala
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dinthksula ayat (2) dan
ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsaleh rakyat di daerah
yang bersangkutan?®® Pasal 56 juga menegaskan bahwa:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih aal satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokbatidasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dah adi

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatigji)ken oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Kemudian ketentuan terhadap mekanisme rekruitmerH Kérkait
pencalonan yang pada UU No. 32 Tahun 2004, yangladranya dilakukan
melalui parpol, di dalam ketentuan UU No. 12 TaR008 dapat dilakukan
melalui jalur perseorangan. Sehingga di dalam UU Nb Tahun 2008,
ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) disempurnakajadieéiPasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan olahap politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yangutigng oleh sejumlah

(1)
)

3)
(4)
()

*8pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintBla@nah menyatakan bahwa:

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah dageang disebut kepala daerah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (fi)kuprovinsi disebut Gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebiiketa.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat @andli oleh satu orang wakil kepala
daerah.

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada(8yaintuk provinsi disebut wakil Gubernur,
untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk Katabut wakil walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimdinzaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dipilih dalam satu pasangan secara langsung olddyadi daerah yang bersangkutan.
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orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentdalam
Undang-Undang ini.*®

Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 24(&yatan Pasal 56
UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008, gitkan bahwa
mekanisme mengenai pemilihan KDH yang dianut duaiaUU ini adalah
“mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyatal ini sangat
berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuandigphlaal yang sama
sebelumnya, di dalam UU NO. 22 Tahun 1999, dimasailthan KDH
dilakukan melalufmekanisme pemilihan oleh DPREZ®’

4. Tantangan dan Hambatan

Dari aspek yuridis ketatanegaraan, pemilukada yertuang
dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 200&upakan
gagasan yang menarik bagi terwujudnya demokragikpdi tingkat lokal.
Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 berisi prosedur ntzkanisme
pemilihan KDH dan Wakil KDH secara langsung olekyed. UU tersebut

“%Ppasal 56 UU No. 12 Tahun 2008 tentang PerubahaméKéths Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih atal satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asagslamg, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatd{@¥ulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik,atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orgagg
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentaam Undang-Undang ini.

“Terkait dengan mekanisme pemilihan KDH di dalam Nbo. 22 Tahun 1999, diatur di
dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), daal R@sPasal 34 ayat (1) menyatakdengisian
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilkkn oleh DPRD melalui pemilihan
secara bersamaan.Pasal 39 ayat (1) menyatakdRemilihan calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Pamiju DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggoRD.” Dan Pasal 40 menyatakan:

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerditeksanakan secara langsung, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

(2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaraepadta satu pasang calon Kepala Daerah
dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan cal@amg telah ditetapkan oleh pimpinan
DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).

(3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakip&da Daerah yang memperoleh suara
terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud @sa@a (2), ditetapkan sebagai Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan digah&leh Presiden.
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merupakan sebuah produk hukum progresif bagi pdrkagan
demokrasi di negeri yang sedang menjalani massisiatemokras?®
Selain adanya harapan akan penguatan demokratsasigkat
lokal, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak jugaisesnsi, hambatan,
sekaligus juga tantangan yang muncul terkait demmnyelenggaraan

pemilukada, yaitu,*°

pertama; sistem pemilukada dianggap akan
melemahkan kedudukan DPRD. Karena diasumsikan denga
legitimasi yang besar dari (rakyat) pemilih, KDHnga terpilih akan
memiliki kedudukan dan legitimasi yang sangat kolk&s DPRD,
pada akhirnya akan memperlemah kedudukan DPRD degh&DH.
Pengalaman buruk masa Orde Baru di mana KDH memkiekuatan
yang sangat besar dibandingkan dengan DPRD mengbebagian)
elite politik enggan untuk menerima pemilukada. édom yang
awalnya berpihak pada parlem@agislative heavy)pada tahun-tahun
pertama reformasi, akan kembali mengayun ke arda KBH (executive
heavy)dan ini akan melukai makna penting demokrasi.

Kedua; pemilukada terlalu memakan biaya yang sangat besar,
karena banyak anggaran daerah (APBD) yang akaokdikan pada
proses pemilukada. Konsentrasi dana tersebut dipgrdan bagi
pemilihan gubernur di tingkat provinsi, dan kabwgrekota. Ketiga;
munculnya 'persaingan khusus' antara calon indepemtin kandidat
yang diusung partai politik (kader partai ataupwn-kader partai).
Terakhirkeempat;adanya pandangan yang menganggap bahwa rakyat
belum siap untuk melaksanakan pemilukada.

Dalam konteks tantangan dan hambatan seperti gj s¢denarnya
tidaklah bersifat mutlak, dalam arti dapat diatdeingan usaha terus
menerus oleh pemerintah dan semakin tingginya keaadberpolitik
masyarakatnya. Tantangan dan hambatan tersebut diggpsab dengan

merubah anggapan dan prilaku yang mendukung suksgsiaksanaan

8Dahlan Thaibpp. cit, hal 50.

89 _eo Agustino.op. cit, hal 11-12.
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pemilukada. Adapun jawaban dari tantangan dan h@mioh atas adalah,
290 nertama; permasalahan melemahnya kedudukan parlemen daerah
(DPRD). Meningkatnya legitimasi KDH yang dipilih ngsung oleh
rakyat (voters) tidak berakibat langsung pada melemahnya
posisi/kedudukan parlemen. Legitimasi KDH yang kuaemang
merupakan satu hal yang menjadi tujuan pokok dsters pemilihan ini.
Namun demikian, bukan berarti parlemen kemudiam akanjadi lemah,
justru akan tetap bisa berperan dalam memberikagapeasarfmonitoring
serta controling) terhadap kinerja KDH (karena itulah fungsinya),
melalui wewenang-wewenang yang secara konstitusidinalikinya.
Impak perubahan yang justru dihasilkan dari penabk ialah
terciptanya kondisi yang lebih baik bagi pelaksana@zecks and balances
dalam penyelengaraan negara dan pemerintahan, &apanemen
semakin tidak diberi peluang untuk menyalahgundéeltuasaan yang
ada padanya.

Kedua; pendapat yang mengatakan bahwa pemilukada akan
memakan biaya yang sangat besar. Sistem pemilukadag ideal
memang akan mengeluarkan biaya yang relatif lebdsab bila
dibandingkan dengan pemilihan KDH tidak langsunggikanya
lalah dalam pemilihan KDH tidak langsung pemilinaanya dilakukan
oleh anggota DPRD, sedangkan pemilukada dilakukangah
mengikutsertakan partisipasi publik, sehingga thrjgperbedaan
kebutuhan di antara keduanya, mulai dari: sosisilisaemilihan,
pemilihan panitia pengawas yang baru, pembuataat surara, hingga
biaya operasional bagi panitia pelaksana pemilukadajadi bagian
yang integral. Sehingga tidak heran apabila biayperasional
pemilukada akan berbeda dengan pemilihan tak larggsu

Ketiga; persaingan antara calon independen dan calon dataip
(politik) menjadi perselisihan yang justru menyudut kepentingan
publik. Karena dalam mekanisme yang hanya membu@dserkpatan

bagi calon KDH dari pintu partai politik, pada dasg justru

299hid., hal 12-15.
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menerbelakangkan calon pilihan rakyat arus bawdar aumput
(grass-root$. Hal ini disebabkan kandidat KDH yang akan dipili
rakyat boleh jadi bukanlah orang yang berasal kiginginannya. Dalam
mekanisme ini kemunculan calon KDH hanya mungkin |lahoe
pencalonan oleh partai-partai di daerah yang jugeupakan kepanjangan
tangan (titipan) dari elite partai pusat sebagatiinsi yang banyak
menentukan kiprah partai-partai di tingkat lokaledgan demikian,
pemilukada menjadi tak sepenuhnya bermakna, olefenieanya
memilih calon-calon yang tidak diproses melaluilék@bagaan' arus
bawah atau akar rumput partai. Idealnya ialah dibkiésempatan kepada
kandidat KDH yang independen sehingga calon-cal®i Koilihan rakyat
arus bawah atau akar rumput terepresentasikankdmga, setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemikupun
individu yang dipilih. Artinya setiap warga baikrdgartai politik maupun
independent dapat saja mencalonkan diri sebagaincdDH dengan
ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang dkantPUD.
Keempat; tantangan akan asumsi belum siapnya raKyaters)
untuk berpartisipasi dalam pemilukada. Argumensiienarnya tidak
lagi relevan untuk diangkat pada saat proses deatisksi dan proses
pendewasaan politik masyarakat seperti saat inky&alndonesia
memiliki pengalaman memilih secara langsung, walangan derajat
yang berbeda, yang sangat baik dan demokratis mle$yarakat yang
tinggal di desa-desa ketika pemilihan kepala deasatlk Ini artinya
masyarakat lebih berpengalaman dalam melaksanakailian secara

langsung dibandingkan dengan pemilihan tidak langsu

D. AnalisisYuridis
1. Pemilukada Termasuk dalam Rezim Pemilihan Umum

Dengan adanya pilihan kebijakan hukum pembentuk hhkhwa
mekanisme pemilihan KDH dilakukan secara langsuelg akyat, seperti yang
diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. T&hun 2008, maka

permasalahan hukum yang timbul adalah apakah p&adhl termasuk
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rezim hukum pemilu atau bukan (rezim hukum penygaman

pemerintahan daerah) ?

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka merejp#da ketentuan
Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
menyatakariPemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahugkali.” kemudian
dinyatakan pula bahwaPtmilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakil@efah, Presiden

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Baér
a. Pringp Penydenggaraan Pemilukada

Terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Td@4® ini,
hal tersebut jelas menjadi prinsip yang utama tindgenyelenggaraan
pemilihan umum yaitusecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil, setiap lima tahun sekaliApabila dikaitkan dengan prinsip
penyelenggaraan pemilukada, yang diatur di dalamN@U32 Tahun
2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 5& #Y) secara
jelas menyatakar:Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan seciaokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahagia, jdan adil.”
Kemudian mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angkbNoU22 Tahun
2007, dinyatakan bahwdaPemilihan Umum, selanjutnya disebut
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyatng
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, i@hpgur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bsadikan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repubfitohesia
Tahun 1945.”

Hal ini berarti bahwa prinsip pelaksanaan pemilikad
sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU3RIGrahun
2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 serta ketentuan yamatey di dalam
Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2007 telah sepdsgan prinsip
penyelenggaraan pemilu seperti yang diatur di ddtasal 22E ayat
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(1) UUD NRI Tahun 1945 yaitudiselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.
b. Pemilukada Termasuk di dalam Rezim Pemilu

Mengacu kepada ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUDTHRUN
1945, di dalamnnya tidak dinyatakan secara tegagd@emilukada
termasuk di di dalam katagori pemilu. Terhadap teedebut, Jimly
Asshiddigie menyatakan bahwa, pengertian mengemeanilipan
umum di dalam Pasal 22E ayat (2) tidaklah dimakandkebagai
definisi, apalagi definisi yang tertutup, sepertiuchuskan dengan
kalimat “pemilu adalah...”. Oleh karena itu, di kesian hari,
pengertian pemilihan umum ini dapat saja berkemkatak hanya
terbatas untuk memilih para pejabat yang secarplisksdisebut di
sini, yaitu “anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakgédrlen, dan
DPRD™, tetapi pengertian dapat pula diperluas dengameyéan
yang lain termasuk juga untuk memilih KDH. Selain di dalam
Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007, dinyatak@emilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untalemilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsulalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan &sitec dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taligd5.”
Sehingga jelas apabila mengacu kepada penjelasatad] dapat

Ljimly Asshiddigie. Komentar Atas.op. cit, hal 79-80. Jimly Asshiddigie menyatakan
bahwa pengertian mengenai pemilihan umum dalam IP28& ayat (2) tidaklah
dimaksudkan sebagai definisi, apalagi definisi yategtutup, seperti dirumuskan dengan
kalimat “pemilu adalah...”. Oleh karena itu, di kedian hari, pengertian pemilihan mum
ini dapat saja berkembang tidak hanya terbatas kumtemilih para pejabat yang secara
eksplisit disebut di sini, yaitu “anggota DPR, DFRxesiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”.
Hal ini sudah terbukti dengan dikembangkannya k&bij bahwa pemilihan KDH yang
demokratis menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) pligalenggarakan melalui pemilihan
langsung, umum, bebas, jujur, dan berkeadilan, regjd pemilihan demikian dipandang
tercakup pula dalam pengertian luas pemilihan urbendasarkan ketentuan Pasal 22E ayat
(1) ini. Pengertian luas ini diakomodasikan dalastektuan UU No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Daerahdalam ketentuan UU No. 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengamikéhn pemilihan KDH yang
sebelumnya disingkat pilkada telah resmi menjadgidra dari rezim hukum pemilu,
sehingga sebutannya pun dapat diubah menjadi peamilumum KDH, disingkat
pemilukada.
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dinyatakan bahwa pemilukada dapat juga dikatagori#a dalam

rezim pemilu.

c. Beberapa Prinsip yang Harus Diterapkan di dalam Pemilukada

Mengutip pendapat Abdul Mukhtie Fajar, yang menkata
apabila pemilukada dikategorikan sebagai pemilu, kama
konsekuensinya hukumnya adala¥f: pertama; penyelenggaranya
adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sekaligu=hagai
pengendali pemilukada, sedangkan KPUD sebagai satakteknis di
masing-masing daerah yang bertanggung jawab kep&B&
(pengendali bukan Depdagri/Desk Pilkadegdua; pesertanya adalah
pasangan calon yang diajukan oleh partai politki aalon independen
(perseoranganketiga; pengawas pemilukada bersifat independen yang
dibentuk oleh KPU dan/atau KPUReempat;apabila terjadi sengketa
penetapan hasil pemilukada, penyelesaiannya oleh, kélina;
sengketa dalam penetapan daftar calon pemilukashakd?UD tidak
menjadi kompetensi PTURide UU No. 9 Tahun 2004), dakeenam;
impeachmentterhadap KDH dan/atau Wakil KDH diajukan oleh
DPRD kepada MK.

Pemilukada telah diakui eksistensi termasuk dirdatemilu,
maka pelaksanaanya pun haruslah dilakukan secasasken, dalam
arti harus mengacu kepada prinsip-prinsip yandhtelaebutkan di

atas.

2. Sinkronisasi Pengaturan Pemilukada di dalam UU No. 32 Tahun 2004
jo. UU No. 12 Tahun 2008 dengan UUD NRI Tahun 1945
a. Umum
Di dalam pembahasan sebelumnya ditegaskan bahvesdaig
merupakan negara yang demokratis, hal ini secges tdinyatakan di
dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UUD NRI Tahun51%4&ng

menyatakan:‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanaka

22Abdul Mukhtie Fajarpp. cit, hal 103.
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menurut Undang-Undang Dasar’Hal ini berarti rakyat merupakan
sumber kekuasaan negara, rakyat pula yang secagsuag atau
pun tidak langsung menjadi pengurus atau penyeteagiegara, dan
pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat lgdula
penyelenggaraan negara itu sesungguhnya dimaksudikidah yang

tercermin dalam semboyan "dari rakyat, oleh rakgtaty untuk rakyat".
Sebagai perwujudan kedaulatan tersebut, salah catanya adalah
melalui pemilu, yang di dalam perkembangannya tilakya untuk
memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden asBRRG™ tetapi

juga untuk memilih KDH baik gubernur, bupati/walikp sehingga

pemilukada termasuk juga di dalam rezim pemilu.

b. Ketentuan Mengenai Mekanisme Pengisian Jabatan KDH di Dalam
UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan mengenai mekanisme pengisian jabatan KD#ialam
UUD NRI Tahun 1945 diatur di dalam Pasal 18 ayaj, (yang
menyatakan:"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing seliaga
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten danakaipilih secara
demokratis.” Di dalam ketentuan ini sebenarnya tidak terdapstdasan,
apakah pengertian “demokratis” berarti KDH dipiiacara langsung oleh
rakyat, ataukah dipilih- melalui sistem perwakilateft DPRD).

Tetapi sesuai dengan uraian yang telah disampaskdelumnya
bahwa secara historikal dan suasana kebdtihdn dalam pembahasan
Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 khususnya dinddPasal 18
ayat (4), nampak jelas bahwa kehendak politik wadakil rakyat yang
ada di fraksi-fraksi di MPR menginginkan bahwa nmeg&me pengisian
jabatan KDH akan diatur melalui pemilihan langswhgh rakyat, meraka

beralasan bahwagertama; pada saat itu Indonesia baru saja memasuki era

293 jhat Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

?Hal ini dapat diketahui dari risalah rapat-rapanpbahasan perubahan Pasal 18 UUD
NRI Tahun 1945 di dalam Sidang Umum MPR RI tah@9d®
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reformasi tahun 1998, dimana karena trauma pghéila masa era orde
baru kekuasaan cendrung dimiliki oleh kelompok tditentu, berusaha
mempertahankan kekuasaanya melalui cara-cara yamgpaknya
demokratis, tetapi sesungguhnya hanya mementinglsagelintir
kelompok tertentu. Melalui moment reformasi itukddaulatan berusaha
dikembalikan lagi kepada pemilik sejatinya, yarkyat.

Kedua; sejalan dengan era reformasi, dimana muncul tamtyang
kuat dari masyarakat untuk melakukan pemilihan iBees dan Wakil
Presiden secara langsung. Walaupun wacana initbamujud di dalam
Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1935 namun di dalam pembahasan
rapat-rapat Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 ihaltelah
mengemuka dan menjadi fokus perhatian jauh sebsgfayketiga; sebagai
implikasi dari diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1998ng salah satu
ketentuannya mengatur pemilihan KDH oleh DPRD, yi@ta di dalam
pelaksanaannya sangat jauh dari yang di harapkargn& disinyalir
menyuburkan praktik uangmponey politi¢ diantara calon peserta
pemilihan KDH, disamping terkadang menimbulkanabsttas politik di
daerah, karena KDH sewaktu-waktu dapat dijatuhkein DPRD.

Berdasakan ketiga alasan tersebut, maka kecendrwagey timbul
pada saat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 lpemi KDH
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tetapi darmdapembahasan
selanjutnya, fraksi-fraksi juga membahas ketenfasel 18A% dan Pasal

18B?°” yang mengatur mengenai kekhususan dan keragamemahda

Lihat Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakdresiden dan Wakil

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsoleh rakyat.”

1)

)

1)

29 jhat Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, yang menyataka

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat danripgahedaerah provinsi, kabupaten,
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dam B@tur dengan Undang-undang dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sutialya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintaharaldaiatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.

27 ihat Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang menyaitak
Negara mengakui dan menghormati satuan-sgteanerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undardgng.
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penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintaleaahdgang bersifat
khusus atau bersifat istimewa, serta kesatuand@sahasyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisonalnya. Maka agar tidgkdi penyeragaman,
memelihara keberagaman daerah yang ada di Indosésialitas politik,
dan menjaga keutuhan NKRI, sebagai jalan tengatinglalam ketentuan
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 digunakan f@dd¢anokratis”.

Ketentuan Pemilukada di dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12
Tahun 2008

Pelaksanaan pemilukada merupakan koreksi terhadap
pelaksanaan pemilihan KDH oleh DPRD sebagaimananaper
diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini akilkan dengan
diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pkadh, yakni
UU No. 32 Tahun 2004, yang kemudian diperbaiki mel&/U No. 12
Tahun 2008.

Substansi mengenai mekanisme pengisian jabatan KD#glam
UU No. 32 Tahun 2004 diatur di dalam Pasal 24 af@t yang
menyatakan:“Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalaatuspasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutaff’Pasal 56 juga
menegaskan bahwa:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih a&al satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokbaidasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dah adi

2

1)
@)

@)
(4)
©)

Negara mengakui dan menghormati kesatuanda@sahasyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuaiadepgrkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaatudidalam undang-undang.

*%pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintBla@nah menyatakan bahwa:

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah dageang disebut kepala daerah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (kuprovinsi disebut Gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebiiketa.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat @gndi oleh satu orang wakil kepala
daerah.

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada &gtuntuk provinsi disebut wakil
Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati datuk kota disebut wakil walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimdingaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oldyafdi daerah yang bersangkutan.
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(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatigj)ken oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Kemudian ketentuan terhadap mekanisme rekruitmeid Kérkait
pencalonan yang pada UU No. 32 Tahun 2004 hangku#tiin melalui
parpol, di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 200&itedengan pencalonan
dapat dilakukan melalui perseorangan. SehinggaldimdUU No. 12 Tahun
2008, ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) disempamnalenjadi:‘Pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusutkeh partai politik,
gabungan partai politik, atau perseorangan yanguttighg oleh sejumlah
orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentdalam

Undang-Undang ini.2°

d. Sinkronisasi Pengaturan tentang M ekanisme Pengisian Jabatan KDH di
dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 dengan Pasal 18
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Setelah melakukan pembahasan mengenai pengatur&anisrae
pengisian jabatan KDH seperti yang diatur di daRasal 18 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 dan di dalam UU No. 32 Tahun 200dybNo. 12 Tahun
2008, maka dapat disimpulkan bahwa materi pengatiestang pemilukada
seperti yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 No. 12 Tahun
2008 telah sinkron dengan ketentuan tentang mekengengisian jabatan
kepala daerah di dalam UUD NRI Tahun 1945 khusugeyentuan Pasal 18
ayat (4).

Hal ini dikarenakan walaupun di dalam Pasal 18 #atUUD NRI
Tahun 1945 mengenai mekanisme pemilihan KDH hanya atlr
secara "demokratis”, tetapi apabila mengacu kebéstaris pembahasan dan

suasana kebatinan yang ada di dalam rapat-rapabgbasan Perubahan

““pasal 56 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahana&éths Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih @al satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asagsiamg, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

(4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatd{@¥ulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik,atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orgagg
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentledam Undang-Undang ini.
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Kedua UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya wakil-weddlyat yang ada di
fraksi-faraksi MPR-RI pada saat itu menginginkamipéan KDH dilakukan
secara langsung, hanya saja demi menghormati kakho dan keragaman
daerah, penghormatan terhadap satuan-satuan ptaharindaerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta kesakesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepertyydiatur di dalam Pasal
18A dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, maka agaaktiderjadi
penyeragaman dan menghormati keberagaman yang iadadonesia,
stabilitas politik, dan menjaga keutuhan NKRI, agdd jalan tengahnya di
dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun51l@&gunakan kata
“demokratis”.

Sehingga ketentuan yang ada di dalam di dalam ULWBRdahun 2004
jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang pemilukada tetamkron dengan
ketentuan dan maksud pengaturan maupun suasartmbkeha@ada saat Pasal
18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dibentuk.

. Mekanisme Rekruitmen Pengisian Jabatan KDH di Masa Datang

Setelah membahas mengenai bagaimana pengaturaermaepgmilinan
KDH di dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pas&byat (4) UUD NRI Tahun
1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahdd32 serta sinkronisasi
diantara kedua pengaturan tersebut, maka perlualidisnjuga bagaimana
pengaturan mekanisme pengisian jabatan KDH di yeaspaakan datang.

Mengacu kepada pendapat Jimly Asshiddigie dan Miakfl> mengenai
tafsir kata "demokratis” yang ada di dalam Pasahy& (4) UUD NRI Tahun
1945, pengertian demokratis di dalam pemilihan KO&pat dilaksanakan
dengan cara pemilihan langsung maupun dengan eawalplan (melalui
pemilihan oleh DPRD)3% Kemudian mengacu pula kepada pendapat
Bhenyamin Hoessein, bahwa pengertian “demokratigajdapat diartikan
secara lebih mendalam yaitu harus bebas dar pabtilg dan sesuai dengan

399 ihat Jimly AsshiddigieKomentar Atas., op. cit hal. 58-59.
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aspirasi masyarakat, terlepas apakah pemilihan Kdbldkukan secara
langsung ataupun tidak langsung.

Sehingga sebaiknya mekanisme rekruitmen pengjalzatan KDH di
masa mendatang dilakukan melalui pemilihan langskaignapertama salah
satu ruh tuntutan bergulirnya reformasi politik garerlangsung sejak tahun
1998 adalah memberikan hak kepada rakyat Indonesituk bisa
menentukan (memilih) pemimpin secara langsung g@arpinan tingkat
pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Proses derisksayang bergulir di
Indonesia adalah menegakkan prinsip demokrasi ‘idéyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat, ” yang salah satu wujud implerasintya dilaksanakan
dengan melaksanakan pemilihan Presiden secaraitangs

Pemikiran di atas dapat diketahui dari substansgaeiran yang ada
di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitpertama Pasal 6A ayat (1) dan (2)
UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwRresiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung olekya#, dan"Pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan olehrtgiapolitik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum s$eiepelaksanaan
pemilihan umum"Kedug Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan P&sal 2
C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tentangilfean anggota
DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pemilihaggata DPR Pusat,
dan pemilihan anggota DPD dilakukan secara langsilely rakyat melalui
pemilihan umum.Ketiga pemilihan umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden (eksekutif), anggota DPR pusat, imsp kabupaten/kota,
serta anggota DPD ditegaskan kembali di dalam Pzalayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, yang menegaskd®emilihan umum diselenggarakan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewRerwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Pkilaa Rakyat
Daerah.”

Pasal-pasal di atas, semuanya menegaskan bahwanadlesekutif
untuk tingkat pusat, dan legislatif baik di pusatupun di daerah
dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyatb&jai bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari NKRI, dalam melakukamitihan KDH dan
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Wakil KDH, seharusnya sinkron pula dengan pemiliRaesiden dan Wakil
Presiden, yaitu pemilihan secara langsung.
Kedug mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Wargayarakat di
daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan wlarga NKRI secara
keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang mieophak asasi, yang
telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena ituygeamasyarakat di daerah,
harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan nuegzan daerahnya
masing-masing, yang antara lain dilakukan dengamitieKDH dan Wakil
KDH secara langsung.
Ketiga; legitimasi yang sama antara KDH dan Wakil KDH demdPRD.
Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyatlaioe sistem
proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabi@HKdan Wakil KDH
tetap dipilih oleh DPRD, maka tingkat legitimasiggnta DPRD jauh lebih
tinggi dibandingkan tingkat legitimasi yang dimillkDH dan Wakil KDH.
Keempat; kedudukan yang sejajar antara KDH dan Wakil KDH gian
DPRD. Untuk memberikan kedudukan sebagai mitrgesegatara KDH dan
Wakil KDH dengan DPRD, KDH dan Wakil KDH harus dipi secara
langsung oleh rakyat.
Kelima; mencegah atau meminimalisir terjadinya politik uamdasalah
politik uang ini dimungkinkan terjadi karena bagibesarnya wewenang
yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kdein Wakil KDH di
masa lalu. Dengan dilakukannya pemilihan KDH dankNKDH secara
langsung, kemungkinan terjadinya politik uang imabdiminimalisir, atau
setidak-tidaknya bisa dikurangi. Apabila masih ailsak-pihak yang ingin
melakukannya, akan berhadapan dengan para peratfij jpmlahnya jauh
lebih banyak.

Di dalam implementasinya, mekanisme pemilihan K@dasa langsung
menemui beberapa kendala, untuk itu dalam pelasgagerlu juga dilakukan

pembenahan untuk mencapai tujuan yang diiinginkan.
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1. Mekanisme Pemilihan KDH yang Konstitusional

Menurut pendapat Samuel Humes and Eileen Martinngya
menyatakan terdapat 4 (empat) cara atau mekanisitiod menentukan
kepala eksekutif yaitupertama; the chief executive appointed by the
central goverment or other higher unifeepala eksekutif diangkat oleh
pemerintah pusat atau unit yang lebih tingg@dua; the chief executive
elected by councilkepala eksekutif dipilih oleh dewanletiga; the
chief executive elected by popular vgkepala eksekutif dipilih melalui
pemilihan umum), dakeempat; the chief executive appointed by council
(kepala eksekutif diangkat oleh dewan).

Mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUDTdRUN 1945,
yang menyatakan:“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupatan Kota dipilih
secara demokratis."Seperti yang telah dibahas dalam sub sebelumnya,
kata “demokratis” dalam ketentuan dimaksud memifilakna,pertama;
KDH dipilih secara langsung oleh rakyat, deedua; KDH dipilih oleh
rakyat melalui sistem perwakilan (oleh DPR®)Pengertian "demokratis’
juga dapat diartikan bebas dari poltik uang daruaedengan aspirasi
masyarakat, terlepas apakah mekanisme pemilihaditgkukan secara
langsung atau pun perwakilan.

Jadi walaupun secara teori terdapat 4 (empat)dzdasn menentukan
kepala eksekutif, tapi dalam konteks NKRI mengaepakda ketentuan di
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 besetepretasinya,
hanya terdapat 2 (dua) cara mekanisme yang kosistial untuk
menentukan KDH, vyaitu melalui mekanisme pemilihaH secara
langsung oleh rakyat maupun pemilihan melalui geavakilan (melalui
DPRD), pelaksanaanya pun harus bebas dari poldikgudan sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Ketentuan mengendispel@an mekanisme
pemilihan KDH secara langsung ini berlaku di setudaerah otonom di
wilayah NKRI termasuk Daerah Istimewa Aceh, dengedikit variasi di

%lpenafsiran terhadap hal ini juga seperti yang teliaatakan oleh Jimly Asshiddigie dan
Mahmud MD.
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Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa akmya, dan Daerah
Otonomi Papu¥®.

Pengecualian Karena Kekhususan, Keistimewaan Daerah, dan
Otonomi Khusus

Walaupun di dalam pembahasan sebelumnya jelasaéabahwa
hanya 2 (dua) mekanisme yang konstitusional dindgb@milihan KDH
yaitu melalui sistem pemilihan langsung oleh rakg&tu melalui sistem
perwakilan (oleh DPRD), ketentuan tersebut hanydake di daerah-
daerah otonom dan Daerah Istimewa Aceh. Adapumadeyh daerah yang
bersifat khusus atau istimewa, dengan mengacu kdpetdntuan di dalam
Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang merkgata ‘Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintati@erah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatdengan Undang-
undang’

Hal ini juga diatur di dalam UU No. 32 Tahun 20@4sal 2 ayat
(8) menyatakan:’Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau fa¢istimewa yang diatur
dengan undang-undang.5erta Pasal 225, yang menyatakabDaerah-
daerah yang memiliki status istimewa dan diberikéanmomi khusus selain
diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan putgektuan khusus yang
diatur dalam undang-undang lain.”

%3Nalaupun Daerah Istimewa Aceh termasuk di dalamatieistimewa yang pengaturannya
dilakukan melalui undang-undang khusus, yaitu Ugddndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh, tetapi dalam mekanisme pemilin@rya dilakukan melalui pemilihan secara
langsung, hal ini seperti yang dinyatakan di daRasal 65 ayat (1), yaitdGubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakibiikota dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekadilatui pemilihan yang demokratis, bebas,
rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adiHanya saja mengenai pencalonannya ada
sedikit perbedaan di bandingkan dengan daerah wtoymng lain, karena di Propinsi Aceh
terdapat partai politik lokal, maka pencalonan KBépat juga dicalonkan oleh partai politik local,
disamping partai politik yang bersifat nasional maw dari jalur perseorangan. Hal ini di nyatakan
di dalam pasal 67 ayat (1) yang menyatak&Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikotalssgaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
diajukan oleh :

a. partai politik atau gabungan partai politik;

b. partai politik lokal atau gabungan partai poktlokal;

c. gabungan partai politik dan partai politik lokadan/atau
d. perseorangan
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Dalam konteks mekanisme pemilihan KDH, untuk daeyahg
memiliki kekhususan, keistimewaan, atau otonomuskis ketentuan
mengenai mekanisme pemilihan KDH seperti yang tdiabahas di atas
dapat saja dilakukan ketentuan yang berbeda, sepadjatur dengan UU.
Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Khusus Ibiakdakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan daerah Otonomi Khusus ®apekhususan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur di dalam Ugdamdang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintah Propinsi Daerah khisikota Jakarta
Sebagai Ibukota NKRI (selanjutnya disebut UU No. B&hun 2007),
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dlach Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dastanewa
Yogyakarta (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun }950. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang PembentukanabDalstimewa
Yogyakarta (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun0}9Bdapun daerah
Otonomi Khusus Papua diatur di dalam Undang-Undzihgd ahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (seiaygudisebut UU No.
21 Tahun 2001).

a. Daerah Khusus |bukota Jakarta

Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta mekanisme pamili
KDH sedikit berbeda dengan daerah otonom yang ldanya saja
khusus untuk gubernur, mekanismenya hampir samgadedaerah
otonom yang lain, yaitu melalui pemilukada sepdrétur di dalam
Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007, yang menyatakdemerintah
Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubar dibantu oleh
satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langg melalui
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala D&éraAdapun
pelaksanaannya menurut persyaratan dan tata aagadiatur di dalam

peraturan perundang-undang®® Untuk mekanisme pemilihan

393 |ndonesiajUndang-Undang Pemerintahan Propinsi Daerah Khususkbta Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indon&#iaiNo. 29 Tahun 2007, LN No. 99 Tahun
2007, TLN No. 4744, lihat Pasal 11, yang menyatakan
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bupati/walikota, dilakukan melalui pengangkatan holgubernur
dengan pertimbangan DPRD, seperti yang dinyatakalaldm Pasal
19 ayat (2) UU No. 29 Tahun 200AValikota/bupati diangkat oleh
Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakartlari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyarataAdapun wakil
bupati/wakil walikota juga diangkat oleh Gubernuetapi tanpa

melalui pertimbangan DPR?
b. Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejarah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakartaatdap
dirunut asal mulanya dari tahun 1945, bahkan sebélu. Beberapa
minggu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ataakdesrakyat dan
setelah melihat kondisi yang ada, Hamengkubuwonméxigeluarkan
dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 Sdptertio45. Isi
dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakdwa dalam RI.
Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan ¢teku Alam VIII
pada hari yang sama. Kemudian melalui UU No. 3 hat950

(l) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang peoieh suara lebih dari 50%
(lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur Wéakil Gubernur terpilih.

(2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan W@kbernur yang memperoleh suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan peanliGubernur dan Wakil Gubernur
putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yar@nperoleh suara terbanyak pertama
dan kedua pada putaran pertama.

(3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubersebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut perstaradan tata cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

304Ibid., lihat Pasal 19 yang menyatakan:
(l) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpletowalikota/bupati.

(2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertamngan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayatd{Bgrhentikan oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.

(5) Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya dibasieh seorang wakil walikota/wakil
bupati.
(6) Wakil walikota/wakil bupati diangkat dari pegawaggeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(7) Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksudaayat (5) diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturannm&ang-undangan.

(8) Wakil walikota/wakil bupati bertanggung jawab kepaslalikota/bupati.
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mengukuhkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan d&adaln Alaman
sebagai bagian integral Negara Indonesia.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara l&gaial
dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 jo. UU No. Ehdn 1950,
diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan Peratiemerintah
Nomor 31 Tahun 1950. Adapun terkait dengan mekamipangisian
jabatan KDH tidak diatur secara jelas di dalam kedl tersebut.

Di dalam mekanisme penentuan calon kepala deatalsuk
gubernur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),rdépat
perbedaan mengenai mekanisme pemilihannya. Gub&iyudipilin
melalui mekanisme penetapan, dalam hal ini Sultaygy#karta
(Sultan Hamungkubowono IX dan Sultan Hamungkubuwofio
secara otomatis menjabat sebagai gubernur. Setsthlelumnya
DPRD mengajukan permohonan kepada Presiden untogetuarkan
surat keputusan pengangkatan gubefffuhdapun untuk mekanisme
pemilihan bupati atau walikota dilakukan berdasark#l) No. 32
Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008.

Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimaaturdi
oleh UU No. 3 Tahun 1950 sebadex spesialistidak pernah diatur
secara jelas, rinci, dan rigid di dalam UU No. Sl 1974, UU No.
22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 sebbyageneralis
sehingga menimbulkan implikasi yuridis setiap admupahan UU

yang mengatur tentang pemerintahan daerah mauptnid®

¥9ndonesia,Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Dagtabl No. 5 Tahun
1974, LN No. 38 Tahun 1974, TLN No. 3037, lihat&&sl huruf b menyatakaifKepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yangesng adalah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah menurut Undang, undang ini denganut®b Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogytakayang tidak terikat pada ketentuan
masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagiake Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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c. Daerah Otonomi Khusus Papua

Berbeda dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ¢geel@h
Otonomi Khusus Papua mekanisme pemilihan KDH tilakur secara
jelas, adapun mekanisme pemilihannya hanya terduddlam tugas
dan wewenang Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dirGareernur
dan Wakil Gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilankizat Papua
(DPRP), untuk kemudian diusulkan pengangkatannygpada

® setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dan

Presiden,*°
persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wgkiernur®®’
Adapun karena perbedaannya dengan tata cara pamighbernur
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangaka tata
caranya pun diatur khusus di dalam peraturan daddabsus
(perdasus)® Terhadap mekanisme pemilihan bupati dan walikota
sama sekali tidak disinggung di dalam UU ini, yameyarti bahwa

ketentuannya mengacu kepada peraturan perundamgganal

3. Perbaikan Mekanisme Pengisian Jabatan KDH di Masa Datang

Keberhasilan untuk melaksanakan pemilukada adalkaik memperoleh
Sosok yang yang benar-benar sesuai dengan harasgarakat setempat. Hal
itu bukan berarti pemilukada tidak memiliki keleraah Di dalam bahasa

3% |ndonesiaUndang-Undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Paput) No. 21 Tahun
2001, LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151, lihats&a7 ayat (1) huruf a dan b, yang
menyatakan:
“DPRP mempunyai tugas dan wewenang:
a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Guligarpilih kepada Presiden Republik
Indonesia;”

bid., Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, yangyaekan* MRP mempunyai
tugas dan wewenang:
a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhabdagal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;”

¥bid., Pasal 11 ayat (3) yang menyatakafTata cara pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengeatyran perundang-undangan.”

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zagiu Rahman, FH Ul, 2011.



130

demokrasi, pelaksanaan pemilukada adalah cara lghilg baik dari yang
terjelek>%

Mekanisme pemilihan KDH melalui pemilihan secaragkung
sebenarnya telah ada pada tingkat akar rumput sseddmikian lama.
Masyarakat pada level bawah justru sudah melaksangiola-pola
pemilihan seorang pemimpin baginya secara langsdag tidak
mendatangkan konflik atas kehidupannya. Pelaksgaagitakukan secara
sederhana, langsung, dan tanpa rekayasa apa lagifabeekanan.
Kepemimpinan yang dihasilkan dari pola demikiaraséiasa berlangsung
damai, perjalanan kinerjanya memperoleh dukungeas ldan pada
akhirnya dapat menyelesaikan kinerja dengan pegtargjawaban yang
dapat diterima oleh semua pihak ptifa.

Oleh karena itu argumentasi bahwa tingkat inteldkitang masih
rendah atau tidak siapnya berangkat dan alasaréhih cenderung sebagai
legalitas untuk tidak mengalihkan aset sebagaeksifldari keengganan
berbagi dari para pemimpin itu sendiri. Dasar #agngganan itu adalah
keinginan untuk tetap melanggengkan kepemimpinak trauk dirinya
maupun untuk kroninya. Demikian pula aset stratggisy ada di daerah
dapat terus di kuasai dengan cara mengabaikan isek&rpemilihan
pemimpin formal secara langsutig.

Dari berbagai permasalahan pemilukada sebagainetaia diuraikan

sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa hal setiait>"

a. pemilukada harus dikategorikan sebagai pemilu, nggfai akan
memiliki satu sistem pemilihan pejabat-pejabat pubtalam
lingkungan kekuasaan legislatif dan eksekutif, b@gkat nasional
maupun lokal. Oleh karena itu, pengaturan pemilakatarus
dipisahkan dari UU No. 32 Tahun 2004.

b. sebagai konsekuensinya, maka perlu penyempurnaaratugn

%995 amsul Wahidingp. cit.,hal 62.
31%hid., hal 173.
Yy pid.

%12bid., hal. 105-106.
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perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, lipamiPresiden
dan Wakil Presiden, dan pemilihan KDH.

c. penyelenggara pemilu-pemilu tersebut tetap Kom&nikthan Umum
(KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandasusai dengan ketentuan
Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan patak di daerah
oleh KPUD. Untuk operasionalnya KPU membentuk pamemilihan
nasional dan lokal yang bersifat hocyang keanggotaannya mencakup
unsur-unsur pemerintah, parpol, dan kalangan malsyfar yang
independen.

d. institusi penyelesaian sengketa hasil pemilu-pengtgebut di atas,
sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUDad4dlah lembaga
peradilan di bidang ketatanegaraan, yaitu MK.

e. pemakzulan(impeachment)terhadap KDH dan/atau Wakil KDH
sebaiknya mengacu ketentuan mengenai pemakzulasid@me
dan/atau Wakil Presiden, sehingga mekanisme dasegmga juga
melalui MK.

Adapun solusi dari beberapa ekses yang timbul pelaksanaan
pemilukada dapat dilihat dari pembahasan di bawah berdasakan

permasalahan yang telah disinggung di bab sebelamny

. Mekanisme Pertanggungjawaban KDH

Terkait dengan pertanggungjawaban KDH, hal ini ragnpenting
mengingat saringan yang telah dilakukan secarad kataadap seseorang
yang akhirnya menduduki posisi KDH harus diimbandgengan
mekanisme yang jelas mengenai konsekuensi pertagggyuabannya.
Sangat mungkin muncul arogansi kekuasaan yang mauslalam
perspektif administratif mengharuskan adanya pggangjawaban
sebagai refleksi akuntabilitas. Oleh karena ituubadibuat mekanisme
yang seimbang di antara rumitnya menyelenggarakanilykada dengan
konsekuensi pemberhentian dan mekanisme kontral masyarakat.

Permasalahan sederhana yang kiranya memerlukaahtaldalah ketika
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seorang pemimpin formal dipilih langsung oleh rakyadealnya
bertanggungjawab dengan berbagai konsekuensinyadkemkyat pula.
Hal itu berarti tidak cukup jika hanya bertangguavgab kepada
perwakilan rakyat yang notabene sarat dengan kieygamt tertentu baik
yang sifatnya invidual maupun organisatdfis.

Struktur pertanggungjawaban ini sangat penting aigacipta
mekanisme yang bersifat standar dan tertata dakinbahwa berbagai
konsekuensi yang akan muncul dapat diperhitungkgaksawal sehingga
rambu yang jelas sudah dibuat pun memberikan pkrigan yang
memadai terhadap proses, kinerja, dan evaluaspeaksanaan pemilukada.
Dengan demikian tidak akan muncul kesenjangan@echninistratif ketika
ada keharusan untuk melaksanakan konsep pemilitkedengan keharusan
bertanggungjawab secara langsung ptiia.

Dewasa ini berkembang pemikiran untuk menata kenpleatilihan
KDH secara lebih tepat. Ide yang mungkin berkemltemtgra lain adalah
pertama diadakannya pembagian antara penyelenggaraan lifpgmi
nasional versus pemilihan lokakedua; pembagian antara pemilihan
legislatif versus pemilihan eksekutif yang diadakaerentak secara
nasional,ketigg disatukannya pengertian pemilihan KDH itu ke dala
pengertian pemilihan sebagai perluasan pengertas ketentuan Pasal
22E ayat (2) UUD NRI Tahun 194%>

. Biaya
Demokrasi langsung merupakan ajang kedaulatan taieyanggi
untuk memilih seorang pemimpin. Mahalnya ongkostigolang harus

dikeluarkan calon KDH dalam pemilihan KDH menyehbatkhampir

33pid., hal. 167.
3%bid., hal. 167-168.

$153imly Asshiddigie Pokok-Pokok...op. cjthal 804.
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separuh lebih propinsi di Indonesia dipimpin olehDHK yang
bermasalafi® Besarnya biaya pemilukada menjadi beban APBD

Untuk lebih menghemat biaya penyelenggaraan peadikdapat
ditempuh solusipertama;untuk menghindari beratnya beban yang harus
dipikul oleh pemerintah daerah yang berimplikasdggengurangan
anggaran di sektor kesejahteraan rakyat, maka esggeelaksanaan
pemilukada dibebankan kepada APBN, sehingga dapatwghindari
duplikasi anggaran, terdapat standardisasi biaymilgeda, tidak
menggangu belanja publik daerah, dan menghindayabpemilukada
sebagai alat tawar petahana, dan ykedua; pelaksanaanpemilukada

yang dilakukan secara serentak.
Politik Uang (Money Poalitic)

Politik uang adalah perbuatan yang sangat berbabaga proses
demokrasi. Hasil dari pemilukada akan menyimpang tguan awalnya
jika politik uang tidak bisa diminimalisit:®* Masalah ini tidak hanya terjadi
di negara-negara berkembang seperti di Indonesti@pitjuga di negara-
negara maju sekalipun. Masalah politik uang haditika pemilih
dengan 'tega’ menukarkan pilihannya dengan sejunialy tawaran
partai dan/atau kandidat untuk memilih calon KDHerlyadi sosok
individu pemilih yang menentukan seharusnya menyadeahwa
transaksi tersebut bukan sekedar ‘transaksi biasdginkan transaksi
yang amat merugikan, menukar masa depan (lima tdeurdepan)
dengan uang yang jumlahnya tak akan pernah sep#dan.

2011.

3% una Farhan, “ Pemilihan Kepala (Koruptor) DaéraKompas, Selasa, 11 Januari

37|bid., Hasil penelitian FITRA, dari 14 daerah menunpmikk 10 daerah harus

memangkas belanja program dan kegiatannya (termasuoéidikan dan kesehatan) pada tahun
pemilukada diselenggarakan.

318 eo Agustino,op. cit.,hal 129.

%bid., hal 20-21.
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Praktek politik uang bisa terjadi pada saat penpakucalon yang
dilakukan melalui partai, dan saat pencarian dukan@ngsung melalui
rakyat. 3*° Praktik money politicsitu lebih banyak berkaitan dengan
lemahnya sistem hukum, terutama dalam posisinyagsebnstrumen
pengawas dalam pelaksanaani$aSolusi terhadap permasalahan ini
dapat ditempuh jaldf?, pertama; mempertegas peraturan terkait politik
uang dan penyalahgunaan wewenang atau jabatasi.t8diadap pelaku
politik uang harus ditindak tegas sehingga bisakibat pencoretan dalam
pencalonan, darkedua; penataan sistem pencalonan KDH, dengan
membuat regulasi yang menjamin mekanisme pencalgerag transparan
dan integratif, sehingga memunculkan kandidat ysergualitas.

Potensi Konflik Horisontal

Dalam kaitan dengan konflik pemilukada yang selamatelah
berlangsung, paling tidak ada lima sumber konflkkepsial mulai dari
menjelang, saat penyelenggaraan, maupun sampaamgengumuman
hasil pemilukada, yaitu??® pertama; konflik yang bersumber dari
mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daeragéyah, dan darah.
Mobilisasi politik atas nama etnik dan agama, badécara bersama
maupun terpisah, secara potensial muncul di wilayddyah di mana
ketegangan etnis cenderung tinggi, seperti di Katitan, Sulawesi, dan
Maluku, serta daerah-daerah di mana proporsi pendwsgcara etnik
dan/atau agama relatif berimbang. Sementara itoflikoyang bersumber
dari mobilisasi politik atas nama Putera Asli D&erdPAD) sangat
mungkin muncul di hampir semua daerah yang menggkakan
pemilukada. Namun nuansa ini akan lebih kental derah-daerah

pemekaran (daerah otonom baru).

*%bid, hal 126.
$25amsul Wahidingp.cit, hal 143.
322Arif Wibowo, “ Pilkada Serentak Menjadi SoltisiKompas, Kamis, 27 Januari 2011.

323 eo Agustinoop. cit.,hal 150-152.
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Kedua; konflik yang bersumber dari kampanye negatif antara
pasangan calon KDH. Berbeda dengan pemilihan Rmesidi mana
kandidat tidak terlalu lekat secara emosional maupsikologis dengan
pemilih, pada pemilukada para calon KDH adalah helakoh yang
hampir pasti berdekat#t dengan para pemilihnya di daerah. Sehingga,
kampanye negatif yang mengarah pada munculnyahfitnengenai
integritas kandidat dukungan kelompok tertentu tapenimbulkan
konflik antara massa pendukung dalam kampanye pleswlia.

Ketiga; konflik yang bersumber dari premanisme politk dan
pemaksaan kehendak. Gejala ini sudah muncul dirbpaedaerah, saat
massa pendukung calon memprotes keputusan KPUD&aadon tidak
memenuhi persyaratan administratif yang ditentudlalram peraturan
perundang-undangan. Premanisme politik dan pemakssteendak bisa
muncul pula setelah pemilukada usai dan hasilnymainkan KPUD. Jika
elite yang menjadi kandidat KDH 'tidak siap' men®ai kekalahan dan
memprovokasi massa pendukungnya, maka konflik akatah meletus.
Namun juga, tim sukses seringkali menjadi gardaagpemanisme politik
akibat dari ketidakmampuannya untuk memobilisasesaapada saat
pemilihan (hari H). Tim sukses acapkali berkacaapadrmin cembung
mengenai kekuatan massanya, sehingga ketika bedemgan pasangan
kandidat KDH dan Wakil KDH langsung mengklaim kachali
dukungannya akan menang sekian persen. Tentu, jupgailih yang
berjumlah sekian persen tersebut diintervensi dabemtuk 'biaya-biaya'.
Namun sayang, seringkali kekuatan massa tim sutidaklah seperti
cermin cembung yang gunakannya. Agar dana politdngy telah
digelontorkan tidak ditagih oleh kandidat (yang keian kalah), maka
melakukan tindakan pengerahan massa yang dibamgmggan tindak
kekerasan dengan alasan terjadinya kecurangan dapé&rghitungan

suara.

324 Kedekatan yang dimaksud disini adalah kedekatacara geografis, emosional, atau
psikologis.
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Keempat;konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecuaang
penghitungan suara hasil pemilukada. Konflik jenis terutama
berpeluang terjadi di daerah-daerah di mana KDHgyaraju adalah
incumbent.Netralitas panitia pemilukada di tingkat kecama(&PK)
dan desa/kelurahan (PPS) amat menentukan hadir mitaitnya
konflik. Potensi konflik juga bisa muncul jika apabirokrasi (PNS, TNI,
dan Polri) cenderung memobilisasi dukungan bagdidat dari unsur
PNS, TNI, dan Polri. Atau yang lebih kentara adatahnakala calon
incumbent mengerahkan seluruh sumberdaya birokrasinya untuk
menekan warga agar memilih pasangan caloambent.

Dan terakhir,kelima; konflik pemilukada juga potensial muncul
ketika terjadi perbedaan penafsiran atas Kkebijaldan aturan
penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Sejumlahterikaan
pemilukada yang diatur dalam pelbagai kebijakani daulai UU,
peraturan pemerintah, hingga aturan main lain sepgres, Keppres,
Perpres, dan Kepmendagri, potensial mengundandjikgké ditafsirkan
secara berbeda oleh peserta (kandidat berikutippe@dukungnya),
penyelenggara pemilukada (KPUD), dan pemerintahratiaeserta
DPRD.

Sehingga untuk meminimalisir tingkat kerusuhan Rkare
penyelenggaraan pemilukada diperlukan beberapaispkrtama; harus
ada kejelasan pengaturan mengenai pemilukada sakefiagkat yang
paling teknis, hal ini penting agar meminimalisirultn tafsir atau
kesalahan penafsirakedua;penyelenggaraan pemilukada secara serentak,
hal ini untuk menghindari para pemain atau spekbtkecimpung dalam
tim sukses pasangan tertentu, kalaupun tetap ad¢a sitatnya sangat
lokal, dan tidak dapat merambat kedaerah tertendwena waktu
pemilukada yang berbarengan, dan y&mjiga; perlunya penegakan
hukum yang tegas dan membuat efek jera bagi paxeokator atau pihak-
pihak lain yang berusaha bermain di dalam air kerdalam

penyelenggaraan pemilukada.
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8. Peserta Pemilukada Mengalami Masalah Hukum dan Pemanfaatan
Celah Hukum

Selama ini biaya pemilukada yang tinggi menjadidmebagi calon
KDH. Maraknya korupsi di daerah terjadi karena Kidihg terpilih harus
harus mengembalikan modalnya selama kampanye. &agajn KDH**
tidak memadai untuk mengembalikan modal pencaldBiaya yang harus
dikeluarkan calon KDH itu tidak sebanding dengandagat resmi yang
diterima setelah menjadi KDH.

Maraknya KDH yang terjerat kasus koruiSijelas berhubungan
secara langsung dengan pemilukada. Biaya tinggilutikkan oleh calon
antara lain untuk membiayai "membeli” kendaraantiohtau dukungan
partai politik, pengadaan alat peraga kampanyeyabtan sukses, dan
honor saksi ditempat pemungutan suara. Calon K4 kerap diminta
memberikan bantuan untuk masyarakat atau lembagial ¥0 Disisi lain
banyaknya KDH yang menjadi tersangka atau terdakovapsi bahkan
ditahan pastilah berdampak terhadap penyelenggavaarerintahan di
daerah.

Adapun solusi yang harus ditempuh untuk menjawab ihia
pertama; penegakan hukum dalam menjalankan aturan yang itterka
dengan penyelenggaraan pemilukada, diantaranyahagenegasan dan
penegakan aturan di bidang kampanye, dana kampdageindak pidana

politik uang,kedua; penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait

$%Berdasarkan sumber dari Kabag Anggaran Keuangaaripg gaji dan tunjangan
KDH sebesar:
a. KDH propinsi: gaji pokok Rp.3.000.000,- dan tunjangRp.5.647.200,- sehingga total
penghasilan Rp.8.647.200,-
b. KDH kabupaten/kota: gaji pokok Rp.2.500.000,- damangan Rp.4.000.000,- sehingga total
penghasilan Rp.6.500.000,-

32%Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ddbadi, menyatakan ada 2 (dua)
modus korupsi yang biasanya digunakan oleh Kpektama penggelembungan biaya dalam
proyek pengadaan barang atau jasa, contohnya pasgsadaan mobil pemadam kebakaran yang
melibatkan banyak pejabat di daerah. S&gdua penggunaan dana APBD untuk kepentingan
pribadi, contoh dugaan penggunaan dana APBD olglat8Boven Digul, Papua, Yusak Yaluwo,
dan penyalahgunaan APBD Kota Bekasi oleh WalikogkaBi Mochtar Mohamad. Satu
Tersangka Setiap Pekan: Separuh Lebih Propinsi g Kepala Daerah Bermasalgh
Kompas, Selasa, 18 Januari 2011.

*Mpid.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis.., Zaqiu Rahman, FH Ul, 2011.



138

politik uang dan larangan penggunaan fasilitas tgaba ketiga;
pembatasan biaya kampanye, d&meempat, larangan bagi peserta
pemilukada yang berstatus sebagai tersangka atdakvea untuk ikut

menjadi peserta pemilukada.

. Minimnya Kemampuan dan Pengalaman KDH Terpilih Dalam
Birokrasi

Dewasa ini akibat sistem pemilihan KDH yang mengduam
sistem pemilihan langsung dari rakyat, dilarangpggawai negeri untuk
berkecimpung di dalam dunia politik, dan burukngdagekruitmen partai
politik yang hanya mengandalkan modal dan ketendemakibat kandidat
yang terpilih menjadi KDH di dalam kontestasi perkéida adalah figur-
figur yang dikenal oleh masyarakat tetapi mempumgigalaman yang
minim di bidang birokrasi dan pemerintahan.

Hal ini terjadi karena biasanya kandidat berasal pangusaha,
artis, atau tokoh masyarakat yang tidak memilikaddelakang birokrasi
atau pemerintahan. Hal ini sangat berbeda dibakdmgli zaman Orde
Baru, walaupun pemilihan dilakukan dengan cara yamgng demokratis
dibandingkan saat ini, tetapi biasanya kandidat Kbgtasal dari latar
belakang pemerintahan atau militer yang memilitaddelakang birokrasi
dan telah mengikuti kursus-kursus dan pengalaman batlang
pemerintahan.

Untuk itu kunci dari penyelesaian masalah ini adedgan partai
politik. Karena tanpa dipungkiri, kandidat yang dsal dari partai politik
lebih banyak dibandingkan melalui jalur perseorangdugas partai
politiklah untuk menjaring dan merekrut calon-calgang mempunyai
kapasitas dan pengalaman dalam memimpin biroki@sipgmerintahan,
sehingga kandidat yang terjaring adalah sosok ydegar-benar
berkualitas, ketika dia terpilih dapat menjalankagas sebaik-baiknya
sebagai KDH, dan tidak melakukan penjaringan deihgawya berdasarkan
kemampuan finansial dari kandidat atau pun ketemga belaka. Di

dalam peraturan perundang-undangan yang terkaitjatermpengaturan
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persyaratan bagi calon KDH, perlu juga dicantumkarengenai
persyaratan yang terkait dengan pengalaman dibidangkrasi,

manajemen pemerintahan, atau keorganisasian.

Penyalahgunaan Wewenang oleh KDH Berkuasa (I ncumbent)

Pemilukada yang netral dari intervensi birokrasinjadi sangat
penting. Pemilukada juga memberikan kesempatan lymsgkepada orang
yang masih menjabatincumbent untuk ikut serta dalam kontestasi
pemilihan KDH. Apabila sikap netral birokrasi tidafrjaga, maka bisa
sangat mungkin berbagai perangkat pemerintah daknaémipulasi demi
kepentingan incumbent. Hal ini mencederai demokrasi yang
mengedepankan sikap netral, adil, dan terbuka diélém demokrasi>*®
Pemahaman konsep netralitas birokrasi adalah syzdya sinergi atau
saling dukung yang dilakukan oleh elemen di dalaasyarakat yang
menginginkan terbukanya suatu keadaan politik yétgh adil dan
demokratis, dengan persyaratan bahwa birokrasi shatofesional,
independen, tidak berpihak atau tidak menjadi pggueyan tangan salah
satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalamtkstasi politik®>°

KDH yang sedang dalam masa jabatannya memiliki nsote
menggunakan mesin birokrasi untuk kepentingan peangan dirinya
dalam proses pemilukada. Birokrasi adalah mesiggiam yang mampu
dan bisa digunakan oleh kandidat berkuasauMmbent untuk merebut hati
rakyatnya hingga ke akar rumpugr@ss-rooty. Apabila dibandingkan
dengan parpol, masih jauh kalah bersaing dengaokrbsi dalam
kemampuannya untuk turun ke rakyat. Selain dayakgun, birokrasi
masih jauh lebih unggul dibandingkan lembaga poiitanapun dalam hal
mengoleksi informasi sampai dengan penyediaan dalen karena itu,
birokrasi yang tidak terbeli dan netral menjadi kg¢lan dalam konteks

demokrasi dan kontestasi politik. Tidak netralnyieokrasi tentu saja

328 eo Agustinoop. cit.,hal 153.

329bid., hal 158.
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mencedrai nilai-nilai demokrasi yang hendak dibangiengan cara
memanipulasi pilihan warga dengan cara surveillaiele kekuasaaft’

Dalam kaitannya dengan pemilukada, meskipun telala a
seperangkat peraturan yang bertujuan menjaga masrdirokrasi dari
politik praktis, antara lain Peraturan Pemerintat. N2 Tahun 1999
dan Surat Edaran Men. PAN No. 08 Tahun 2005 tenfdagalitas
Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan KDH, pelanggamasih tetap
saja terjadi. Dalam beberapa kasus pemilukada,jdkeni pemerintah
mengamanatkan bahwa KDH yang ingin mencalonkan lkdtmbali
harus berhenti dari jabatannya, seringkali dilangggcara tidak sengaja
oleh kandidatncumbent3*

Selain  berdampak menimbulkan persoalan ketidakadila
kandidat yang bukanncumbent pastinya akan dirugikan ketika
melihat fasilitas dan dana dinas/pemerintah daelighhnakan oleh
kandidat incumbent untuk berkampanye. Bahkan ketidaknetralan
birokrasi dalam pemilukada dapat menimbulkan kehasu massa,
seperti yang terjadi pada kasus pemilukada DepaWwgJBarat), Tuban
(Jawa Timur), Maluku Utara (Maluku), dan beberapanpat lainnya.
Birokrasi yang tidak netral, pastinya mencederana@asi substansial,
karena dengan adanya praktik diskriminatif terhadamdidat lain,
tidak lagi menerapkan prinsip-prinsfpee and fair electionAkibatnya
persaingan atau kompetisi yang tidak sehat antailah peserta
pemilukada menyeruak ke permukaan sekaligus menodai-nilai
demokrasi itu sendirf*?

Keterlibatan PNS dalam pemilukada sangat mungkijade jika
dihubungkan dengan kondisi daerah pemilihan. Unta&rah pemilihan
tertentu misalnya daerah perkotaan, keterlibatarS Ridpat dibatasi.

Tetapi untuk daerah pinggiran yang sumber daya sianya terbatas,

3%pid., hal 8.
3Ypid., hal 156.

*bid.
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PNS dapat membantu menjadi panitia penyelenggarailuseda.®*

Penegakan hukum atas kebijakan yang telah ditatapk&ngenali
pemilihan KDH tidak bisa ditolak. Bahkan jika perpejabat daerah yang
diketahui melakukan pelanggaran selama pemilukadashdiberhentikan
dari kepegawaian negerinya agar memberikan efakygmng berart{>*

Solusi dari permasalah ini adalapertama; penonaktifan KDH
(incumbent atau kewajiban KDH untuk mengambil cuti terhitusgjak
mendaftar, bukan menjelang masa kampaiyé&edua; pembatasan dana
kampanye, pembatasan jumlah calon, atau penggulzaemnnegara untuk
bantuan sosiaketiga; pemilihan KDH hanya dibuat satu putaran, calon
yang meraih suara tertinggi yang dipilih, tanpa mjdvkan perolehan
suara diatas 50%, ddmempat;sebagai alternatif pembiayaan, sekaligus
menjaga agar pembiayaan pembangunan di daerahspatigpemilukada
tidak tergannggu, menghindari perbedaan standariggndanaan
pemilukada, serta membantu keuangan bagi daeradp iy@skin, maka
pembiayan pemilukada dilaksanakan melalui dana APBR

11. Wacana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui DPRD

Dalam dinamika perkembangan di masyarakat, konsemilukada
bukanlah sesuatu yang bersifat final. Hal ini ateans berkembang sesuai
dengan perkembangan jaman dan kebutuhan di maayafak dalam

perjalanannya akan mengemuka masalah baru mengidifitas dan

33bid., hal 174.
334bid., hal 154.

%5Sebelumnya ketentuan mengemacumbentyang akan mencalonkan diri kembali
menjadi KDH sudah diatur di dalam Pasal 58 hurtfiggNo. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004, yang menegaskdmwdia‘mengundurkan diri sejak
pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kapalaerah yang masih menduduki
jabatannyd. Namun ketentuan tersebut dibatalkan oleh Kemnu$/K, yang permohonan
diajukan oleh Sjachroedin ZP Gubernur Lampung meRUtusan MK Perkara Nomor 17/PUU-
V1/2008.

¥3%Pendapat ini disampaikan oleh Kacung Marijan, paldditik Universitas Airlangga,
“Gubernur Dipilih DPRD Tetap Konstitusional,” Medindonesia, Selasa 2 Januari 2011.
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efisiensi pelaksanaannya. Dalam konteks itu, tinjertanyaan apakah
penyelenggaraan pemilihan KDH di tingkat provirggil{ernur) juga tetap
diperlukan pemilukada ? Bukankah pemerintah provimerupakan
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ? Setarsecara konseptual
pemerintah provinsi didesain sebagai semacam Egeantantara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yangrpasia lalu bahkan
pernah diterapkan tidak saja tingkat kabupaten/gebeagai daerah tingkat
Il tetapi juga ada kawedanan sebagai daerah tingk&f

Perpendekan mekanisme birokrasi ini merupakan lsaggkah yang
juga sangat penting diterapkan sebagai bentuk ieitelt dan efisiensi.
Lagi pula jarak antara rakyat dengan pemerintaliatiaprovinsi begitu
jauh. Jika dihitung secara sederhana lebih banyagavmasyarakat yang
tidak memerlukan pelayanan pemerintah provinsi jidi@andingkan
dengan yang berada di kabupaten/kota. Artinya mskenbirokrasi yang
temanya adalah melayani masyarakat sejatinya titakerlukan provinsi
sebagai mekanisme yang secara teknis memberikayaoen kepada
masyarakat>®

Wacana yang bergulir pada masa sekarang adalak omrgmiadakan
pemilukada pada tingkat gubernur karena dinilaakicefektif. Secara
ekonomis ongkos yang harus dikeluarkan untuk patiel pemilukada
pada tingkat gubernur ini juga sangat besar. Hanngwam, kalau saja
biaya itu dialokasikan untuk kebutuhan lain yanghaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat akan lebih migarbenanfaat secara
langsung. Secara ekonomis ongkos yang harus dipikilyat di
kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemilukadadeedaerah tingkat
kabupaten/kota juga tidak besar, kendatipun haljuga sudah cukup
mempengaruhi keuangan daerah. Beban yang sudak Ogkul itu
bertambah berat ketika harus ditambah lagi dengamyglenggaraan

pemilukada gubernur, yang secara konkret jarak ranfzemerintah

3’Samsul Wahidingp. cit.,hal 225-226.

339 pid., hal 226.
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provinsi dengan rakyat cukup jauh. Hal ini juga padn argumentasi
mengapa ke depan pemilukada gubernur itu diwacanak&uk ditinjau
kembali®*

Menurut Mahfud MD, pemilihan gubernur melalui pahan
langsung maupun dipilih oleh DPRD dua-duanya metmiersyarat
konstitusional. Hal tersebut lebih kepada pilihalitix, karena UUD NRI
Tahun 1945 hanya menyatakan “gubernur” dipilih scdemokratis,
tanpa mengharuskan pemilihan secara langsung. Hajgamenurutnya,
dari segi “kepraktisan” dan “kemanfaatan” hendakmybernur dipilih
saja melalui DPRD, karena biaya yang akan dikehratkbih murah dan
juga mempertimbangkan kewenangan gubernur yang isaasedikit
berkurang, pemilukada lebih difokuskan pada tindedupaten/kotd*°

Hanya saja untuk tidak mengulangi ekses politikegepang telah
diberlakukan di dalam UU No. 22 Tahun 1999, dimka@na KDH dipilih
dan dibertanggungjawab kepada DPRD, maka kewenarigesebut
digunakan oleh DPRD untuk menekan KDH, sehingga ydlan
pertanggungjawaban KDH yang ditolak oleh DPRD damiraya berujung
kepada pemecatan KDH oleh DPRD. Untuk itu wacamgan, walaupun
gubernur dipilih oleh DPRD, tetapi bertanggungjakepada Presiden, hal ini
sesuai dengan kerangka NKRI, dimana gubernur mi@uopperpanjangan
tangan pemerintah pusat, oleh karena itu pertaggguabannya pun kepada
pemerintah pusat (Presiden).

Wacana pemilihan gubernur oleh DPRD, memiliki k#dah dan
kelamahan tersendiri. Kelebihan dari gubernur iipiangsung oleh
DPRD adalahpertama; dari segi biaya tentu saja cara ini akan jauhhlebi
efisien, karena mekanisme pemilihannya hanya ntkhiba DPRD,
sehingga tidak perlu mengeluarkan dana untuk kayepaalat peraga,

saksi-saksi, dan hal teknis lainnya seperti yarsg diddalam pemilukada.

*9bid.

34%Gubernur Dipilih DPRD Tetap Konstitusional,” Mediadonesia, Selasa, 1 Februari
2011.
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Kedua; potensi konflik horizontal dapat di minimalisir ssdikian rupa,

karena tidak melibatkan dan pengerahan massa giatalah besar.

Disisi lain terlepas dari kelebihan di atas, wacpemilihan gubernur
oleh DPRD memiliki sejumlah kelemahan, ygiertama;pemilihan KDH
melalui DPRD bertentangan dengan semangat reforngasg berusaha
mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan ralsgdglah pada masa
sebelumnya kedaulatan tersebut dipergunakan pemguastuk
mempertahan dan memperpanjang masa jabatakegaa;permasalahan
money politicakan semakin marak, hal ini karena keputusan hbesada
di tangan segelintir anggota DPRD yang jumlahnyah jéebih sedikit
dibandingkan jumlah rakyat secara keseluruhan. n§ghi peluang
kandidat untuk membeli suara sangat terbuka. Hal nrerupakan
permasalahan yang utama sehingga mekanisme pemilinalalui
perwakilan diganti dengan mekanisme pemilihan sed¢angsung oleh
rakyat, dan ketiga; akan menimbulkan implikasi politik mengenai
legitimasi apabila gubernur berhadapan dengan DPR@aupun
bupati/walikota, mengingat keduanya dipilih langswieh rakyat.

12. Kedudukan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota®*

Kontroversi keberadaan Wakil KDH sebenarnya bukaryang baru.
Dari berbagai penyusunan peraturan perundang-uadanggntang
desentralisasi, kontroversi tersebut selalu muncddbalam sebuah
organisasi, keberadaan wakil pimpinan selalu keoetsial apabila
mekanisme kerjanya tidak diatur secara tegas. Waikilpinan adalah
“alter-ego” atau orang yang paling dipercaya bagi sang pemimpi
sehingga diperlukarichemistry” yang cocok.“Chemistry” ini dapat
cocok, apabila pimpinan memiliki kebebasan untukmifie wakilnya

sendiri. Sebaliknya, apabila wakilnya ditetapkarcasa sepihak dari

%1 Dielaborasi dari makalah, Sadu Wasitiono, “Kon&i Kedudukan, Tugas,
Wewenang, dan Tanggugjawab Wakil Kepala Daeraht:/htrww.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-
content/uploads/WAKIL-Kepala-Daerah.pdfiunduh Kamis, 19 Mei 2011.
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manajemen, maka peluang konflik antara pimpinan wakil pimpinan
akan sangat besar. Mimpi orang nomor dua adalaladieorang nomor
satu. Untuk itu maka selain masalah mekanisme p&nil pembagian
tugas, wewenang, dan kewajiban antara KDH dengarkil\W&DH
merupakan wilayah yang rawan konflik, apabila tidé&tur secara tegas
dan rinci dalam ketentuan perundang-undangan yaonkupc kuat
kedudukan hukumnya.

Pada organisasi pemerintah, ada atau tidaknya wgaikilpinan
organisasi dan mekanisme pengisiannya ditentukeaim latputusan politik
yang kemudian diwujudkan dalam peraturan perundemgngan. Di
tingkat nasional, adanya jabatan Wakil Presidetudidalam Pasal 4 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945* Jabatan wakil Presiden adalah jabatan
politik yang di pilih dalam satu pasangan secangsang oleh rakyaf>

Terkait dengan mekanisme pemilihan Wakil KDH, Pdshhyat (4)
UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwdasubernur, bupati, walikota
sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, ld#a dipilih secara
demokratis”.Jadi secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 hanya reeal
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tidakediai wakilnya. Adapun
terkait dengan Wakil KDH, sebagai penjabaran leaijut dari Pasal 18
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, di dalam ketentuanaPad ayat (5) UU
32 Tahun 2004 dinyatakan bahwai/ékil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakibernur, untuk
kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota diselakil walikota.”

Jumlah Wakil KDH ditetapkan seragam hanya satu gyraanpa
memperhatikan tingkat kebutuhannya. Kabupaten dengamlah
penduduk terbatas seperti Kabupaten Supiori, Tafidbong atau kota
dengan wilayah yang sempit seperti Cimahi, PayakimiSukabumi
barangkali tidak membutuhkan kehadiran Wakil KDHad® sisi lain,

%7 ihat Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang ya¢akan:"Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WRkélsiden.”

3L ihat Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yangngsakan:”Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secaragsung oleh rakyat.”
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gubernur DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengahargkali

memerlukan lebih dari satu wakil.

Terkait dengan mekanisme pengisiaan jabatan KDHiapat dua
model pengisian jabatan Wakil KDH, yaitu :
a. diangkat oleh pejabat yang berwenang dari PM§ ye&emenuhi syarat,
dengan demikian jabatan Wakil KDH adalah jabatanekabukan
jabatan politis; dan
b. dipilih dalam satu paket bersama-sama pemilk2hl, dengan varian
dipilih oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat

Terhadap urgensi mengenai perlu atau tidaknya WdbH, terdapat
kubu pemikiran, yaitu:
a. kubu yang ingin konsisten dengan UUD NRI Tahedh51

Kubu ini berpandangan bahwa dalam konstitusi, kbinga Pasal 18
ayat (4), hanya mengatur gubernur, bupati, danketisebagai KDH
provinsi, kabupaten, dan kota saja yang dipilihdeé®gkan jabatan
wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikotalaik termasuk jabatan
yang dipilih. Karena tidak disebutkan secara ekgpiialam UUD NRI
Tahun 1945. Sehingga ketentuan di dalam UU No. 8Aui 2004,
khususnya hal yang berkaitan dengan pemilukada yaemilin KDH
dan Wakil KDH dalam satu paket pemilihan dianggajak sejalan
dengan konstitusi. Pengisian jabatan Wakil KDH if&trstentative,
sesuai kebutuhan masing-masing daerah, dan dilsluhenekanisme
pengangkatan dari PNS yang memenuhi syarat.
. kubu yang ingin meneruskan pola yang sudah diamoleh UU
Meskipun menimbulkan kontroversi, tetapi sampait $aiaketentuan
mengenai pencalonan KDH dan Wakil KDH dalam satikepa
pemilukada yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 224U No. 12
Tahun 2008 tidak pernah ada yang melakukan ujieeniiake MK,
sehingga dianggap tidak ada yang secara konstitisidirugikan.
Dengan adanya jabatan Wakil KDH membuka peluangyadaroses
kaderisasi bagi calon KDH di masa mendatang, kassglama ini

kaderisasi pimpinan daerah relatif terbatas, searizanyak KDH dan
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Wakil KDH yang muncul secara mendadak tanpa latelakang
pengalaman di bidang pemerintahan yang relatif ndamaPadahal
dalam era desentralisasi sekarang ini, posisi WKBH sangat strategis
dalam menentukan kemajuan daerah, yang akan merkbetiibusi
bagi kemajuan bangsa dan negara.

Saat ini pemerintah sedang merampungkan revisi WJ 32 Tahun
2004, RUU tersebut akan dipecah menjadi RUU Pearilidbmum Kepala
Daerah, RUU tentang Pemerintahan Daerah, dan Rbtidnig Pemerintahan
Desa. Di dalam RUU Pemilihan Umum Kepala Daeramakatur hal-hal
yang pada intinya hendak berusaha menjawab segal@apalahan maupun
ekses negatif yang timbul dari pemilukada. Terlegss segala macam usaha
dan aturan yang terkait dengan pelaksanaan pemdukgersoalan
sesungguhnya adalah terletak pada tataran morabukan pada instrument
hukum yang mengatur tentang tata cara pemilihan KBebab sebagus
apapun dan seketat apapun istrumen hukum menutlgh derjadinya
penyimpangan dalam bentuk kolusi daonney politicdalam pemilukada, itu
semua tidak akan banyak artinya jika berada daadadikan oleh manusia
yang secara moral tidak bersih (korup). Sebalikkgadatipun instrument
hukumnya kurang sempurna, tetapi berada dan dgataoleh orang-orang

yang secara moral bersih, tentu hasilnya akan baik.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di dalérbdia sebelumnya,

maka dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Mekanisme pengisian jabatan KDH diatur di dalamaPad ayat (5) UU

No. 32 Tahun 2004, yang menyatak&dtepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(@yatipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yaegangkutan®*
Kemudian di dalanPasal 56 juga ditegaskan bahwa:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih @al satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokbatidasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dah adi

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatigjken oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan tikildpat di
dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 UU No. BAnT2004, yang
pada intinya berisi prosedur dan mekanisme penniltaga cara pemilihan
KDH secara langsung. Kemudian ketentuan mengenakamsene
rekruitmen KDH terkait pencalonan yang pada UU 3®Tahun 2004 yang

hanya dapat dilakukan melalui parpol, di dalamriteten UU No. 12 Tahun

(1)
2)

3)
(4)
()

34pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintBa@nah menyatakan bahwa:

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah dageng disebut kepala daerah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)kuprovinsi disebut Gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebiik@ta.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat @andi oleh satu orang wakil kepala
daerah.

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada &ptuntuk provinsi disebut wakil
Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati datuk kota disebut wakil walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimdineaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dipilih dalam satu pasangan secara langsung olélyaadi daerah yang bersangkutan.
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2008 terkait dengan pencalonan dapat dilakukan lunefeerseorangan.
Sehingga di dalam UU No. 12 Tahun 2008, ketentadamu Pasal 56 ayat (2)
disempurnakan menjadiPasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabunganriga politik, atau
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yamgmenuhi
persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-hupéta.” >+
Dari ketentuan yang dinyatakan di dalam Pasal 24 @y dan Pasal

56 UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 200&pat ditegaskan

bahwa mekanisme mengenai pemilihan KDH yang didndalam UU ini

adalah'mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat”.

2. Pengaturan mekanisme pengisian jabatan KDH di d&a@m32 Tahun
2004 jo.UU NO. 12 Tahun 2008 “telah sinkron” dendrasal 18 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRhun 1945
mengenai mekanisme pemilihan KDH hanya di atur reet@emokratis”,
hal ini berati bahwa mekanisme pengisisan jabat@h Kapat dilakukan
melalui pemilihan langsung atau dengan cara pefarakmelalui DPRD),
semuanya sama-sama demokratis sepanjang tidakgdipgm oleh politik
uang (money politic)dan sesuai dengan aspirasi masyarakaiabila
mengacu kepada historis pembahasan dan suasartam&ebang ada di
dalam rapat-rapat pembahasan Perubahan Kedua UUD &fRin 1945,
sesungguhnya wakil-wakil rakyat yang ada di frdksitksi MPR-RI pada
saat itu menginginkan pemilihan KDH dilakukan seckngsung, hanya
saja demi menghormati kekhususan dan keragamaahjgenghormatan
terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yasgdabéihusus atau
bersifat istimewa, serta kesatuan-kesatuan masytatalkum adat serta
hak-hak tradisonalnya seperti yang diatur di daRasal 18A dan Pasal
18B UUD NRI Tahun 1945, maka agar tidak terjadi yg¥agaman dan

#%asal 56 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahana<atas Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih @aal satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asagsiamg, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayatd{@¥ulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik,atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orgagg
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentledam Undang-Undang ini.
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menghormati keberagaman yang ada di Indonesiailistsipolitik, dan
menjaga keutuhan NKRI, sebagai jalan tengahnydathm ketentuan
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 digunakan f@d¢anokratis”.

Ketentuan yang ada di dalam UU No. 32 Tahun 200Wid No. 12
Tahun 2008, tentang mekanisme pemilihan KDH sinkrd@ngan
ketentuan dengan maksud pengaturan maupun suasagimnkn pada saat
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dibentuk.

3. Sebaiknya mekanisme pengisian jabatan KDH di magang dilakukan
melalui pemilihan KDH secara langsung, karepertama sesuai dengan
tuntutan ruh reformasi yang menghendaki dikembatila kedaulatan rakyat,
yang pada saat Orde Lama dan Orde Baru telah s&lirdjselewengkan oleh
pihak penguasa untuk memperpanjang kekusaannyanihalga sinkron
dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pd&salyat (3), Pasal 19
ayat (1), dan Pasal 22 C ayat (1), Pasal 22E &)atu(UD NRI Tahun
1945, serta prinsip pemerintahan presidenkddua mengembalikan
kedaulatan ke tangan raky&etigg legitimasi yang sama antara KDH dan
Wakil KDH dengan DPRDkeempat; kedudukan yang sejajar antara
KDH dan Wakil KDH dengan DPRD, dakelimga mencegah atau
meminimalisir terjadinya politik uang. Di dalam ilementasinya,
penyelenggaraan pemilukada menemui beberapa kenddigk itu dalam
pelaksanaanya perlu dilakukan pembaikan untuk rpencajuan yang
diiinginkan.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas maka dapatihnkan beberapa
hal:

1. Sebaiknya sistem pemilihan KDH yang ada sekaratag teenggunakan
mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyhinhaesuai dengan
semangat reformasi yang ingin mengembalikan ketmulai tangan
rakyat akibat trauma politik di masa lalu dan jsgsuai dengan prinsip
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presidensial, sekaligus juga sinkronisasi dengda mkruitmen Presiden
yang menggunakan mekanisme pemilihan secara laggsun

Terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaaitugada, diantaranya
adalah, biaya yang cukup besar, maraknya polithkgu@oney politig,
potensi konflik horisontal di masyarakat, banyakpgserta pemilukada
yang mengalami masalah hukum dan pemanfaatan balaim di dalam
pemilukada, minimnya kemampuan dan pengalaman Képilih dalam
birokrasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh KDH kuasa
(incumbent).Untuk itu perlu dicarikan solusi yang paling efékdan
efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut, ggdaksanaan
pemilukada dapat dilakukan lebih baik di masa menda

Agar pengaturan mengenai pemilukada dapat lebih simak dan
komprehensif, maka pengaturan pemilukada yang iadalamn UU No. 32
Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 diatur secarsendiri di dalam
UU khusus yang mengatur mengenai tata cara, mekanisdan

kelembagaan dalam pemilukada.
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